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Kebcrhasalan mcnyeiesalkan sesuaiu prog,ram »!eb;h lebih pendsd:kan merupakan =

g kebanggaan tersend:r: Tetap: nyatanya "semakm banyak yang dlmmum terasa_:-:'

5-:semakm m(_n;,hauskan“ Rupa- rupanya dl bahk "mmuman" yang ieruupl ierbcniang o

iantangan yang semakm besar : “mencar: mencan Iagn" dan "mengamal - mengamat--

L lagi". Karena itu, di.samping rasa syukur yang tak lerhingga, kiranya Dia 'maslh_ S

' -berkenan menganugerahi kemampuan yang diridhoi untuk menjadikan diri . ini -

: 'sebag:as “insan pembawa rahmat bagi kehidupan®,

Berkenaan dengan itu pula, ungkapan terima kasih patut dihaturkan kepada semua
pihak yang memungkinkan terselenggaranya segala proses belajar: sampai
| persembahan karya ini. Kepada Bapak Ahmad S. Adnanputra M.A., M. S., D.B.A.,

'yang secara khusus memberikan bimbingan dan dorongan moril rasanya tidak berarti
apa-apa dengan hanya ungkapan terima kasih; juga kepada Bapak Billy Tunas M.Sc.,
Bapak John lhalauw Ph.D., Bapak Laode Kamaludin M.Sc.,M. Eng., Ph.D., dan Bapak
Sjamsul Bachrie M.Sc. yang arahan dan ilmunya banyak mewarnai tulisan ini, serta
kepada Pimpinan Lembaga, para pengajar/perangkat akademik dan staf IBMJ. Dari
lubuk hati yang dalam hanya kepadaNya-lah dikembalikan segala urusan; kiranya
segala kebaikan dimaksud diienma sebagai amal ibadah dengan pahala yang berlipat
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Jakarta, Januari 1993.
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J | _sAfR:P-AT_u_ o
_ Aé:a.pka!'i pemiklran k:ta hanya terlu;u pada badan»badan forma! }ika':}_':;
s membxcarakan keamanan daiam tuilsan ini, tsulah tcrsebut banyak datamplikan'f'

fﬁsebutan sektmu karena juga mencakup "safely and ﬁre” da[am kerang__ B

“crime prevenlzon" maupun "ioss prevenuon" Padahal, baik dari. segi formalnyurld;s
...maupun historis-filosofis, negara - kita- mengenal- kebersamaan ~pemer|ntah dan
"masyarakai dalam upaya pembinaan keamanan dan keterliban. Yang pertama d;sebut_'_
"public security" dan yang lainnya disebut "privat secunty“ atau pembina Kamtsbmas !

'(Keamanan dan Kc,leruban Masyarakal) swakarsa,

Waia_upun sokunh_bukaniah suatu komodili yang diperdagangkan, tetapi berbagai

 aspek yang berkaitan dengannya bukan tidak mungkin untuk dikelola secara

- "komersial" sebagai suatu bidang usaha. Misalnya pelayanan jasa sekuriti dalam artj
- penyiapan tenaga, perdagangan peralatan (security devices), atau jasa konsultasi dan
* pengembangan sistem. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan prospek usaha
dimaksud.

Kepedulian untuk melakukan penclitian ini semakin penting mengingat aktivitas
dan hasil-hasil pembangunan ekonomi khususnya industri dewasa ini dengan segala
dampak sekuritinya. Kepenlingan tersebut scmakin mendesak karena kehadiran AFTA
(ASEAN Free Trade Area - Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN) yang diduga akan
semakin mendorong pertumbuhan industri dan kemajuan ekonomi pada umumnya,
Sampai di mana korelasi ketiga unsur tersebut, -kejahatan, industri, dan AFTA- akan
diungkapkan melalui penelitian ini. Penelitian lebih difokuskan pada masalah
pendidikan dengan memilih kasus kelaikan pembentukan suatu tembaga pendidikan

manajemen sekuriti.

Setelah melakukan studi kepustakaan atas beberapa acuan yang penad, serta

meryebarkan-angketkepadadarrirewawancarai sejumian responden, seluruh data
dicoba dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan mengacu pada berbagai
pengetahuan terulama  yang  berkaitan  dengan  masalah "bisnis dan  sekurit"
Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program studi MBA pada IBM]

khususnya mengenai korporasi, strategi, bisnis, "markeling", statistik, dan akuntansi
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scria--muode penclman sangaliz':

c,mban_lu daiam pemecahan masalah _dl sampmg

pe getahuan kr:mmo!oga yang teIah d:te'kum sebe! mnya _:' _: SR

":'.:"_“'walaupun ttdak harus dlszmpu!kan bahwa mdustrzahsas: merupakan kausa:”;_:

"Ei'ij-;jmendorong, perc:epaian perlumbuhan lndustn sudah barang teniu pula akan. e
= 'membawa seria berba‘g,aa dampak sekurm O!eh kart.na ILU ancaman. 5ekurm terhadap o
* dunia bisnae d:perkurakan akan ierus memngkat sehin%a mcrupakan pc,luaﬁg bag)l_

'ﬁpengembangan usaha pelayanan jasa SGkUF iti.

Khusus menbcna: gaé,asan pembeniukan Iembag,a pendldlkan manajemen sekuriti

"-'temyata mendapal sambutan positif dari "pasar” bank dari sudut "demand” 'maupun

Msupply". S(.bagtan besar responden menyatakan ‘berminal mengikuli  atau

} 'mempertxmbangkan merekrut |ulusan pendidikan dimaksud. Dari aspek legalitas,
gagasan ini dimungkinkan oleh peraluran perundang-undangan yang berlaku, bahkan
- terdukung oleh 'kebijakan ‘dan strategi  pengembangan Siskamtibmas swakarsa

kal mencermmkén 'gerak yang searah dengan pertumbuhan;:f:

._::."kejahaian Kehadtran AFTA yang, temyala secara leonus Juga akan semakmf_".'

: 'sebagaimana chtetapl\an oleh MPR dalam GBHN (terakhlr 1988).

Dari sudut keuangan investasi dalam “saha pend;d:kan ini -walaupun bukan
__:me_rupak_a_n korporasi ekonomi, tetapi nyatanya bahwa suatu lembaga pendidikan
telap harus mempertimbangkan ‘“profitabilitas” untuk menjamin eksistensi dan
“kelancaran operasinya- cukup menjanjikan "laba” yang menggembirakan. Kesimpulan
tersebut  didasarkan  atas perkiraan - aliran  kas, laporan  "rugiflaba®, tingkat

pengembalian modal dan nilai waktu uang.

- Dari sudut sosial - ekonomi, "usaha" ini membawa manfaat dalam membantu

-memecahkan -masalah nasional di bidang pendidikan dan ketenaga-kerjaaan. Di
samping itu, manfaat lain yang bisa diperoleh adalah semakin bertebarannya tenaga-
tenaga lerdidik sekuriti atau karyawan berwawasan sekuriti, schingga semakin
“melicinkan jalan bagi upaya pengembangan Siskamtibmas, menuju masyarakat yang
"tata tentram kerta raharja".
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:PEN_DAHULUAN

1 i.ATA' BELAKANG PERMASALAHAN

Kehndupan masyaraka' _:

""':'_Zdalam suasana - anlagomsnk I<arena fasn!aias yang, tersedia lerbatas sedangkan
i 'kebutuhan tidak terbatas Keh:dupan dama: dan tenteram akan Ierwujud jika orang-
";-:' orang memaluhl sepenuhnya pihak yang diberinya. kewenangan {teori kontrak
.'...':-SOSIE!' homas Hol%s)é1 Jika. tfc!ak, akan lerjadi pertentangan yang.terus menerus

i d: aniara sesama manusxa "bellum ommum contra omnes"

Dari
: ilcapa: “pada hampir . segala aspek  kehidupan,

"'.'-_'-panjang pertama. hass! ‘pembangunan tersebut berbagai kemajuan telah

terulama yang menyangkut

P _pertumbuhan ekonomi khususnya industri. Di -lain  pihak, kemajuan masyarakat

1_-yang dltopang perkembangan ilmu  pengetahuan dan. teknologi - dalam- " arus

g!obaltsasa mengjhadlrkan pula berbagai dampak negatif dalam ancka ragam dan

modus gangguan dan kejahatan baik yang bersifat menyeluruh  maupun bagi

bidang  usaha

'_--_'Lclancaran bisnis. Perkembangan kejahatan dan gangguan pada

'umumnya ternyata meiaju dengan cepat, setidak-tidaknya dalam aspek kualitasnya.
' 'Berbagjax kasus terjadi dalam tahun-tahun terakhir, seperti pembobolan bank melalui

sarana komputer, persaingan curang, pemalsuan merk, "credit card”, dan lain lain.

Secara - leorilis, pemberlakukan kebijakan AFTA (Asean Free Trade Area -

resmi_dimulai pada

laz:mnya menamp:lkan dm daiam dua sisi - yang'
v berlawanan, asso:mahf dleOSIal!f konstrukﬂf— destrukt;f Manusua h:dup berkeiompok_ .

:""karena kebutuhannya a]can kerja sama mahiuk sos:a! Tetapl manusia juga hidup . -

Dewasa ~ini, Iuta tetah ada pada posisi peng,hu;ung era pembangunan Jangka"

“Kawasan Percagangan Bebas Asean) vang. secara tanggal1

©Januari 1993 yang lalu, akan semakin mempercepal pertumbuhan industri dalam

konteks pertumbuhan ekonomi khususnya dunia  usaha, dan pembangunan

~najonal  secara keseluruhan. Kebijakan tersebut memungkinkan pemasaran produk

1 Seerjono Scekanto, Sosiologi - Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman 33




'."".:.:-._-:terienlu dcngan harga yang re]ahflcbah murah; dt anlara negara anggota Asean .
"'.-'_'_karena penghapusan atau. pengurangan bea masuk Dalam - konteks yang lebih
"-.';.'.:.-'.Iuas intensitas . salmg keterpengaruhan sosmf yang bersifat regional bahkan global -

"'-"sudah barang tentu akan semakm _ memngkat dengan segala konsekuensmya

 sukar d:hmdarl Keadaan dem;kian d:perkirakan akan |kut membawa-serta dampak

_:j'_:_SLkunil

| Pada litik ketiga, pihak yang diberi kewenangan dalam pembinaan Keamanan
';-.dan Keteritban Masyarakat (Kamtibmas) dan penegakan hukum -Polri- dihadapkan
pada berbag,a: kendala khususnya sumber daya sebagai akibat  keterbatasan
~ kemampuan negara  untuk pembangunannya. Dalam hal ini MPR (Majelis
Permusyawaralan Rakyal) mene[apkan pengembangan Sistem Kamlibmas Swakarsa,

- sebagai ar_ah dan strategi pembangunan jangka sedang .2

Pertemuan ketiga titik tersebut ‘menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi diri

- -peneliti. Di tengah-tengah upaya besar mempercepat - pertumbuhan ekonomi dan
industri yang  semakin didorong dengan pemberlakuan AFTA, gangguan dan
kejahatan dalam bidang bisnis dikhawatirkan akan semakin melaju mendahului
kemampuan Polri dengan segala keterbatasannya. Untuk menganlisipasi keadaan
demikian, sebagai salah satu konsep dalam konteks Siskamtimas Swakarsa,
ditawarkan suatu konsepsi  penyelenggaraan pendidikan untuk ~ menghasilkan
calon- calon pelaku sekurili yang profesional dan pelaku-pelaku bisnis yang
berwawasan sekuriti dengan menjajagi kemungkinan membentuk suatu lembaga

~pendidikan manajemen sekuriti.

2. PERMASALAHAN.

Pokok permasalan yang diteliti adalah "bagaimana prospek ‘usaha’ pelayanan
jasa sekuriti khususnya kelayakan pembentukan suatu_lembasa pendidikan_seluriti,

"'lerhadap perubahan miai Persamgan daiam bldang mduslr: maupun bisnls juga akanﬁ_'. -

berkenaan dengan pertumbuhan industri di Indonesia dalam kerangka pemberlakuan
AFTA". Sangat disadari bahwa suatu lembaga pendidikan apalagi mengenai sekuriti

bukan merupakan korporasi ekonomi, melainkan sosial. Telapi bagaimanapun,

? Ketetapan MPR no : 1I/ MPR/ 1968 lentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV D -
Pertahanan Keamanan, Butir 12




"':'-_perhxtungan ekonom: khususnya aspek keuangan

o :perfu dlleht'

';__'-_:membutuhkan' sekursllj

_':-'-dalam banyaL hal sualu iembaga pendsdzkan tadak mungkm bssa "exnsi“ 1anpa

. Berkcnaan_ :'engan pokok permasalahan dl atas ttmbui berbagal persoalan yang

'Pertama-berblcara mengenal usaha berarta harus - berblcara mengenax

.dan. apakah para pengusaha khu.s.usnya membutuhkan ;asa -

:':_..-'sekuml balk dalam benluk 1enaga manajemen maupun pemiksran mana;enal? Dari

o sudut b suppiy” s apakah cukup wrscdla "bahan meniah“ dalam arll ada minat dan

calon pescrta dlchk ? Dengan dem:ktan penelttlan |m akan menyangkut masalah

L markcimg yaaiu mcngcnal P anl“ "need”, produk, dan i:ng,kat daya beli dalam

o pasar

Persoalan i\edua adaiah persoa!an prospek, atau = dengan perkataan lain,

'._gambaran ‘marketing" di  masa ~mendatang. Sebagaimana disinggung di atas
. bahwa - yan‘g, melatar . - belakangi penawaran konsepsi ini adalah kekhawatiran

'i'perkembangan gangguan dan. kejahatan khususnya yang dapat mempengaruhi

keberhasilan bisnis. Karenanya perlu dikaji, pengaruh pemberlakukan kebijakan

- AFTA bagi pertumbuhan industri dalam konteks perkembangan ekonomi khususnya

dunia  usaha secara keseluruhan. Selanjutnya  perlu diteliti pula pengaruh

pertumbuhan industri terhadap-perkembangan kejahatan  dan gangguan keamanan

| lain khususnya yang berkaitan dengan bidang bisnis. Dari hasil penelitian itulah
~ baru - dapat diperoleh gambaran mengenai prospek "usaha" pelayanan = jasa
- sekuriti.

- Dengan  memperoleh jawaban atas persoalan tersebut, pokok permasalahan
yang hendak diteliti belum terjawab secara tuntas. Karena itu, persoalan berikutnya
yang harus diteliti adalah "kelaikan pembentukan suatu lembaga pendidikan
manajemen sekuriti".  Dalam hal ini terutama ditinjau dari aspek keuangan serta

tinjauan dari sudut sasial - ekonomi

. HIPOTESA

Dengan  memperhatikan  kecenderungan perkembangan  kejahatan/ gangguan
khususnya dalam dunia bisnis akhir-akhir ini, dikaitkan dengan faju pertumbuhan

industri, di salu pihak, dan keterbatasan kemampuan Polri di fain pihak, maka

'.._.'--apakah benar manu5|a i




E sebagai‘ﬁi.pmd“tésé mayor .-.dlapa.t dlkemukakan bahwa "usa_har'pelayanan jasa sekuriti
~cenderung mempunyai prospek yang cukup cerah berkenaan dengan pertumbu_ha.n'
B industri cli lndonesia termasuk dengan diberlakukannya AFTA". '

___Umuk keperiuan pembuktlan hipotesa iersebut maka durumuskan beberapa hipotesa_ |
B _Ler;a sebagal bcnkut o

1) kebuakan AFTA akan semakin meningkatkan pertumbuhan industri dalam
konteks perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha di indonesia;

2} laju  pertumbuhan industri  ikut berpengaruh terhadap perkembangan

kejahalan/ gangguan keamanan lain khususnya dalam dunia bisnis;
3)  pelayanan jasa sekuriti semakin dibutuhkan oleh para pengusaha;

4) lembaga pendidikan manajemen sekuriti cukup laik untuk dibentuk.

4. ASUMSI

Untuk  menjamin  kesahihan hasil penelitian ini  maka perlu digaris bawahi

adanya beberapa faktor yang dapat meﬁnpengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
diletakkan sebagai asumst.

1) Tidak terjadi gejolak polilik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi
khususnya pertumbuhan industri,

2) Situasi moneter relatif tetap terjamin stabil.

3) Kebijakan pembangunan nasional letap diarahkan pada pencapaian struktur
ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung oleh bidang pertanian
yang tangguh.

4) Kebijakan deregulasi termasuk bagi Penanaman Moda Asing (PMA} akan
terus dilakukan, minimal dnpertahankan sehingga tercipta situasi yang kondusif

TS R e |
H i

[ EN-Aw 43 E\..chl

5) Arah dan kebijakan pengembangan Siskamtibmas swakarsa tetap dipertahankan.

5. MANFAAT PENELITIAN,

Berbagai pihak akan memetik manfaat dari hasil penelitian ini. Pertama, Polri




ra

TR .akan muupakan pzhak uiama yang, paim[3 bert\epeman&an a!as “hasil penc,lman |n; =

| 'karena dapat dlgunakan sebagal masukan dalam rangka perumusan _kebijakan

- _' peng,embangan Saskamubmas swakarsa. Dengan mengetahu; ada atau tidak adanya _
pengaruh periumbuhan mdustn dan. kehadlran AFTA - terhadap perkembangan_:’-_._..

keamanan lamnya Polra dapat menyesualkan L kebljakan

"'::-:Pengetahuan mengena: prospek usaha peiayanan jasa sekunll dapat dsmanfaatkan_ i

"'"’3".'"_""'oieh Polrl untuk sesuaa “tugasnya, menyusun. Kiat-kiat pembinaan Siskamtibmas

swakarsa dalam lingkungan kerjafusaha. Di samping itu, hasil penelitian mengenai
“kelayakan pembentukan lembaga pendidikan bila perlu dapat dimanfaatkan oleh
~ Polri untuk mengadakan sinergi.

Bagi para  pemilik modal, informasi ini  merupakan = masukan untuk
- dipertimbangkan apakah penanaman modal dalam bidang usaha ini "profitable® atau
tidak. Dan kalau ya, sampai berapa tinggi tingkat pengembalian modalnya, di
séxmping "profit" dari aspek sosial - ekonomi lainnya, Informasi lain yang juga bisa
dipe_roleh adalah mengenai kemungkinan risiko dan kiat mengatasinya. Bagi pemilik
‘modal, informasi ini bukan saja berkenaan dengan jasa, khususnya pendidikan tetapi
juga bagi semuanya mengenai sekuriti, misalnya perdagangan peralatan sekuriti
(Security Devices).

Walau hanya -setitik air di padang pasir, bagi - dunia ilmu pengetahuan, hasil

- penelitian ini akan menambah pengetahuan terutama mengenai hubungan antara

pekerjaan sekuriti dengan dunia bisnis.

6. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi

1) jasa sekuriti, khususnya lembaga pendidikan manajemen sekuriti; dalam

hal ini tidak mungkin terlepas dari pembicaraan mengenai gangguan

sekuriti khususnya . kejahatan. vang berkaitan-dengan-bidan

Sapigaka dntomte,

FRETITTOET T AT U I TATII YRS,
2)  pertumbuban industri; tidak hanya sekadar sektor industri saja tetapl, mencakup
lingkup peranannya dalam proses industrialisasi, di mana industri sebagai

penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang antara lain
mencakup dunia usaha;




- sama perdagangan saja, melamkan ;uga berkaltan dengan kerJa sama secara.

keseluruhan, khususnya daiam bldang ekonomi

' 7 DEFINiSi

Untuk keperluan penyamaan persepsi maka atas penggunaan beberapa istilah

d_a_iam penelitian per_!u diberikan penjelasan. Tetapi agar tidak menimbultkan kesan

.yang kaku, maka scjauh mungkin  dihindari penggunaan definisi. Seperti

dikemukakan Fennelly  bahwa di antara 10 orang akan dihasilkan lima definisi

- yang berbeda mengenai pengertian yang berkaitan dengan sekuriti. Karena itu, untuk

kesamaan persepsi mengenai penggunaan beberapa istilah  dalam penelitian ini

akan disajikan semacam pembatasan pengertian. Istilah-istilah tersebut meliputi

:sekuriti ‘dan jasa sekuriti, industrii dan industrialisasi, perdagangan bebas,

| manajemen, pendidikan, dan lain lain. Uraian dimaksud disajikan dalam Lampiran

/. Batasan pengertian untuk istilah lain akan langsung diuraikan dalam teks.

? Lawrence J. Fennely, Handbook Of Loss Prevention and Crime Prevention, Butterworths
Publishers, Stoneham, 1989, halaman. 3.

3) kawasan. puda&anban bc.bas ASEAN (AFTA) anpa membalasn dm pada kerja
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TINJAUAN LITERATUR

L2 1. PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM DUNIA BISNIS.

 Berbicara mengenai sckuriti adalah berbicara tentang gangguan dan bahaya
.yahg dapat merugikan kehidupan manusia. Gangguan dan bahaya dapat
bersumber dari manusia, alam atau sumber daya buatan. Dalam paragraf ini
hanya diulas masalah kejahatan dan gangguan keamanan -lainnya- sebagai salah
satu bentuk  gangguan -fisik- yang sangat mengancam kehidupan. Kejahatan
adalah gangguan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan gangguan
lainnya adalah “gangguan yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi

sccara  fisik mengganggu keamanan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini ‘terlihat = perkembangan kejahatan dalam
dunia bisnis yang meningkat secara cepal. Berbagai kejahatan berdimensi baru
{new dimension of crime) maupun kejahatan baru (new crimes) mewarnai
perkembangan aktivitas bisnis akhir-akhir ini di Indonesia. Kejahatan dalam dunia
bisnis dapat dilakukan oleh perusahaan -disebut kejahatan korporasi- tetapi juga
dapat mengenai perusahaan. Paragraf ini terutama membahas kejahatan dan

gangguan di mana perusahaan menjadi korbannya.

Jenis kejahatan dan gangguan keamanan yang berkenaan dengan dunia bisnis
adalah penipuan dan penggelapan terutama berkenaan dengan  kertas berharga,
asuransi, "credit card®, kredit "white collar crime, dan kejahatan lain dalam bida:ig
keuangan/perbankan, pencurian dalam segala bentuknya termasuk “"pembobolan®
bank, pemalsuan - dokumen, pemalsuan merk, kebakaran/pembakaran, hak cipta,
pemogokan, dan lain-lain. Untuk keperluan penelitian ini -terutama karena faktor

ketersediaan data- maka tidak semua jenis kejahatan tersebut ditelaah,

Statistik Kriminal. Perkembangan kejahatan dapat dipelajari dari  statistik
kriminal,  walaupun disadari akan kelidak mampuannya  untuk memberikan
gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Sutherland dan Cressy mengemukakan

bahwa stalistik kriminal merupakan salah satu  statistik yang paling tidak dapat




- ‘aiperca)}a dan pa!ing”;u.[it'.' Akan tété;;i merekamenyadarl ‘juga sulitnya
‘memperoleh statisttik. kriminal  yang sungguh-sungguh akurat = karena adanya
borbagal faktor yang menyebabkan muncu[nya "the. dark frgures -of crtme” 4

' Tcrhadap angka g,eiap ini, Robin- mengemukakan adanya beberapa penyebab yaitu
: 1 ). ltdak ada yang mengetahun terjadmya kejahatan tersebut

) Le;ahatan 1_ersebut diketahui tetapi tidak dilaporkan pada Iembag'a-lembaga
" yang berwenang;

3) kejahatan tersebut dilaporkan akan tetapi tidak direkam secara resmi.s

Berdasarkan -~ pengalaman, keengganan warga masyarakat melaporkan sesuatu
kejahatan kepada Polri disebabkan antara lain:

1) jika kerugian yang dialami relatif kecil;

2) cukup dapat disclesaikan RT/RW . (Rukun. Telangga/Rukun Warga) atau
pemerintah desa/kelurahan;

3} letak kantor polisi jauh;
4} “image" terhadap polisi;

5)  berbelit-belit/merepotkan atau birokratis.

Belum lagi -seperli juga disinyalir Robin kelemahan dalam sistem pengumpulan
data Polri yang membuat besarnya perbedaan antara " keadaan yang sebenarnya
dengan data statistik. Dalam praktek masih seringkali dihadapi kekurang-cermatan
pencatatan, masih - bersifat global, sehingga kesemuanya dapat. mempengaruhi
sesuatu penelitian. Bahkan kebijakan pimpinan Polri ikut mempengaruhi naik
turunnya anka kejahatan. Misalnya jika ada penekanan untuk menurunkan "Crime
Total' maka terdapat kecenderungan para pejabat di lapangan untuk "merendahkan’
angka agar dianggap berhasil.

Walaupun-demikian-statistik-friminalPolr dipardang —irasth —febii—rendekan

keadaan yang sebenarnya. Pertama, perkara yang diteruskan kepada penuntut

3 Harkristuti, Indikator-indikator Pensulkuran Perkembangan Keiahatan di Indonesia, Makalah

pada Seminar Kriminologi VI, Universitas Diponegoro Semarang, 16-18 September 1991,
halaman 8.
5 Ihid, halaman. 9




umum/pengadsian telah melaiua proseé "seieksn“ oieh Poin antara lain berupa |

' _"deponeermg‘ alau pengenyampangan perkara (berdasarkan UU No. 33/1961) bukan

: :.tmdak pldana Ladaiuarsa tersangka meninggal, tidak cukup bukti dan lain lain

.:' ='yang dxhenhkan pcny|d|kannya (berdasarkan UU  No.: 8/198]) Kedua, sepert:

"'"-:'_'.-dxkcmukakan Manhe:m siausuk krlmmal penel:llan mas:h jarang dilakukan dan

_mengandung kelemahan dan segl akses terhadap data karena berkaitan dengan

o sifat pcm:danaan_ nya schingga membuat orang takut berlerus terang.8

Tabel 1.
Data "Crime Total" di Indonesia
Tahun 1987-1991

No Tahun | Jumiah | % Peningkatan
1 1987 186506 0

2 1988 199253~ +6,8%

3 |. 1988 215660 +82%

4 1990 202860 -8 %

5 1991 204446 +13%

SUMBER : PUSKODALOPS POLRI

Perkembangan Kejahatan, Secara keseluruhan perkembangan kejahatan (crime
total) dapat dilihat pada (Tabel j). Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan
sekitar 26,5 % atau rata-rata meningkat 6,6 % setiap tahun. Khusus dalam bidang
ekonomi (Tabel 2} terjadi peningkatan sekitar 250,3 % selama 9 tahun atau rata-rata
sekilar 31,3 % setiap tahun. Sedangkan tindak pidana tertentu dalam bidang
ekonomi  -setelah dikurangi  penyelundupan,  pelanggaran ketentuan
peridzinan/perikanan/ perpajakan/lera, korupsi, dan lain lain- meningkat sekitar
170,2 % atau 21,3 % setiap tahun. Dalam lima tahun terakhir, tindak pidana

dalam hidang ekonomi moning!mr selkitar 113,49 at

tau-28; setap—tahun;
sedangkan tindak pidana tertentu meningkat sekitar 171,8 % atau 42,95 % setiap
tahun.

& Mardjono Reksodiputro, Metode Penelitian dalam_ Kriminologi, Makalah pada Penataran
Kriminologi, Universitas Andalas Padang, 30 Oktober 1989, hal 2.




~Tindak. pzdana perbankan menmgkat rata-rata 13, 7 Y% settap tahun dan tmdak

‘ _psdana pemaisuan merk rata-rata 24,3 %, Tindak pidana hak cipta yang pada tahun
. 1983 hanya tercatat satu kasus menjadx 70 kasus pada tahun 1991 Sedangkan

'”:":::.f.f_f"/o setlap tahun Daftar tersebut Juga memperl:halkan bahwa muial tahun 1988--
'ter;adl perubahan yang sangat besar dari setiap jenis tindak pidana, yaitu yang
. berkaitan dengan keuangan/perbankan, merk, hak cipta, penipuan/ penggelapan,

- dan tindak pidana lainnya.

Tabel 2.
Jumlah Tindak Pidana di bidang Ekonomi di Indonesia
yang dilaporkan kepada Polisi Tahun 1983 - 1991

Nol Jenis/Tahun [ 71983 | 1884 [ 1985 | 1586 | 1967 | 1988 | 1989 | 1890 | 1991
Tindak Pidana
1 [{TP) dibidang 86 24 127 210 188 338 470 458 477"
......... Ekenomi :
TP terentu di
2 |bidang
Ekonomi
a. Perbankan 27 39 48 42 38 i7 66 50 50
¢. Hak Cipta 1 10 3 3 1 19 44 88 70
d. Dan lain-lain 15 13 7 10 m‘lS 24 74 58 €8
JUMLAH 48 sic] 70 72 75 178 230 245 242

Keterangan : 1. Sumber : Subditserseek Polri
2. TP di bidang ekonomi sebagian dari kejahatan ekonomi (Economic
Crimes).
3. * Data hasil operasi tera di jawa Tengah dan Kalimantan Timur
sebanyak 600 kasus telah dikeluarkan.
4. Perbankan : juga meliputi kejahatan yang dilakukan bank.

Pada tabel 3 secara lebih khusus diusahakan data kejahatan yang menggambarkan
perusahaan sebagai korban. Dalam Jima tahun_terakhir kejahatan._perbankan

meningkat rata-rata 24,5 % dan penipuan/ penggelapan 16,25 % setiap tahun di
Jakarta. Kejahatan "Credit Card" meningkat tajam sedangkan dokumen palsu justru
menurun. Berkenaan dengan kejahatan perbankan diperoleh data kerugian berturut-
turut (1986-1991) : Rp 12,9 milyar, Rp 7 milyar, Rp 30 milyar, Rp 81,5 milyar, Rp
842,2 milyar dan Rp 289 milyar atau rata-rata Rp 210 milyar setahun.

10




Ditinjau  dari sudut asal kebangsaan pelaku terjadi peningkatan  jumlah orang
~asing yang diduga . melakukan kejahatan sebagaimana terlihat pada tabel 4.
_ 'Scmemara itu jumlah orang asmg, pemegang Visa Kunjungan Usaha pada periode
'_'yang sama 51 571 orang, 62 356 orang dan 67.001 orang.

' Tahel 3.

| Tindak Pidana Tertentu di bidang Ekonomi (Perusahaan Schagai Korban) di Jakarta dan
sekitarnya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri 1988 - 1992

No JenisiTahun 1888 1989 1930 1591 1982
PMJ MBS JML PMJ MBS JML #MJ MBS JML PMJ MBS JML PMJ MBS JML

Perbankan/

1 V003 WB 03 WM 7 18 33 1245 29 15 44
Keuangan

7 FPenipuan/ 34 38 72 68 45 113 42 35 77 87 37 124 68 30 . 98

o Penggulapan | A . IO | e e a4 % YW

3 Dukumen 22 1 32 18 8 2B 4 3 73 1 4 113 14
Palsu

4 “CreditCard” 2 0 2 1 1 K 4 0 4 12 3 15 g 2 i1

g8 51 139 143 BY 170 &1 45 108 135 &3 188 117 50 187

Sumber: 1. Satserseck Polda Metro faya (PM))
2. Subditserseck Polri (MBS)

Tabel 4.
Jumlah orang asing yang diduga
melakukan tindak pidana di Indonesia 1988-1990

No ‘Jenf's\Tahun ‘1988 .1989 '1990
i TP Umum 385 354 398
Penipuan/

3 Penggelapan 10 1 2
Pencurian/
$ Pemerasan ; E 8

Sumber : Dispullanta Polri (Polri dalam angka 1990/1991)

Perkembangan Gangguan Keamanan Lain. Jumlah kasus pemogokan meningkat
secara tajam pada tahun 1992 di liga wilayah Polda Metro laya, tabel 5. Dengan
sampel ketiga wilayah  tersebut - dipandang cukup mewakili keadaan di seluruh

wilayaly Polda Metro Jaya bahkan perkembangannya dapat disejajarkan dengan




 perkembangan keadaan di seluruh Indonesia. Kasus ini sangat erat korelasinya

.'dengan_ pe_rium_buhah industri khususnya pembangunan pabrik. Sebagai contoh,

4 sebeiu_rh tahun 1990 hampir tidak pernah terjadi ~kasus pemogokan di wilayah

B 'Bekasi karena pada ‘umumnya. pabnk mulai beroperasi - pada tahun 1989,

Pf,mog,okan pada umumnya daa!amt industri padat karya. Di wilayah Tangerang
ter;adl 6 (enam) kasus pemogokan yang diikuti pengrusakan dengan total kerugian
a '_St_kuar Rp. 3 Milyar.

Tabel 5.
Jumlah kasus pemogokan di Tangerang, Jakarta Barat dan Bekasi Tahun 1990-1992
No Wilayah\Tahun 1990 1991 1992
1 Tangerang 7 34 119
2 Bekasi 8 12 28
3 Jakarta Barat 3 8 27
Jumlah 18 54 174

Sumber : masing-masing Polres yang bersangkutan

Kasus ~kebakaran, sebagaimana datanya tertera pada tabel 6 menunjukan
peningkatan dari tahun ke tahun. Kesemuanya yang menyangkut tempat usaha
khususnya pabrik, - pusat pertokoan, gudang, dan lain lain.

Tabel 6.
Jumlah kasus kebakaran Tempat usaha di Wilayah Polda Metro Jaya tahun 1987-1992
No Tahun Jumnlah
1 1987 33
2 1988 27
3 1889 10
4 1590 87
5 1991 82
g 1992 76

Sumber : Unit Kebakaran Ditserse Polda Metro Jaya
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o2, PﬁRTUMBUHAN INDUSTRI DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN EKONOMI

Dewasa ini, pada tahun-tahun terakhtr pembangunan ;angka panjang 25 tahun

pertama pembangunan nas:onai yang dliaksanakan mdaiua program Pehta demi

*Pelita ‘1clah membawa bcrba@,al ko a;uan Perlumbuhan ekonom! Indones;a lerus
""'.-menmgkat Dalam lima tahun terakhlr mu!a: Iahun 1987 sampal dengan 1991
2 pc.rlumbu} an ekonoml berturui lurut adalah 4 ,93 %, 5 78%,7,21%,7,29% dan
.'..”6,57 %. 7 Dengan demikian terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata sekltar 6,36 %

- sctahun.

Dari aspek sosial, peningkatan kesejahteraan juga  terlihat pada bceherapa
indikator, seperti laju_perlumbuhan  penduduk, pendidikan, derajat kesehatan,
“pengeluaran (belanja) perkapita, dan tingkal partisipasi angkatan kerja. Dari buku
Indikalor Kesejahteraan Rakyal 1991 terbitan Biro Pusat Statistik lergambar data
schagai berikut :

1) laju pertumbuhan penduduk menurun dari 2,32 % pada dekade 70-an menjadi
1,97 % pada 80-an;

2) penduduk melek huruf meningkat dari 71 % pada 1980 menjadi 84 % pada
1990, sementara penduduk tamatan sekolah lanjutan lingkat atas meningkat dari
6,7 % menjadi 13,7 %;

3) angka kematian bayi pada tahun 1985 menurun sebesar 37 % {pria) dan 39,5 %
(wanita) dibandingkan dengan tahun 1980, sementara angka harapan hidup
meningkat dari 50,9 (pria) dan 59,1 (wanita} menjadi 54 dan 62,7;

4) rata-rata pengeluaran perkapita selama sebulan dalam dasawarsa 1980 - 1990
meningkal sekilar 250 % yailu Rp. 8.341,- menjadi Rp. 29.222,-:

5) jumlah angkatan kerja meningkat dari 70,2 juta (1986) menjadi 77,8 juta (1990)
dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpuncak-(one-peak-pattern)

pada usia 35 - 44 tahun sedangkan usia 10 - 14 tahun dan usia tua relatif kecil.

7 Menteri Perindustrian, RI., Kebijaksanaan dan Perkembangan Pembangunan industri
Nasional, Naskah Ceramah pada Kra XXV Lemhannas Jakarta, 28 Juli 1992, lampiran 2-a




. Pertumbuhan Industri. Ménteri Perindustrian mengemukakan bahwa :
perkembangan industri nasional bergerak semakin cepat, dan kian meluas
' koterkaitannya'dengan sektor ekonomi lainnya yaitu dengan sektor pertanian,
-~ kehutanan, pertambangan migas/ non migas, serta aspek kehidupan nasional baik
B ekonom: politik, “sosial budaya, maupun hankam. Apabila kita ‘simak tampak

' ;elas bahwa industri nasional pada tahun 1991 sudah mampu memenuhi amanat
GBHN. 8

Dalam hal ini, terwujud struktur ekonomi yang seimbang yaitu industri maju
yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Pada tahun 1991, sumbangan industri
pada PDB (Pendapatan Domeslik Bruto) sekitar 22,22 % sedangkan pertanian
19,60 %; tahun 1990 masih menunjukkan perbandingan yang terbalik yaitu 20,32
% ‘dan 21,52 % sedangkan tahun 1989 adalah 18,48 % dan 20, 58 %. ¢

Pertumbuhan industri pengolahan mulai tahun 1987 sampai dengan tahun
1991 berturut-turut adalah : 10,61 %, 11,99 %, 9,20 %, 12,18 %, dan 11,01 %.
Dengan demikian dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi pertumbuhan industri

pengolahan rata-rata sekitar 11 % setahun, 10

Jumlah ‘industri kecil sebanyak kurang lebih 2 juta unit usaha yang tersebar di
7.117 sentra. Industri skala menengah yang pada umumnya tergolong industri hilir
sebanyak kurang lebih 28.000 pabrik, kebanyakan menerapkan teknologi madya
dan di antaranya berteknologi canggih. Industri dasar yang terdiri atas industri-
industri  mesin, logam dasar, elekironika dan  kimia dasar, pada umumnya

menerapkan teknologi canggih, yang berjumlah kurang lebih 2.000 unit. 1’

Dalam sektor pariwisata, terlihat perkembangan yang demikian menakjubkan
terutama selama Pelita V. Dengan posisi awal 86.100 orang wisatawan mancanegara
pada tahun | Pelita | menjadi sekitar 3 jula pengunjung pada menjelang akhir
Pelita V. Semenlara penerimaan devisa dari US $ 10,9 juta menjadi sekitar US $

8 thid, hal 18.
? thid, hal 19.
‘Omi,.,_f

d,

Ui

lampiran 2-a.
hal 43.




3 milyar.” Sampai dengan tahun 1990 terdapat 410 hotel “berbintang dengan 34.971
kamar, Berkaitan dengan itu berkembang pula jumiah biro perjalanan umum dari 889
pada tahun 1989 menjadi 1.062 pada tahun 1990. 12

‘Berkenaan dené,an bisnis keuangan dan perbankan tergambar peningkatan yang

o 'cukup tajam, jumlah bank memngkat dari 110 (1986) menjadi 163 (1990) atau rata-

rata 12 % setiap tahun. Jumlah investasi meningkat dari Rp 23,511 milyar menjadi Rp
79,630 milyar. 13 Semenlara itu tercatat sekitar 59 perusahaan asuransi dengan aset

sekitar Rp 1,6 triliun. 14

Jumlah investasi sektor industii meningkat dari Rp. 2.308, 40 milyar dan $
1,1711.90 juta pada lahun 1984 menjadi Rp. 19.388,89 milyar dan $ 4,061.53 juta

pada tahun 1991. '* Dari segi penanaman modal tercatat 7.501 proyek PMDN
(Penanaman  Modal Dalam Negeri) dan 2.171 PMA (Penanaman Modal Asing)
sclama ‘tahun 1967/1968 sampai dengan 1991, Jumlah investasi masing-masing
sebesar Rp 188,895.9 milyar dan US § 48,351.4 juta (di luar sektor minyak,
perbankan, asuransi dan sewa belj). 16

. KEHADIRAN AFTA.

Kebijakan AFTA dicetuskan dalam KTT (Konperensi Tingkat Tinggi) ASEAN
keempat yang disclenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 januari 1992 di
Singapura. KTT menghasilkan tiga dokumen yaitu " Singapore Declaration of 1992"
dan "Frame Work Agreement On Enhancing Asean Economic Cooperation" yang
ditanda tangani ~ masing-masing kepala pemerintahan negara anggota, serta
"Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The

12 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rl., Glohalisasi dan Prospek Pariwisata
Indonesia dalam dasawarsa Mendatang, Naskah Ceramah pada Mahasiswa Program MBA -

eksekulif IBM], Jakarta, 23 Oktober 1991, hal. 6-7.
13 Syarrizal,-Bankino Erauels

and-Abuses-tArindenesian Perspectivel-Makatal packrseminar

Kejahatan Ekonomi : Merusak Citra Bank & Lembaga Keuangan, Hotel Indonesia Jakarta 15-
16 September 1992, halaman, 1.

Y Pria Takari Utama, Antara Premi, Laba dan Pasar, Majalah InfoBank nomor 155, Jakarta,
Nopember 1992, hal. 64.

13 Menteri Perindustrian Ri., Ihid, lampiran 2-e.

16 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Statistik Penanaman Modal Indonesia, Halaman. 2.




'perdagangan/inciustri negara anggola.

_ -Dengan -dem‘iki.an kebijakan AFTA hanya sebagian dari keseluruhan kesepakatan

- ~-dalam bidang palitik dan ekonomi termasuk keamanan yang dicetuskan dalam KTT

'_-'-_'3-.-'L_gleém'pa__t'_.f';"_D_én_ga'n' dilatar belakangi perubahan politik dan ek_.b_h'cﬁm_i internasional

yé_ng.'s'ahgét besar yang telah terjadi sejak berakhirnya perang dingin dan dengan
mempertimbangkan implikasinya bagi ASEAN, maka para kepala pemerintahan
| hegara anggota ASEAN, menyatakan -antara {ain- bahwa :

ASEAN shall move towards a higher plan of political and economic cooperation to
secure regional peace and prosperity;

- ASEAN ‘shall constantly seek to safeguard its collective interest in response (o
formation of large and  powerful economic groupings among the developed

countries, in particular through the promotion of anr open international  economic
regime and by stimulating economic cooperation in the region; 17

Selanjutnya dalam kerangka kerja sama ekonomi dikemukakan pula -antara lain-
sebagai berikut :

= Desiring to enhance inlra-ASEAN economic cooperation to  sustain
the economic growth and development of all Member  States which are

essential to the stability and prosperity of  the region;

* Reiterating their commitment to the principles of the General ~ Agreement
on Tarifts and Trade (hereinafter referred to as "GATTY);

» Recognising that tariff and non-tariff bariers are impedements intra-ASEAN
trade and investment flows, and the existing commitments to remove these
trade barriers could be extensively improved upon; 18

Sehubungan dengan itu, Menteri Perindustrian menjelaskan :

Putaran Uruguay yang dimulal pada tahun 1986 belum berhasil menciptakan
suatu sistim perdagangan internasional yang bebas dari terlafu banyak hambatan

17 Singapore Declaration 1992
1% Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.
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~baik tarif maupun” non tarif. Proteksionisme dalam berbagai bentuk masih banyak =
'h?énghén?bat.p’erdagangan internasional. Perkembangan politik dan  ekonomi
-yéng "terjadi di Rusia dan ‘Eropah  Timur pada umumnya, merosotnya
.'pertumbuhan ekonomi dan  bertambahnya jumlah pengangguran. di negara
“maju, serta. porbcdaan perkembangan ekonomi Ulara - Selatan yang semakin
: "_”_'bes,an_ ra_!a_h ‘menambah rumilnya upaya penerapan sistim perdagangan
internasional yang dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi dunia. 7°

Hal “ilu semua nampaknya telah semakin memberikan angin bagi tumbuhnya
' blok-blok  perdagangan. Di samping EC (European of Communily) yang masih
- dalam proses, telah lahir NAFTA (North America Free Trade Area) dan juga AFTA.

AFTA, sebenarnya, hanya merupakan bagian dari kerangka kerja sama ekonomi

ASEAN. Schagaimana dimaklumi bahwa kerja sama tersebul mencakup berbagai

bidang yaitu : perdagangan; industri, mineral dan energi; keuangan dan perbankan;
- pangan, pertanian dan kehutanan; perhubungan dan komunikasi; dan lain-lain. AFTA
adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan, sebagaimana
dinyatakan dalam Article 2 huruf A yang berbunyi "Cooperation in Trade : 1. Al
Member Stales agree to establish and participale in the ASEAN Free Trade Area
(AFTA) ‘within 15 years. A ministerial-level Council will be set up to supervise,
coordinate and review the implementation of the AFTA ... 20, Dengan demikian
AFTA hanyalah salah salu sarana -yang tidak statis- dalam rangka mewujudkan
kawasan ASEAN yang stabil, damai dan sejahtera.

Di samping terhembus oleh konsep regionalisasi dan kegagalan Putaran Uruguay
serta perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia, kehadiran AFTA juga dilatar
belakangi  kurang-berhasilnya beberapa bentuk kerja sama ekonomi intra Asean
sebelumnya. Skema yang sudah berjalan adalah melalui ASEAN-PTA (Preferential
Trade Arrangement) dan ASEAN Induslrial Joint Venture. Karena itu, Frame Work

Agreemenl  on  Enhancing - ASEAN Economic Cooperation merupakan perjanjian

: ; o " n 1 P ST S
induk-vang-memayungi-semua-upaya-peningkatan—kerja-sama-ekonemi;-batk-intras

ASEAN maupun  ekstra- ASEAN, termasuk terhadap skema-skema yang sudah

¥ Menteri Perdagangan RE., Sambutan Pada Pemasyarakatan Hasil KTT ASEAN 1V Tingkat
Eselon [ Pusat, Jakarta, 17 Juni 1992,
20 Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.,
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~ berjalan maupun yang akan datang.

Konsep Perdagangan Bebas. Kebijakan AFTA bertolak dari konsep  perdagangan

'.in_tgm'_asional._ -atau dengan sebutan lain : perdagangan antar bangsa, perdagangan
I_dar_h?gér_i,__dan fain -lain. :-I_Z_)_aiam_ konsep _pér_daéangan internasional  dikenal
" adanya :dua pendekatan yaitﬁ merkantilis atau proteksi dan perdagangan bebas

'-.{Free Trade). Pendekatan Merkantilis atau proteksi juga disebul pendekatan
dengan kebijakan komersil.

Alasan terjadinya perdagangan internasional, secara rasional, pertama kali
dikemukakan Adam Smith (1776) dengan teori "absolute advantage" (keunggulan
absolut/mutlak). Konsep tersebut dikoreksi oleh David Ricardo (1817) dengan teori
‘comparative advantage"  (keunggulan komparatiffperbandingan).  Teori Ricardo
kemudian = disempurnakan lagi  oleh Eli Hekschier dan Bertit Ohlin yang
mendasarkan pada perbandingan faktor produksi yang berlimpah dan yang langka.
Tetapi karena pendekatannya yang hanya "two-ness analysis" (membandingkan dua
negara saja) dan hanya memperhitungkan —aspek "supply’ dan faktor tenaga kerja
dan modal saja, maka Leontief menyempurnakan preposisi Heckschler - Ohlin,
antara lain dengan mempethitungkan  faktor tanah, sumber daya alam, dan sumber
daya manusia (pengetahuan/ketrampilan) serta aspek “demand". Secara lebih rinci
uraian mengenai konsep perdagangan  bebas termasuk dalam kaitannya dengan

konsep globalisasi dan regionalisasi dituangkan tersendiri pada Lampiran Il.

Efek Ekonomi Pengenaan Tarif dan Kuota. Holley Ulbrich 21 menjelaskan bahwa
walaupun manfaat efisiensi dari perdagangan bebas dapat ditunjukkan, sebagian
besar negara menggunakan tarif, kuota, dan/atau penghalang non- tarif lainnya
untuk membatasi aliran barang dari satu negara ke negara lainnya. Tarif adalah
sejenis pajak bea masuk atau - pajak impor. Tarif dapat ditentukan secara spesifik

(misalnya 50 sen perlusin, satu dolar perton) atau secara "ad_valorem" (menurut

perbandingan nilai barang, misalnya 10 % atas barang impor tertentu), atau
bahkan berganda (angka spesifik di tambah angka advalorem). Tarif pada dasarnya

digunakan untuk meningkatkan pendapatan umum pemerintah, dengan sasaran

! Holley Ulbrich, International Trade & Finance : Theory and Policy, Prentice-Hali, Inc., New
Jersey, 1983, hal. 133.




~untuk mengurangl kemampuan produsen luar negen dalam bersamg secara efektif o

R '1erhadap produk da[am negen sejems

EE (Gambaﬂ) o _
Efek Ekonoma Pengenaan Tanf Pada Suatu Negara.
| -Price §
Sd
B
Pr | m I
L 50
. D
0 A K L B Quantity

Sebelum pengenaan tarif, negara ini menghasilkan sejumlah OA pada kurva
supply domestik Sd dan -dengan asumsi tidak ada biaya pengangkutan dan
kompelisi sempurna- menjualnya seharga Pf, yaitu harga pasar dunia. Para
konsumen membeli sejumiah OB barang di mana OA menggambarkan barang
produksi domestik dan AB barang impor.

Bila kebijakan tarif diberlakukan maka harga barang di negara ini -price taker
(tidak mampu mempengaruhi harga pasar dunia)- akan naik ke titik Pt sesuai
besarnya tarif. Produksi domestik akan memperbesar supply ke OK, konsumsi akan

merosot ke OL, dan impor menurun ke KL. Pemerintah menerima sejumlah kimn.

9




- Keadaan tersebut dapat diringkas dengan Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7.
Efek Ekonomi Pengenaan Tarif

Sebelum Tarif Setelah Tarif
Produksi Domestik OA OK (meningkat)
Konsumsi Domestik oB OL (menurun)
Harga Pf PT (meningkat)
Impor AB KL (menurun)
Pendapatan Tarif - kimn {meningkat)
Efficiency effect - kmo
Dead weight loss - inp
Protective effect - PtPf-om

Dengan demikian keuntungan terbesar dari kebijakan tarif dinikmati = oleh
para pengusaha yang  dilindungi  (PtPf-om), semenlara konsumen kehilangan
peluang berbelanja sebesar Inp dan timbul gejala ketidak-efisienan sebesar kmo. Efek

ekonomi dari pengenaan tarif juga berlaku dalam transaksi antar negara. 22

Oleh karena itu tarif mengurangi surplus konsumen; beberapa kerugiannya
dibagikan  kembali kepada industri  yang sedang bersaing, atau kepada
pemerintah dalam bentuk pendapatan - tarif, sementara lainnya harus menanggung
beban kerugian efisiensi dan bobot mati.

Kuota dimaksudkan untuk membatasi fisik atau nilai dolar terhadap volume
impor komoditi terlentu. Kuota bahkan dapat digunakan secara bersama dengan
tarif. Sementara tarif semakin jarang dipakai oleh negara-negara industri - sejak

tahun 1934, kuota menjadi pilihan favorit sebagai alat proteksi. Kuota lebih

menawarkan-—kepastian—kepada—paraprodusen-domestik yang sedang bersaing
karena, tidak seperti tarif, hasilnya tidak tergantung pada tingkat elastisitas supply

ekses luar negeri.

2 bid, hal 137
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S Gambar 2
Ekuilibrium Sebelum Pengenaan Kuota

Price
Sd
: Esf
S5t
E
PE
\o St -0-QE
8d =0-A
ESf=A-QE
OQE - OA + OB
(¢} A B QE

Quantity

Sd adalah supply domestik, ESi adalah supply ekses " luar negeri, dan St adalah
jumlah kuantitas yang tersedia pada berbagai pilihan harga melalui penjumlahan Sd
dan ESf secara horisontal (berbeda  dengan  penggambaran  tarif). Titik
ekuilibriumnya ialah pada Pel,Qe, dengan produksi domestik OA dan impor OB
(=AQe).

Gambar 3
Efek Ekonomi Pengenaan Kuota,

Price Sd

ESE Sesudah ditentukan E’ :
1. tercapai tingkat ekuilibrium
= baru yaitu pada tingkat
per | R harga yang lebih tinggi;
PE : E 2. Tingkat domestic demand
d ; menyusut (OQE - OQE1);

P = _ 3. domestic supply meningkat
N (OA - OAT)

Revenue effect tidak ada
kecuali protective effect.

Q Al QEI QE .
© A 8 “ Quantity

21




o

QY mcnggambarkan pengenaan kuota (supaya efektif harus lebih kecil dari

o on). Kurva -supply ekses luar negeri sama (Pe) dan pada harga inilah kuotanya
" terpenuhi. Di atas harga Pe, pemasok luar negeri_bersedia menawarkan lebih dari
7 0Q, - tapi mereka tidak mampu, sehingga supply ekses luar negeri menjadi vertikal

o pada harga tersebut dan gabungan kurva supply (SU menjadi - sejajar dengan Sd.

Harga naik ke PE’, konsumsi merosot dari OQe ke OQET, dan produksi domestik

- naik ke OAT, sedangkan impor tetap (OA = ATQET).

Dengan demikian efeknya pada kesejahteraan sama dengan yang ditimbulkan

~arif kecuali keuntungan monopoli yang  diraih  oleh pemegang lisensi impor

(menggantikan pendapatan pemerinlah  dari tarif dan justru menimbulkan masalah

kebijakan pemberian lisensi impor). Di samping itu, kebijakan tarif akan merangsang
tumbuhnya impor karena meningkatnya permintaan sedangkan kuota hanya
menaikkan harga. Karena itu, para pékar ekonomi bersepakat bahwa tarif lebih baik
dari kuota dalam kebanyakan kondisi. Kuota menimbulkan masalah-masalah
politis/alokasi, mengundang prakiek- praktek curang dalam berdagang, korupsi,
pasar gelap, dan efek samping yang tidak disukai lainnya.

Kebijakan non tarif lainnya. seperti - pajak  ekspor, pengendalian modal,
pembatasan imigrasi, pembatasan pada alih teknologi, dan lain lain, pada dasarnya
mengandung maksud yang sama dengan pengenaan tarif dan kuota. Karena itu,
uraian mengenai perdagangan yang diproteksi dicukupkan pada penggambaran kedua
alat  utama tersebul. Kesemuanya hanya menimbulkan efek ekonomi yang
merugikan  bagi - upaya perwujudan kesejahteraan. Bahkan dari segi politis
kebijakan demikian hanya akan menghambat upaya perwujudan perdamaian dunia

karena masing-masing negara senantiasa diliputi suasana persaingan vang tidak
sehal.

Menjadartefek—ekonomi—=jugaefek—potitis~dan—tafr—tain-dari—kebijakan
komersial dalam perdagangan internasional maka negara-negara ASEAN pada
dasarnya sepakat menghapuskan segala penghalang, baik tarif (tarif barrier) maupun
non tarif {non tarif barriers) melalui pembeniukan AFTA. Melalui kebijakan

tersebut maka peranan AFTA adalah menjadikan ASEAN sebagai "regional

22




| marku“dasampmg-sudah barang tentu juga- sebagai "regional base" dalam rangka
"global - markel" yang merupakan tujuan strategis. Sasaran perlama yang dituju

‘adalah penghapusan_alau pengurangan larif yang ditvangkan dalam konsep CEPT.

. Konsep __CE__PT. Semua “negara af?g_go;_a__ ASEAN ikut serta 'dalam skema CEPT

o dengan: sasaran penurunan tarif sampai 0 - 5 % dalam waktu 15 tahun terhadap

"produlvp'roduk yang disepakali. Ketentuan-ketentuan tersebul mengatur pembatasan
lEngRUfj produk (manufakiur, barang modal, hasil pertanian yang diolah, dan produk
lain yang tidak termasuk defipisi produk pertanian) dengan pendekatan sektoral
pada tingkat 6 digit HS (Harmonized System) dan kandungan  lokal 40 %.
Penerapan kesepakalan tersebut dilakukan secara luwes, yailu dengan ketentuan
. penurunan tasif secara bertahap, dan pemberian kesempatan kepada negara yang

belum siap atas produk tertentu atau produk yang "sensitif",

CEPT ‘secara resmi, sesuai kesepakatan, diberakukan terhitung mulai tanggal
1 Januari 1993 yang baru lalu.

Penanaman Modal Asing. Pada bulan juli 1992, pemerintah menetapkan lagi
kebijakan deregulasi yang dikenal dengan "Pakel Deregulasi juli 1992 (Pakjul
92)" scbagai realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17/1992  tentang
Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Pakjul
92 meliputi  Keputusan Presiden {(Keppres) nomor 32/1992 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal, Keppres nomor 33/1992 tentang Tata
Cara Penanaman Modal, dan Keppres nomor 34/1994 tentang Pemanfaatan
Tanah Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam
rangka Penanaman Modal Asing,

Kelahiran Pakjul 92 dilatar-belakangi hal-hal antara lain sebagai berikut :

1) upaya pencapaian sasaran inveslasi dalam Pelita V sebesar Rp. 231.9

teitiie,
(S h g

Han-yang-diharapkan—bersumber—dart-pemerintah—sebesar4 5% darmswasta
55 %; 70 % dari swasta diharapkan bersumber dari PMA/PMDN sedangkan
sisanya dari Non PMA/PMDN; dalam rangka pencapaian laju pertumbuhan

ckonomi sebesar 5 % setahun;

2) walaupun laju pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir (1989 dan
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1999) di atas 7 % setahun tetapl terjad: pemngkatan impor yang cukup ta;am -

o 'cian yaﬂg dzbayang: pufa o!eh perkembangan tlngkat mflasn

L 3) reahsasn pertumbu} an taap sektor ternyata tldak propors:onal

""-:Spertumbuhan mdusin tldak merata ke semua propms:

_f:__keterbatasan__ sumber dana _'.;darl da]am
e 'meng,aklbaikan ler;admya deflsst transaksi berjalan da!am ncraca pembayaran -

a 990/1991)

Kepala Badan Koorc_iinasf Penanaman Modal  (BKPM). 24 menjelaskan bahwa
o .k_ebi_jakan” invetasi ditetépkari berdasarkan pemikiran bahwa investasi harus dapat
rhe:nberikér1 kontribusi untuk :;iiapat nﬁemperkuat dan memperkokoh struktur industri.
~Karena .itu, prioritas tinggi .dibérikan.pada industri yang menghasilkan barang modal,
barang setengah jadi, dan b%h_an baku, dengan memanfaatkan secara optimum
S_ijmber daya-alam dan sumber daya manusia. Proyek- proyek yang berorientasi
~ekspor (Non. Migas) harus didorong perkembangannya. Di samping itu, aktivitas

' _.investasi di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.

Sehubungan dengan hambatan dan kendala yaang dihadapi, maka pemerintah
telah akan terus melakukan berbagai upaya antara lain melanjutkan deregulasi di
bidang ekonomi khususnya  penanaman modal, meningkatkan ~kemampuan
sumber daya manusia  melalui pendidikan dan latihan formal/informal,
mendorong  pembangunan kawasan industri, pelayanan informasi pasar
internasional, mendorong pendirian industri  hulu, penunjang, dan penghasil
barang sctengah jadi, dan pengikut-sertaan swasta dalam negerifasing dalam

penyediaan prasarana.

23 Soediono Basuki, Partisipasi tnvestor Asing dan Perusahaan PMA dalam Perusahaan PMDN
dan Perusahaan Nasional lain, Makalah pada Seminar PP No. 17 th 1992, Keppres no 32,

33, 34 th 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19-
20 Agustus 1992,

> Sanyolo Sastrowardoyo, Kepala BKPM, Deregulasi Penanaman Modal Asine Melalui PP No,
17 th 1992 dan Paket Deregulasi juli (Pakjjul) 1992, Makalah pada seminar PP No. 17 th
1992, Keppres No 32, 33, 34 th 1992 dan Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di
Indonesia, Jakarta, 19-20 Agustus 1992..
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Seiam muag,atur penyc.derhanaan prosedur dan pengurangan bidang usaha
' yang tertutup bagl penanaman -modal, Pakjul 92 membuka peluang bagi 15

| --.'propmsa yang dlpandang masnh perlu d:kembangkan terutama di kawasan Indonesia

e dan perpan;angan masa berlaku HGU dan HGB

Oleh karena it_u, wataupun bukan sebagal tmdak lanjut kebijakan AFTA,
"Pak;ui 92 khususnya penanaman modal asing, dapat merupakan langkah' ekonomi
. yang akan mendorong . keberhasilan Indonesia dalam kerangka AFTA. Dengan
- .berdirinya fasilitas produksi barang modal, barang setengah jadi dan bahan
baku {industri_hulu), dari dalam negeri diharapkan sckaligus dapat menckan biaya
produksi termasuk bagi industri hilir sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan
""'daya saing produk Indonesia baik dalam pasar domestik maupun regional bahkan
global.

. KEBUTUHAN SEKURITL

Abraham Maslow, pakar psikhologi yang banyak menulis tentang kebutuhan
manusia, mengklasifikan kebutuhan manusia ke dalam lima hirarkhi.

1) Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang meliputi pangan, sandang dan
papan {phisiological needs).

2)  Kebutuhan akan jaminan sekuriti {security needs).

3) Kebutuhan sosial, yaitu keinginan secara naruliah untuk hidup berkelompok
(social needs).

4) Kebutuhan yang bersifat pengakuan dan penghargaan (esteem needs). 25

5} Kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri {actualizattion needs).

Seringkali iu;adl perbedaan persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan
1/(’)3’1 l!r'\ ey

LAy o, 3 : ] | ] oy
aauii‘ya hculyci dii\c’uta\all UCHZaT REAT gl yalg DeErsiiat

fisik, yaitu jiwa, tubuh, kehormatan, dan harta benda. Lebih dari itu securiti

25 Awaloedin, Kelerampilan Management dalam Pengembangan Sumber Dava Manusia,

Bahan Kuliah "Organization Strategy & FHuman Resources Management”, pada Batch V-0
Prograrn Studi MBA-IBM}, Jakarta 1992, hal 5.
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--Juga mencakup pengertian -non-fisik. Misalnya, orang menabung guna meletakan -

- jaminan bagi kemungkinan kesengsaraan di waktu kemudian atau  untuk jaminan

hari tua. Program asuransi merupakan perwujudan dari - kebutuhan kepastian

'p'c_mu:_ii_har; kerugian. - Seorang pengusaha, - misalnya, menginginkan kepastian dan _

ketenteraman berusaha '-f"d_a'n - jaminan -tidak akan diganggu. Karena itu, -lihat . :

~definisi- sckuriti mengandung pengertian yang luas.

‘Kerugian timbul karena adanya gangguan yang sesungguhnya bersumber dari
“bahaya. baik dari alam termasuk sumber daya buatan, maupun dari manusia itu
sendiri. Yang bersuimber dari alam misalnya tanah longsor, banjir, gunung meletus,
kebakaran karena proses kimiawi (alam mali) dan ledakan pabrik, gedung roboh
{(sumber daya buatan) serla binatang buas, wabah penyakil {alam hidup), dan lain
lain. Bahaya yang bersumber dari alam biasanya disebut bencana alam atau wabah.
Yang bersumber dari  manusia, dapat = berasal dari orang lain, baik perorangan

maupun kelompok, tetapi juga dari dirinya sendiri.

Untuk  mencegah bahaya -yang bersumber dari manusia- dan menjamin
sekuriti diadakanlah norma dan peraturan-peraturan. Walau demikian tetap saja
terjadi gangguan, karena manusia di samping hidup dalam suasana kerja sama juga
antagonistik. "Dalam proses sosial dapatiah kita membedakan antara dua kekuatan
dasar yang bertentangan, yang salu mendekatkan satu sama lain, dan yang kedua
menjauhkan atau memisahkan salu sama lain. Yang satu bersifat sentrifugal dan yang
lain bersifat sentripetal’. % Bentrokan atau pertentangan terjadi karena perbedaan
kepentingan atau kelerbalasan fasilitas yang dihadapkan pada tuntutan kebutuhan
yang tak terbatas.

Dalam keadaan demikian, negara, sebagai asosiasi atau organisasi pergaulan
hidup yang terlinggi, pada  umumnya mengadakan salah satu fungsi untuk

mencegah/menolak bahaya dan menegakkan norma/aturan dalam rangka menjamin

](r)!nrlzh:ant }f;:g.][J Lr);’ﬁr\!:rgan. Knhﬂd:ran nsf

ok . fatd 1l
TR |l"~;llb€1”!k}” < ERA N
segenap lingkup fungsi tersebut melainkan terbatas pada kepentingan umum

yang menyeluruh dan memerlukan  tindakan  yang bersifat  memaksa. Yang

26 J.B.AF. Mayor Polak, Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas, P.T. ichtiar Bary, {akarta
19706, hal 185.




. menyangkut kepentingan lokal atau = suatu kelompok - tertentu, - kecuali. upaya.

péksa b|asanya diserahkan kepada. kelompok yang bersangkutan; bahkan setiap -

- ) 'orang dllunlut untuk menjads "poilss" bagi du‘mya sendm

Dapat!ah dtkaiakan bahwa yang pertama adalah ”sekuntl fungs:onal” dan yang _

: --._-:-'iamnya ada!ah "sekuritt swakarsa" Sekurm swakarsa dapat - dibedakan lagi (saiah satu

model pengelompokan dengan mengacu pada keadaan di Indonesia). Perlama,
-'dilaksanakan secara bersama atas dasar tanggung jawab bersama, seperli ronda
:kampung_j dan patroli keamanan sckolah. Kedua, dilaksanakan oleh tenaga tertentu
atas dasar tanggung jawab manajemen dari suatu badan/organisasi yang
bersangkutan; ada badan/instansi pemerintah non-fungsional keamanan dan ada
organisasi/badan usaha swasta. Yang terakhir ini juga disebut "private security"
~ yang telah mengarah pada sualu profesi tersendiri; tercermin dari buku-buku yang
dipublikasikan dan pendidikan yang diselengarakan terutama di Amerika Serikat dan
Auslralia. "Privale Sccurity" pada ~umumnya menyangkut "Business Security" dan

“Industrial Security".

Tabel 8.
Perkembangan jumlah Anggota Satpam di Selurth Indonesia tahun 1988-1991

Tahun Jumiah

1988 106052
1989 117501
1990 131045
1981 134668

Sumber : Dispullahta Polii (Polri dalam angkatan 1990/ 1991 & 1991/ 1992)

Di Indonesia, ‘“private security® pada umumnya diperankan oleh  Satuan
Pengamanan (Satpam). Hampir setiap perusahaan termasuk instansi pemerintah

non fungsional keamanan mengadakan Satpam dengan sifat tugas yang masih dititik

beratkan pada tugas pengamanan fisik. Pada tabel 8 tercantum data perkembangan
jumlah Satpam di seluruh Indonesia. Di samping Satpam ada juga perusahaan yang
mengadakan tenaga Chief Security. Sebagian di antaranya bahkan mengadakan
jabatan Manajer Sekuriti.
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Belajar Dari Pengalamaﬁ Amerika Serikat.

In February 1972, the Bureau of Domestic Commerce published a preliminary staff
report entitled The Economic fmpact of Crimes Against Business, indicating that
the 1971 national ~“cost. of crime o, '-Amc_rican business - was onservatively
‘estimated to $ 15.7 billion. The estimate reached $ 20.6 billion for 1974, 27

Lebih - lanjut Posl mengemukakan  bahwa  pada akhimya  segala kerugian
dibebankan kepada konsumen, baik dalam beniuk harga yang lebih tinggi maupun
diperhitungkan ke dalam pos biaya, yang pada akhimya berakibat merendahnya
profit. Dari jumlah kerugian tersebut saja, biaya perkapita mencapai US $ 137.

Kerugian tersebut berkenaan kejahatan biasa yang meliputi pencurian  dengan
pemberatan - (burglary), pencurian  dengan kekerasan  (robbery), pengrusakan
(vandalism), ‘pencurian  di toko/pasar  swalayan (shoplifting), pencurian oleh
karyawan (employee Lheft), check kosong (bad checks), kartu kredit palsu (credit
card fraud), dan kebakaran ({arson). Perusahaan yang menjadi korban adalah toko
eceran/pasar s‘wéanan (retailing), industri olahan  (manufacturing), pedagang
besar/grosir (wholesaling), pelayanan (services), dan transportasi. Data rinci tercantum
pada Tabel 9.

Tabel 9.

Estimated Costs of ‘ordinary’ Crime by sector of Business 1971, 1973&1974 (billions of dollars)
Sectors of Business 1971 19873 1974
Retailing 4.8 52 5.8
Manufacturing 1.8 2.6 2.8
Wholesaling 1.4 1.8 2.1
Services 2.7 3.2 3.5
Transportation 1.5 1.7 1.9
Arson 0.2 0.3 0.3
Preventive Measures 3.3 3.5 3.9

15.7 18.3 203

#7 Richard S. Post dan Arthur A. Kingsbury, Security Administration - An Introduction, Charles
C. Thomas Publisher, Springfield Hlinois, 1977, hal 230.
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" Sé’r’henta”r'a :

. j. :.ﬁ;"dan pengge!apan/korups: beium dtperhstungkan Befum Iagl tha ”bsaya kejahalan _
_(cost of cnme) lersebut dltambahkan dengan biaya penyehdnkan dan penegakan

: .'hu_kum Sayang, data semacam 1lu belum 1ersedza dt ne,g,ara ktta

_ -Mcnyadarl bc apa'-besar rtsiko basms aktbat kejahalan dan keruglan lamnya.

(cnme and Iooses} di- Amerika Senkai d:sefenggarakan berbagai macam bentuk'_

pcndldtkan dan. pcn&embauban sckurait mulai darl penalaran/kursus sampai lingkat

universatas (postbrac uate) Pada tahun 1975 terdapat 1.245 program pada. 664
"_'-__lcmbagja pendxdll\an Untuk j(..njaﬂb pendidikan tinggl tercalal 113 program

'sementara pada tahun 1972 hanya ada 24 program.

Gambaran mengenai keadaan pendldxkan tersebut  nyatanya juga kurang

” men%cmburakan Dari hasil suatu pc,nelllaan (Rand Study) menyimpulkan babwa 65
% "Satpam" yang diteliti - ternyata_tanpa pendidikan dasar, 7 % dengan kursus 8 jam
~atau icbih. Semula juga terdapat gejala yang melecehkan fakior pendidikan khusus
~kecuali melalui pendidikan kepolisian yang dipandang berkualitas rendah. Tetapi
kemudian setelah adanya penelitian (Rand Report) tahun 1971 keadaan mulai
berubah dengan terbentuknya berbagai macam lembaga  pendidikan  sekuriti

swasta (private protective personnel),

5. TINJAUAN ASPEK LEGALITAS.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus bersandar pada
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut beserta  peraturan
pelaksanaannya. Berkenaan dengan itu maka ada beberapa peraturan perlu
diketahui yaitu Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan
Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor @ 0686/U/1991

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Petikan atas beberapa ketentuan yang
berkenaan dengan pembentukan lembaga pendidikan dari peraturan perundang-
undangan tersebut dicantumkan pada Lampiran 11/,

Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat sebagai mitra pemerintah

berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan
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S peroran 5an

'_p'é':idid'ii{ah”néé;io}ié'l' baik . jalur. sekolah maupun jalur luar sekolah. Pengelolaan

*satuan ‘pendidikan jalur sekolah yang lazim disebut perguruan swasta dilakukan oleh
B ':.'suaiu badan yang bers:fat sosxai sedangkan umuk jalur Iuar seko!ah dapat puEa oleh

Persoatannya adaia} bagatmana bcntuk program pendidxkan yang dlpandang
. tepat dari sudut "vission® pemrakarsa dan "feasible" dalam penyelenggaraannya.

- Apakah berupa : kursus, diploma, gelar, atau ketiga-tiganya.

1) Kursus lermasuk jalur luar sckolah; proses perizinannya ada yang dalam
kewenangan Departemen Tenaga Kerja dengan persyaratan yang relatif
lebih sederhana jika dibandingkan dengan yang dalam fingkup kewenangan

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Program diploma dan gelar termasuk jalur sekolah dalam satuan pendidikan
yang disebut perguruan tinggi; dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah

linggi, institut, atau universitas.

3) Bentuk lembaga pendidikan yang memungkinkan untuk menyelenggarakan
keliga program tersebul adalah sekolah tinggi, institut, atau universitas,
sedangkan akademi = dan politeknik hanya berupa program diploma dan
kursus.

Untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut maka terlebih dahulu harus
ditetapkan pangsa 'pasar’ dari * jasa ~yang akan ditawarkan.  Penentuan pangsa

"pasar’ tidak terlepas dari "vission" pemrakarsa.

1) Jika ‘'vission" pemrakarsa dilandasi keinginan untuk ikut memecahkan
masalah nasional dalam bidang pendidikan khususnya keterbatasan sarana
pendidikan  tinggi yang dikaitkan dengan masalah lapangan kerja maka
pangsa "pasar'nya adalah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA).

Dalam hal ini program yang dipandang lebih tepat adalah adalah program
diploma atati gelar, tanpa menutup kemungkinan membuka program
kursus yang bersifat "pre service training",

2) Jika pemrakarsa hanya ingin ikut memecahkan masalah pengembangan
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suimber iaya [manusia I<hususnya pcmngkatan produknwtas maka pan;_,sam B

“pasar’nya ada!ah para karyawan Dalam hal ini- program yang. dipandang
Iebih tepat adalah kursus yang bersifat "m~serwcc lrammg" karena nampaknya
-' ;kecsl kemungkmannya ke:kuisertaan karyawan daiam program d:ploma atau

Te!apj j:ka pemrakarsa mgm ikui serta memecahkan kedua masaiah tersebut

- se&ah;,us maka pangsa “pasar'nya akan mecakup baik - [ulusan SMTA maupun

karyawan Dalam hal ini-program yang dipandang tepat adalah ketiga-tiganya, yaitu
' :kursus diploma dan gelar.  Dan satuan pendidikan yang dipandang lebih tepat
- adalah perguruan tinggi karena memungkinkan untuk - menyelenggarakan ketiga
| program tersebut seka!xgus

* Penclitian ini mengasumsikan kemungkinan yang ketiga dengan fokus  pangsa
"pasar” adalah fulusan SMTA, sedangkan karyawan -untuk sementara- ditempatkan
.seb_agai "konsumen" marginal. Dengan demikian konsep satuan pendidikan yang
ditawarkan adalah perguruan tinggi dengan program diploma/gelar  sebagai
program utama, tanpa menutup kemungkinan penyelenggaraan kursus sebaga
program tambahan. Selanjutnya masalah bentuk perguruan tinggi yang dipandang
lebih tepat akan ditelaah dalam bab berikutnya,

Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam Pengembangan Sistem Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa. Aspek legalitas lain  yang perlu
dipertimbangkan pula adalah kebijakan keamanan mengingat bahwa gagasan ini
menyangkut pendidikan  dalam bidang keamanan. Dalam hal  ini Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) dalam ketetapannya nomor : Il/MPR/1988
tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan arah  dan strategi

pembangunan bidang pertahanan keamanan aniara lain sebagai berikut :

Pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan kepadia

usaha untuk  mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
vang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum
yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih  diutamakan
usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan  kesadaran
masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus dn.'ngkafkan
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: P'a:'ig!'ima' ~Angkatan. . Bersenjata Rl . pada upacara ‘Hari Bhayangkara ke-46
-. taﬂgg_,ai 1 Jull 1992 amara lam menegaskan '

R Upaya pembmaan Kamubmas pada hak:kamya merupakan tanggung jawab
e bersama anlara. aparat: keamanan dan masyarakat Untuk itu, konsep pembmaan_

";'d:arahkan dan d:!\c.vnbangkan dalam “bentik S;.sfem Keamanan - dan. Ketertiban
"Masyarakat secara swakarsa yang menun!ut part:s;pas: seiuruh lapisan masyarakat.

'Seb_a_gat perwu;udan peiaksanaan Slskamt;br_nas Swakarsa dalam lingkungan
Enduslﬁ/_perusahaan, maka sejak tahun 1980 telah diresmikan pembentukan Satpam
pada seliap perusahaan (Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/126/X11/1980).
Tetapi kemudian semakin  dirasakan bahwa hanya dengan peranan Satpam  saja
: pengetofaan sekuriti pada setiap perusahaan masih dipandang kurang memenuhi
mharépﬁn. Karena ilu.garis pcmbin.a‘an Polri * lebih diarahkan pada peranan Manajer
- Sekuriti masing-masing  perusahaan. Sehubungan dengan itu pula, atas prakarsa

Kapolri, telah dibentuk Asosiasi Profesi Sekuriti Swakarsa Indonesia (APSSI).

Dengan keterbatasan kekuatan Polri, dengan rasio penduduk sekitar 1 : 1.100,
maka pengembangan sekuriti swakarsa khususnya “private = security" sudah barang
tentu akan lerus ditingkatkan. Untuk kepentingan penyediaan tenaga dimaksud maka

peranan lembaga pendidikan dapat membantu memecahkan masalah dimaksud.
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TR
R PELAKSANAAN PENELITIAN
. DAN KONSEP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. METODE PENELITIAN.
Penelitian ini  merupakan penelitian  prediktif. Maksudnya adalah  mencari
- pengetahuan atau informasi mengenai sesuatu masalah pada masa mendatang
berdasarkan data masa sekarang dan masa lalu. Dalam hal ini adalah masalah

prospek usaha pelayanan jasa sekuriti khususnya kelaikan pembentukan lembaga

pendidikan manajemen sekurili,

Schagaimana telah  diutarakan pada bab  pendahuluan = bahwa untuk
memecahkan pokok permasalahan  tersebut terlebih dahulu perlu  menjawab
beberapa pokok persoalan. Pertama mengenai gambaran keadaan pasar dewasa
ini, baik dilihat dari sudut "demand" calon pemakaifkonsumen "produk®” maupun
“suppiy” atau minat calon peserla. Informasi lersebut dapat diperoleh  melalui
penelitian tapangan (field research). Di antara berbagai teknik pengumpulan data,

maka untuk keperluan ini digunakan dengan teknik angket.

Penelitian "Demand". Penelitian “demand” pada dasarnya ditujukan kepada
perusahaan sebagai calon "user', karena misinya - yang mengejar profit dan
sckaligus 'mencegah kerugian. Tetapi nampaknya tidak semua  perusahaan
memerlukan  perangkat manajemen tersendiri  bagi pengelolaan sekuriti; kecuali
perusahaan menengah ke alas. Karena itu, pangsa "pasar’ (konsumen) hasil didik
yang sekaligus scbagai populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan
menengah ke alas yang dalam hal ini sementara dibatasi pada perusahaan industri
(pengolahan) yang berjumlah -lihat bab 1l- sekitar 30.000 perusahaan. Termasuk

pula di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan
dan keuangan -pembiayaan- serta perusahaan jasa (perhotelan) dan perusahaan
perdagangan khususnya “retailer” di Indonesia.

Dari segi lokasi, populasi dibatasi pada perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan

sekitarnya. Namun tidak berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sahih untuk
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~.memberikan . gambaran mengenai keadaan seluruh Indonesia karena pada dasamya
lidak ada perbedaan pengolaan sekurili antara perusahaan yang berlokasi di Jakarta

: -__dan di- !uar Jakarta. Terhadap perusahaan tersebut dipilih secara random sebanyak 50

: .perusahaan sebag,al "sampl(,“ penclitian, yang terdiri atas perusahaan manufaktur (25)

.' "'3_:f'perbankan/pemblayaan 10y, perholelan (10), cian perdagangan/ retailer (5).

-Angket terhadap perusahaan (mode! M-1} disusun sebagaimana contoh pada
lampiran IV yang diawali dengan pemberian penjelasan baik mengenai maksud
- maupun substansi penelitian. Di samping pertanyaan-pertanyaan mengenai minat
.u:}luk mengkonsumsi hasil — pendidikan  juga  diajukan  pertanyaan  mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sekuriti yang berjalan serta data umum mengenai
identilas perusahaan. Beberapa mformam yang ingin dijaring melalui angket tersebut
' adalah sebagai berikut :

1) penyelenggaraan manajemen sekuriti yang meliputi :

a) ‘gambaran mengenai gangguan alau  kerugian yang pernah dialami
{pertanyaan nomor 1 sampai dengan 3);

b) gambaran mengenai penerapan sistem sekurilj (pertanyaan nomer 4
sampai dengan 11);

) keadaan mengenai perangkat manajemen sekuriti (pertanyaan nomor 12
sampai dengan 13);

d} kemampuan serta latar belakang pendidikan dan pengalaman manajer

sekuriti (pertanyaan nomor 15 sampai dengan nomor 22);

2) keinginan {want) dan kebutuhan (need) atau minat responden  untuk

mengkonsumsi® hasil didik yang  direncanakan:

a) tanggapan responden terhadap gagasan pembentukan lembaga pendidikan

manajemen sekuriti (perlanyaan nomor 24 sampai dengan 25 b);

b). _kemampuan/kelrampilan _yang dibarapkan dari_ hasil didik (pertanyaan

nomor 14, 23, dan 26 sampai dengan 27);

¢) minal responden untuk mempertimbangkan penerimaan (seleksi) hasil
didik, baik untuk keperluan tenaga sekuriti maupun karyawan lain yang

berwawasan sekuriti {pertanyaan nomor 25 ¢ dan 28).
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. Informasi  yang diperoleh dari data empiris di atas - secara induktif- akan

dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan dalam " bab Il. Dalam hal ini
~dikaitkan dengan tinjauan filosofis/psikologis dari aspek teoritis secara deduktif

-yakni yang berkenaan dengan teori kebutuhan sekuriti, .

'..":'.."_.Pe'né.l.itian "Suppl.y“. '.'Pes.xe]ili_an'.'{' ?'Sdpg:)!y" atau Minat Calon Peserta ditujukan

'ier'hadap para anggola Salpam lulusan SMTA (model M-2) serta para siswa kelas 1l
SMTA dan pencari kerja lulusan SMTA (model M-3). Dengan demikian pangsa
pasar pemasok pendidikan  adalah para pemuda termasuk anggola Satpam

lulusan  SMTA yang  sekaligus merupakan populasi dalam penelitian ini. Seperi

halnya calon "konsumen” maka populasi sementara dibatasi di wilavah DKI
b4 pop Y _

Jakarta.
Pemilihan responden, sebagai "sample” penelitian, diatur sebagai berikut :

1} 15 SMTA masing-masing 9 SMA, 3 SMEA, dan 3 STM, campuran hegeri
dan swasta, serta dengan memperhatikan aspek kredibilitas masing-masing
sekolah; campuran anlara  yang dipandang tergolong bermutu baik dan

kurang bail;

2) kepada setiap sekolah diberikan 20 angket untuk diisi oleh siswa kelas il
yang dipilih secara acak oleh masing- masing sekolah, dengan catatan jumlah
responden wanila maksimal 5 orang;

3) 20 responden di antara pencari kerja lulusan SMTA yang terdaftar pada Kantor
Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI jakarta. Pemilihannya juga dilakukan
secara acak;

4) 100 responden anggota Satpam lulusan SMTA, yaitu masing-masing dua orang
dari setiap perusahaan responden penelitian “demand”; pemilihan dilakukan
secara acak oleh perusahaan yang bersangkutan.

Dergarndemikian jumial responden adalali 420 6rang.

Contoh angket tercantum pada lampiran IV yang terdiri atas model M-2 untuk
anggota Satpam dan M-3 untuk siswa Il SMTA dan pencari kerja lulusan SMTA.

Pertanyaan yang diajukan meliputi:
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1) tanggapan responden dlas gagasan pembentukan lembaga pendidikan

manajemen sekuriti {pertanyaan nomor 1);
2} -minat calon peserta untuk mengikuti pendidikan (pertanyaan nomor 2);

3) . bentuk program péndi_dikan yang disarankan (pertanyaan nomor 3 dan 4).

Penelitian Prospek. Untuk menjawab persoalan mengenai prospek "marketing" di
masa mendatang dilakukan dengan penelitian  kepustakaan dan wawancara.
Gambaran mengenai prospek pemasaran di masa mendalang berkaitan  dengan
informasi  mengenai kecenderungan perkembangan kejahatan atau  gangguan
keamanan lainnya. Dalam hal ini dikaitkan pula dengan proyeksi . pertumbuhan

industri/ekonomi khususnya bisnis termasuk sebagai akibat pengaruh pemberlakuan

~ kebijakan - AFTA, sebagaimana datanya pada bab 1f Pemecahan persoalan tersebut

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Studi Kelaikan. Selanjutnya, untuk membuktikan hipotesa kerja yang terakhir yaitu
mengenai kelaikan pembentukan lembaga pendidikan, maka penelaahan akan
dilakukan dari aspek legalitas, aspek keuangan dan aspek sosial - ekonomi.
Telaahan aspek  legalitas dilakukan melalui penelitian kepustakaan/dokumentasi,
sebagaimana datanya lelah disajikan pada bab Il. Di samping itu juga dilakukan
wawancara dengan pejabat yang berkompeten.

Telaahan dari aspek keuangan dan sosial-ekonomi (cost and benefit analysis)
terlebih dahulu membutuhkan konsep kelembagaan, manajemen  dan operasi
penyelenggaraan - pendidikan;  konsep dimaksud akan diuji “profitabilitas” dan
benefiditas. . Telaahan dari berbagai aspek tersebut di atas dilakukan dengan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Untuk  keperluan penelaahan dari aspek  keuangan dibutubkan sejumlah  data

mengenai harga sesualu material ‘atau fasilitas, biaya, upah, dan lain {ain. Data

dirraksud-—dikurrpulkan —~dengam-teknik—wawarrcaraatau—pemeriksaan—brosur
mengenai penawaran barang atau pekerjaan. Di samping itu, guna penyusunan
konsep penyelenggaraan pendidikan diperlukan data, baik berupa prinsip- prinsip
leoritis maupun pengalaman prakiek lembaga pendidikan serupa. Data demikian

diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan.
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| Jum_féh cangkel yang -lerisi ~ dan diterima - kembali . dari responden adalah
o .seb_agéi berikut: o RTINS ' -

| 1) ".':36_"é.r1'_.g'k_et_'.(90”‘_-’/0')_.p_'{_a"n_e:litian “demand® dari ,ﬁé_rig_sizihé_ian, yang *terdiri atas

18 -manufaktur, 8 perhotelan, 6 perbankan/keuangan, 4 perdagangan/jasa;

0 2) 351 angket (83,6%) penelitian minat yang terdiri alas 291 dari siswa SMTA,
20 dari pencari kerja dan 40 dari anggota Satpam; kesemuanya meliputi
228 pria (65 %) dan 123 wanita.

Setelah direkapitulasi, keseluruhan jawaban responden dilaporkan berikut ini.
Jawaban  dimaksud dikelompokkan menjadi tiga topik yailu - kondisi awal

penyelenggaraan sekuriti, tanggapan perusahaan, dan minat calon peserta.

Kondisi Awal Penyelenggaraan Sekuriti. Lebih dari 61 % Responden
menyatakan pernah mengalami kerugian karena gangguan dari luar perusahaan
dan dari karyawan sendiri serta karena kekurang-tepatan dalam

mempertimbangkan akibat/dampak suatu keputusan,

Lebih dari 55 % Responden menyatakan bahwa sistem sckuritinya belum
terjamin sepenuhnya, termasuk pemahaman yang mendalam mengenai seluk beluk
asuransi. Tetapi berkenaan  dengan konsep  perlindungan informasi, instalasi
kompuler dan sekuriti personil pada umumnya sudah mengembangkannya; hanya
sekitar 30 % yang belum menerapkannya.

Di  samping kepalatkomandan  Satpam, 77 % perusahaan memiliki
"Chief/Manager" sekuriti, bahkan yang lain akan mengembangkan/ mengadakan
jabatan dimaksud.

Walaupun sebagian besar (83,3 %) pimpinan sekuriti hanya berlatar belakang

pendidikan penataran/kursus _ (sebelum maupun. setelah _menjadi. karyawan). tetapi

lebih dari 55 % telah dipandang mampu mengelola sistem sekuriti masing-masing
perusahaannya :

1) 72 % memahami tugas-tugas sekuriti dengan baik;
2) 55 % mampu memanajemeni sekuriti dengan baik;
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o 3.)':_ 449 mem ahami fun;,:-,.l -fungsi. basnas dengan baik. .

38 9 % da antara mereka berasal dari Poir: dan 11 1 % darl TNI

.Tanggapan Perusahaan Pada umumnya _rcsponden mendukung gagasan

: _-_'menyelcn%arakan pend:d:i\an manajemen : sekurih, 77,7 % menghendakl o

"'_'.__pendxdnkan sebe!um menjadi karyawan dan bermma{ menyeieka Iu(usannya jika

Iowon&an tersedlia. 50 % mendukung konsep dengan program daploma dan yang

. 'Ialnnya mengusul}\an program kursus.

'Kemampuan/kclramptian sebagai "out put" pendidikan yang ditawarkan pada
umumnya dapat di terima. Seluruh  responden mengaitkan pekerjaan sekuriti
dengan fungsi personalia, dan 50 % di antaranya juga mengaitkannya dengan fungsi
R & D (Litbang). 83,3 % responden sependapat  untuk  mempertimbangkan
~ kebutuhan karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas (pencegahan

kerugian).

Minat Calon Peserta. 95,8 % responden pelajar/pencari kerja dan 85 % responden

anggota Salpam mendukung gagasan penyelenggaraan pendidikan ini.

Dari kalangan pelajar/pencari kerja, 37 % menyatakan berminat dan 47,9 %
menyatakan  masih  pikir-pikir dulu untuk mengikuli program ini. Sedangkan
responden Satpam 90 % berminal; 65 % di antaranya jika ditugas-belajarkan dan
30 % asal diijinkan oleh perusahaan.

Jenis pendidikan yang disarankan responden adalah program diploma (42,9 %);

21,3 % pelajar mengusulkan program gelar dan sisanya menghendaki kursus.

Selanjutnya hasil penelitian wawancara dan studi kepustakaan lainnya disajikan

dalam teks pada kesempatan pembahasan masalah yang berkaitan.

. KONSEP KELEMBAGAAN.,

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahuly bahwa satuan pendidikan yang

scbaiknya didirikan adalah perguruan tinggi. Persoalannya adalah mengenai bentuk
kelembagaannya. Universitas, jelas tidak mungkin karena obyek studi yang akan
diselenggarakan dibalasi pada salah satu disiplin  ilmu pengetahuan,  yaitu
manajemen  sekuriti, Demikian pula halnya dengan politeknik dan akademi karena

tidak mungkin menyelenggarakan program gelar. Kemungkinannya tinggal institut
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~atau sekolah tinggi.

1) Institut, mempersyaratkan satu kelompok disiplin  ilmu pengetahuan, di
| s.amping persyaralan sumber dana yang besar dan kualifikasi tenaga akademik
o yang 't.in_ggi. Belum !_a_g.i kalau pihak Dépdikbgd_'me_mpe_rsoa]kan disiplin ilmu;
- :".'a'r'l.iny'a rﬁ'éhajemén sekuriti termasuk "c_iis._i'plin: rﬁéiia, a'pékah hukum, ekonomi,
atau teknologi, dan bagaimana pengelompokkannya, 28

2) Sekolah Tinggi, nampaknya lebih memungkinkan karena obyek studi yang
akan diajarkan herkenaan dengan  salu disiplin ilmu tertentu, dan dapat

menyelenggarakan program gelar dan/atau program diploma saja;

Dari hasil ‘wawancara, pihak Depdikbud menyarankan dalam bentuk

akademi, dengan kemungkinan :

1) bisa menyelenggarakan program D | saja duly;
2} 'bisa juga menyelenggarakan kursus-kursus (perijinan tersendiri);

3)  bisa dikembangkan/ ditingkatkan menjadi sekolah tinggi (kalau institut harus

mengenai sekelompok disiplin ilmu tertentu).

Pemikiran  demikian  dapat dimaklumi  karena = biasanya = Depdikbud
mempersoalkan pengakuan sesuatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah
sebagai sualu disiplin ilmu  pengetahuan yang berdiri sendiri, seperti dialami
Perguruan Tinggi limu Kepolisian (PTIK).?? Tetapi dengan memberikan penjelasan dan
menunjukkan  sejumlah referensi tentang substansi maupun - penyelenggaraan
pendidikan dan organisasi profesi terutama di negara-negara maju pada akhirnya
juga dapat diterima.

Pemilihan aiiémalif tersebut tidak demikian penting untuk didiskusikan lebih
mendalam karena pada akhirnya, jika gagasan ini sudah akan diwujudkan, sangat
ditentukan oleh komitmen pihak Depdikbud sebagai instansi yang berwenang

pheoan e
i b

BAEA 2 B e, amdin ] 3 £2. 004
HeaR-persetdiuan JL!II{)L—il{ug\ail soratu TETTiDa Ty ETOTATRAETT,
i J i

28 Wawancara dengan Staf Direktur Perguruan Tinggi Swasta Ditjen Dikti Depdikbud, tanggal
1 Desemboer 1992, :

% Pengalaman sebagai Sckretaris Tim Asistensi Panitia Bersama Depdikbud - Polri dalam
rangka pengkajian status PTIK tahun 1980 dan mengikuti saraschan pengkajian status PTIK
tahun 1992,
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.. Tetapi berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini  menggunakan model

- sekolah tinggi. Selengkapnya dinamakan "Sekolah Tinggi Manajemen Sekuriti
*Indonesia® sementara  disingkat  “Stimsi®; lanpa  menutup kemungkinan dengan
.nama lain, misalnya "Sekolah Tinggi Sekuriti",

Berdasarkan PP nomor 30/1990, yang  beberapa  kutipan kelentuannya
“dituangkan pada Lampiran lll, maka, scbhagai suatu sckolah tinggi, organisasi Stimsi

seharusnya terdiri atas sebagai berikut :

1) unsur pimpinan : Ketua dan tiga orang Pembantu Ketua masing-masing untuk

bidang akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan;

2) Senat Sekolah Tinggi yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi
pada Stimsi;

'3} unsur pelaksana akademik yang meliputi :
a)  jurusan; sekurang-kurangnya dua jurusan yang masing-masing dipimpin
oleh Ketua Jurusan dan dibantu Sekretaris Jurusan;

b) Pusat Penelitian yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa
orang staf;

¢} Pusal Pengabdian Kepada Masyarakat yang  dipimpin oleh seorang
kepala dan dibantu beberapa orang staf;

d) Studio Peralatan Sekuriti yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu
beberapa orang staf;

e} kelompok dosen.

4) unsur pelaksana administratif yang terdiri atas Bagian Administrasi Akademik,
Bagian Pembinaan Kemahasiswaan, dan Bagian Administrasi Umum, yang

masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang
staf;

5 unsur penunjang yang terdiri atas Perpustakaan, dan Pusat Komputer, yang

masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu beberapa orang
staf.?0

30 Bagian Ketiga, pasal 57 sampai dengan pasal 69, PP nomor ; 30/ 1990.
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Konsep struktur organisasi Stimsi tercantum pada Lampiran V1. Susunan organisasi,

: rinciaﬁ tugas, fungsi, dan tala  kerja Stimsi - dituangkan dalam statuta vyang

o -dltelapkan oleh - badan penyelmggara pend[dikan Dafam hal ini, pemrakarsa
'-_-'-harus lerlebfh dahufu membeniuk sualu yayasan atay badan yang berszfat soma!

""-'-sebag,m pcnydengjbara pr,ndsdxkan 3

. KONSEP PROGRAM DAN OPERASI PENDIDIKAN.

Dengan mempertimbangkan aspek pangsa "pasar” yang dikaitkan dengan hasil
penelitian lapangan maka' Stimsi  disarankan menyelenggarakan progam-program
sebagai berikut :

1) program drpioma dan program gelar, sebagai program utama;

2) program kursus yang dapat berupa kursus, penataran, loka karya dan/atau

simposium, sebagai program tambahan.

Program Diploma dan Gelar. Program diploma dan program gelar dirancang
sedemikian rupa schingga merupakan proses yang bertahap dan  berlanjut.
Maksudnya bahwa pada tahap awal semua peserta mengikuli prrogram diploma (D-
i), kemudian yang berminat dapat mengikuti lagi program akademi (D-1l sampai D-
Hl), dan akhirya melalui proses transfer akademik dapat mengikuti lagi program
gelar (8-1).

Program D | diarahkan untuk menghasilkan  keluaran dengan kemampuan
sebagai lenaga pimpinan Satpam berkekualan sekitar 10 orang, atau populer
dengan istilah komandan regu. Peserta pendidikan adalah pemuda berusia sekitar
18 - 22 1ahun  termasuk karyawan/anggota Satpam berpengalaman dengan usia
maksimal sckitar 25 tahun, lulusan SMTA. Lama pendidikan sekitar 1 (satu) tahun

dengan persyaratan 40 - 50 SKS (Satuan Kredit Semester) atau sekitar 700 - 900 jam

pelajaran talap muka; masing-masing mata kuliah sekitar 18 - 20 kali pertemuan

{iap semester.

31 Pasal 116 PP nomor : 30/ 1990
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... .. Sesuai -dengan tuntutan keluaran maka seyo'gyanya pendidikan ini bersifat semi
militer dengan penckanan pada fakior  disiplin dan  kepemimpinan lapis bawah

(first line) sehingga metode pendidikan di samping kuliah teoritis juga melalui

' '--_-'-ia'lihar'a -'p_réktek/ketrampiEan. ‘Mala kuliah/ketrampilan yang diberikan antara lain
_.'.p'enge'__{t:a!ma:f: éékuriti; kelrampiién melaksanakan fungsi sekuriti “termasuk
.penggﬁnaan peralatan (security  devices), pengetahuan  hukum/perundang-
undangan, kepemimpinan, mental kepribadian, pembinaan jasmani/fisik, dan lain

lain.

Program akademi diarahkan untuk menghasilkan keluaran dengan kemampuan

sebagai :

1) lenaga pimpinan Satpam berkekuatan sekitar 30 orang atau populer dengan

istilah komandan peleton;

2) pimpinan  sekuriti  (chief security) pada  perusahaan menengah = atau

divisi/bagian/cabang perusahaan besar;

3) pimpinan  sekuriti pada lembaga-lembaga seperti rumah sakit, pusat
perbelanjaan, kampus pendidikan, dan lain lain;

4) asislen manajer sekuriti pada perusahaan menengah.

Pada tahap ini diberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu sosial yang penad
(pengantar), adminsitrasi/manajemen, pengantar  ilmu hukum, ilmu ekonomi
{(pengantar), pengetahuan bisnis  (pengantar), dan lain lain. Pada tahun terakhir
diadakan jurusan misalnya  pariwisata,  keuangan/perbankan, dan  industri
(manufaktur). . Pada semester terakhir dilaksanakan latihan praktek (on the job
training) pada perusahaan yang sesuai.

Program gelar diarahkan untuk menghasilkan keluaran ~ dengan kemampuan

schagai tenaga manajer (security manager) pada perusahaan menengah atau

asisten manajer sekuriti pada perusahaan besar.  Pada tahap ini diberikan
pengetahuan mengenai  ilmu-ilmu sosial lanjutan, pengetahuan hukum lanjutan,
pengetahuan  bisnis lanjutan, strategi, teknologi, statistik, pemecahan masalah, baik

bagi  keperluan  ‘“crime prevention”  maupun  "loss prevention”. Penjurusan

disesuaikan dengan tingkat akademi dan latihan praktek dilaksanakan pada semester
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“lerakhir. Di ~samping “ilu,” sebagai mana lazimnya' dipersyaratkan pula penulisan
© skripsi - dan penyelenggaraan forum-forum ilmiah.

Operasi pendidikan difaksanaken berdasarkan kurikulum yang disusun untk

. setiap lingkatl - pendidikan - sebagai “penjabaran  dari masing-masing  sasaran

" :'_'_:_k_em,a_mpuanhya. Untuk ity perlu  dikaji tersendiri.

- Program Kursus. Program ini terdiri atas kursus _singkat dan kursus kilat. Kursus
singkat diperuntukan bagi-komuniti sekuriti dan disusun dalam tiga tingkat, sebagai
berikut : '

1) tingkat dasar, setara D HI;
2} tingkat fanjutan, setara S 1;

3)  tingkat atas/ahli,untuk pendalaman aspek tertentu.

Kurikulum dan bahan ajaran untuk masing-masing tingkat perlu disusun  tersendiri
melalui * proses pengkajian - yang = mendalam. Peserla  kursus singkat adalah
manajer/staf sekuriti  pada perusahaan swasta/BUMN maupun instansi pemerintah;
tidak tertutup kemungkinan bagi anggota ABRI/Polri  (persiapan pensiun) atau
purnawirawan. Lama pendidikan sekitar 1 (satu} bulan yang diberikan dalam 5
(lima) hari seminggu, 3 (tiga) jam pelajaran sehari (mengacu pada pola Universitas

Pancasila).

Kursus Kilat dilaksanakan dalam bentuk penataran, lokakarya, bahkan simposium ,
dengan maleri berupa topik atau modul-modul terlentu. Misalnya @ sekuriti
personif, sekuriti  materiel, sekuriti  informasi, intelijen  bisnis, kebakaran,
persaingan curang, pemalsuan  merk,  kejahatan  komputer, kejahatan
perbankan/pembobolan bank, dan’ lain lain. Modul-modul untuk penataran/loka

karya perlu disusun secara rinci  sehingga merupakan bahan ajaran yang

dibagikan kepada peserta. Peserla kirsus adalah manajer/staf_personalia,.logistik,
produksi, maupun direksi, serla karyawan yang pekerjaannya berkaitan dengan kasus-
kasus kejahatan. Lama kursus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu antara satu

sampal tiga hari.
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SR dari ‘unsur Polri yang dipandang ahli dalam masing-masing pengetahuan dan
* " ketrampilan yang bersangkutan. Sebagai pendidikan semi militer maka diperlukan
RS 'pu_ia.._'tenaga—‘ tenaga pelatih/pembina . yang .seyogyanya . bersumber dari unsur
'.ﬁ'Pc.)E_ri/A.B_.RE. e e AP R

| Peﬁyolenggaraan program pendidikan ini membutuhkan prasarana berupa ruang
' klj[iah, ruang penunjang, ruang - kantor, fasilitas latihan dan kegiatan lain yang
dipertukan. Berdasarkan ketentuan dari Mendikbud maka luas tanah dan bangunan
yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah tinggi masing-masing 5.000 m2 dan 700
m2. Prasarana pendidikan juga menuntut tersedianya fasilitas listrik, air - dan telepon
serla  fasilitas  umum.  Fasilitas  latihan seyogyanya dibangun dalam lokasi
lersendiri di luar kota karena berkenaan dengan kepentingan keamanan lingkungan

dan dukungan sumber daya alam.

Unwk menunjang terselenggaranya fungsi  pendidikan dibutuhkan beberapa

sarana/peralatan, antara fain :
1} meubeler;
2} mesin/alat tulis/hitung;
3) sarana perpuslakaan;
4) sarana komputer;
5) sound system;
6) studio perafalan (security devices);

7) Kendaraan operasional, dan lain-lain.




TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. KEHADIRAN AFTA DAN PERTUMBUHAN INDUSTRI.

| 'Se'bagai.mana diuraikan pada bab 1[I, perkembangan pertumbuhan industri
menunjukan peningkatan yang terus menerus terutama selama pembangunan jangka
panjang pertama. Dalam lima tahun terakhir terjadi pertumbuban industri (olahan)
rata-rata 11 % setiap tahun, mengiringi pertumbuban ekonomi yang rata-rata 6,7 %
setiap tahun. Apabila perkembangan semua indikatornya bergerak secara konstan,
maka pada tahun-lahun mendalang pertumbuhan ckonomi dan industri dapat

diestimasikan akan terus meningkat.

Dengan menggunakan rumus regresi finier (Y=a + bX) maka pertumbuhan ekonomi
diperkirakan meningkat dengan model persamaam Y = 5.15 + 0.73X {dalam hal ini
data tahun kelima dilengkapi dengan moteda "Time Series Forecasting dengan a =
0.10 sampai 0.99 sehingga menjadi 7,82). Untuk pertumbuhan industri Y = 10,8 +
0.1X. '

Permasalahannya, bagaimana pengaruh kehadiran AFTA khususnya melalui skema
CEPT terhadap perkembangan ekonomi dan industri Indonesia. Secara  riel,
jawabannya jelas belum bisa dikemukakan, karena kebijakan tersebut baru mulai
dilaksanakan pada awal bulan ini. Tetapi secara teorilis dapat dikemukakan bahwa
konsep perdagangan bebas akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi
bahkan kescjahteraan selurub rakyat. Rasionalitasnya, seperti diuraikan pada bab I,
bahwa kebijakan tarif dan kuota serta hambatan non tarif lainnya menimbulkan
berbagai efek ekonomi. Dengan demikian, perdagangan bebas termasuk AFTA akan

menimbulkan efek yang sebaliknya, yang akan diuraikan berikut ini.

T Terjadi-penurana rarga yang semula ke ambalanbiaya tant (iat

gambar 1 : dari Pt ke Pf).

2) Pemerintah akan kehilangan penerimaan dari pajak impor.(Lihat segi empat
"kKlmn" pada gambar Pada tahun 1990/1991 tercatat penerimaan pemerintah

dari pajak impor sebesar Rp. 2.486 milyar atau 6,3 % dari seluruh penerimaan
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dalam negeri (Rp. 39.546 milyar), dan pada lahun 1991/1992 sébesar Rp. -
2.574 milyar atau 6.4 % dari seluruh penerimaan dalam negeri (Rp. 40.184
milyar).32 Pajak impor yang bersumber dari perdagangan intra ASEAN sudah
_barang tentu jauh lebih kecil, karena impor Indonesia dari negara ASEAN
hanya sekitar 8,7 % dari seluruh volume impor Indonesia (Data tahun 1989
sampai dengan September 1991).33 Jumiah tersebut akan jauh lebih kecil lagi

karena kebijakan penghapusan tarif yang dilakukan secara bertahap.

3) Kehilangan "Dead weight loss" dalam arti peluang berbelanja bagi konsumen
Indonesia menjadi lehih besar. (Lihat segitiga "Inp" pada Gambar 1), Peluang
tersebut timbul karena menurunnya harga barang. Sudah barang tentu yang

dimaksud adalah barang dengan "elastic demand®.

4) Bagi pengusaha domestik (Indonesia), penurunan harga berarti kehilangan
pendapatan lebih yang biasanya diperoleh dari "protective eifect”. (Gambar 1 :
PiPf-om).

5) Di samping itu, para pengusaha juga kehilangan “efficiency efiect” dalam arti
tidak mungkin lagi "menikmati* kebijakan dan tindakan-tindakan in-clisiensi

seperti pada masa pengenaan tarif. (Segitiga "kmo" pada Gambar 1).

Secara sepintas, kondisi demikian dapat mengakibatkan produksi domestik akan
kembali pada posisi seperti sebelum kebijakan tarif, yaitu dalam jumlah yang lebih
kecil (garis OA pada Gambar 1) dari pada ketika berlakunya kebijakan tarif (garis OK).
Sebaliknya, produksi impor semakin meningkat (dari KL menjadi AB pada Gambar 1).
Karena itu nampaknya kehadiran AFTA hanya akan melemahkan bahkan mungkin

mematikan industri domestik yang produknya terkena skema CEPT.,

Lalu bagaimana rasionalitasnya agar produksi domestik minimal tetap sejumlah
pada waktu pengenaan tarif. Kembali pada gambar 1, jawabannya adalah efisiensi,

minimal sebesar segitiga "kmo". Tetapi kebijakan AFTA tidak hanya sekadar membuka

kran dalam negeri Indonesia melainkan juga di semua negara ASEAN yang

populasinya menjadi sekitar dua kali lipat dari Indonesia. Di mata pengusaha, jumlah

32 Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi : Buletin Statistik Bulanan, Oktober 1992, hal. 40.
33 Menteri Perindustrian Rl,. Sambutan Pacla Acara Wisuda Institut Bisnis & Manaiemen
layakarta, Jakarta, 1 Oktober 1992, hal. 9. '
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penduduk sekitar 320 juta merupakan pe!uang pasar yang sangat potensnai

Dengan asumsi bahwa faktor selera -dan "demand" relatif sama, maka berarti

pangsa pasar juga dapat menmgkat sampau dua kali- lipat. Kondisi - demikian
e merupakan peluanc unluk memperbesar skala produks: cian dengan pembesaran skala
"'_'--".j'fyang dem;klan berarti ‘biaya akan mon;ad: Ieblh murah {teori “"economy of scale).

Dengan demlklan kekhawatiran akan kemerosoian industri menjadi lidak beralasan

: "_kar_ena c_hb_a_];k kebijakan AFTA terbuka peluang untuk memperbesar skala produksi.

. Hanya saja tantangannya adalah berupaya merebut pasar ASEAN.

- Di lain pihak, para pengusaha asing juga melakukan hal yang sama. Di samping
-'berupaya mengamankan pasar domestiknya juga berupaya memasuki pasar Indonesia

'dcn‘g,em populasi yang berlipat ganda ciubandm&,kan dengan negaranya. Walhasil apa
© yang terjadi. Persa:ngaﬂ !

Perang Persaingan. Untuk memenangkan persaingan, melalui strategi "perang” harga
¢ Nampaknya tidak mungkin karena tindakan efisiensi yang mau tidak mau harus
- optimal. Porter 3 menawarkan segitiga strategi bersaing. Di samping keunggulan
biaya menyeluruh {efisiensi), ia menganjurkan diferensiasi produk/jasa dengan sasaran
agar memiliki keunggulan dalam hal-hal tertentu. Ketiga, strategi fokus dengan
maksud untuk mempersempit atau memusatkan perhatian pada pangsa pasar tertenty,
baik dari segi geografis, kelompok pembeli atau segmen produk.

Oleh karena itu, persyaratan yang dituntut dari kalangan bisnis adalah kemampuan
memiliki keunggulan kompelitif. Masyarakat modern yang  berorientasi teknolgi
biasanya membutuhkan produk yang dihasilkan melalui proses “Research and
Development (R & D)"; dalam hal ini mencakup pula kegiatan survei pasar {market
research) terutama yang berkenaan dengan informasi pasar luar negeri. Melalui
kegialan R & D, industri_diharapkan menghasilkan produk yang inovatif (memberi

nital manfaat baru) maupun inventif (produk baru) yang selalu harus disesuaikan

dengan "demand"” dan selera konsumen atau "need”, "want", dan "demand".

Keberhasilan memenangkan persaingan sudah barang tentu akan membawa

industri dalam  posisi  unggul (excellence). Keunggulan itu pulalah yang

34 Michael E. Porler, Compelilive Strategy, The Free Press, New York, 1988, Chapter 2.
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menghantarkan industri untuk  berkembang menjadi ‘minimal berskala regional.
‘Dengan perkataan lain, kehadiran AFTA memungkinkan pertumbuhan industri yaitu

‘dengan skala usaha yang semakin besar dan mutu produk yang kian berkualitas.

- ~Namun perlu dicatat pula ‘bahwa peluang pasar ASEAN yang demikian besar
- (E}a;ﬁ;}ir _s.ama dengan Jﬁ_:pa_ng,_ Ma_sy_a'rakat_ Eropai'h dan Amerika bagian utara) dengan

sistem perdagangan 'be'ba:s, sudah barang tentu merupakan daya tarik bagi investor
-_aéing untuk menanam medal di ASEAN. Dan karena sekitar 50 % dari populasi
ASEAN ada di Indonesia maka ditinjau dari segi strategi geografi investor asing akan
lebih terlarik untuk menanam modal di Indonesia. Walaupun potensi pasar Indonesia
herada pada posisi yang lemah karena pendapatan perkapita yang tergolong rendah,
letapi dengan stralegi pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen
~berpenghasilan rendah maka peluang untuk investasi di indonesia masih dipandang
cukup potensil. Melalui kebijakan deregulasi khususnya kemudahan-kemudahan bagi

PMA, nampaknya pertumbuhan industri Indonesia tetap akan terus meningkat.

Oleh karena itu, sebagai temuan pertama dalam penelitian ini dapat dikemukakan
bahwa, jika pengusaha Indonesia mampu memenangkan persaingan melalui
keunggulan kompetitif maka kehadiran AFTA akan semakin mendorong pertumbuhan
industri Indonesia. Seiring dengan itu pula, pertumbuhan industri akan semakin
didorong oleh peranan investor asing yang diduga akan meningkatkan penanaman
modalnya di Indonesia karena daya tarik perdagangan bebas melalui AFTA,
kemudahan-kemudahan melalui langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi, serta
potensi pasar dan sumber daya (resources) yang tersedia.

Dampak Sekuriti. Pada sisi lain, kegagalan dalam memenangkan persaingan akan
dapat menghantarkan perusahaan pada kondisi “gulung tikar" alau minimal "status
quo. Jika hal demikian terjadi maka risiko yang akan ditanggung bukan saja yang

bernilai ckonomi tetapi juga dampak  sosial. Kemungkinan terjadi pemogokan atau
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beral yang mungkin dihadapi adalah pengangguran.

Sementara itu, perusahaan PMA dan pemasaran produk fuar negeri akan terus
meningkat. Peningkatan aktivilas orang asing akan membawa konsekuensi semakin

terbukanya Indonesia bagi kehadiran kepentingan orang asing. Dalam keadaan
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_demlklan memungkmkan masuknya mlal-m!al baru yang apabsia bertentangan e

dengan mlai nalal yang ada dapal memmbu]kan problem sostal yang jika tersulut

e - oleh faktor pencetus akan dengan mudah berkembang menjad: berwu;ud gangguan' e

- . 'yang dapat meruykan

Berdasarkan urauan dt alas maka kehad:ran AFTA -dl sampmg akan mendorong o

" ""':percepatan pertumbuhan industri-, j:ka tidak dakendahkan secara tepat, juga dapat

5 membawa serta perbenturan miai, persamgan curang hahkan gejoiak sosial, dan lain

lain da_mpak sekuriti yang merugikan.,
. PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PERKEMEANGAN KEJAHATAN.

| Berbeda dengan kebanyakan gejala sosial lainnya, kejahatan sebagai salah satu
~ produk masyarakat memiliki karasteristik tersendiri sehingga sampai dewasa ini belum
juga dapét diungkapkan, faktor utama apa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya
kejahatan. Semula orang-orang mencari sebab kejahatan dari dunia. gaib {pendekatan
demonologis). Mereka percaya bahwa seseorang berbuat jahat karena kemasukan
setan atau roh halus. Tetapi kemudian orang-orang mulai bernalar, mencari sebab
kejahatan pada realita dunia fisik (pendekatan naturalistik).

Dalam garis besarnya, ada tiga mazhab yang menerangkan mengenai kausa
kejahatan dalam arti luas. Mazhab Klasik atau Neo Klasik, yang dipelopori C.
Beccaria (1738 - 1794) memandang bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan
dari kebebasan memilih perilaku (free will) yang ada pada setiap individu; individu
itulah yang secara bebas menentukan pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat.

Mazhab Positivis, yang pada awalnya dipelopori Caesar Lombroso (1835 -1909),
memandang bahwa kejahatan timbul karena faktor-faktor tertentu {determinant) yang
bersumber dari pengaruh biologis, sosial dan kultural. Terakhir, berkembang Mazhab

Kritikal yang mengarahkan pandangannya secara lebih khusus pada proses sosial;

—aptara lain karena pengarub.penyalah-ginaan kekuasan .(abuse .. of —powerk.. baike

politik maupun ekonomi, dan keterbatasan sarana (means) untuk mencapai tujuan

{goal) menurut cara-cara tertentu (teori anomi).

Kesemua teori dalam mazhab tersebut juga belum dapat mengungkapkan

secara memuaskan mengenai faktor penyebab timbulnya kejahatan karena memang
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kejahatan bersifat sangat individual. Umpamakanlah, dua orang yang betul-betul
- hidup dalam keadaan yang sama, mepunyai kesempatan yang sama, dan juga sama-

- sama tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya, belum tentu sama-sama akan

: _:'_meiakukan kejahatan. Yang satu mungkin berani yang lain takut. Tetapi tidak

mungkm dapat dikatakan bahwa i\eberaman adalah unsur kejahatan dan ketakutan
-'_-"adatah unsur kebaikan,33

~ Oleh karena itu, ada pula yang mengelompokkan kejahatan ditinjau dari segi
motivasinya. Ada kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan agresif, kejahatan
politik, dan lain lain. Dari sudut ekonomi, dengan mengkaji hasil penelitian dari
beberapa pakar sekilar abad ke 19 lerutama yang berkenaan dengan hubungan antara
pencurian dengan kesukaran hidup, antara pencurian dengan harga gandum, penjahat
~-ekonomi dengan’ pengangguran, dan fain lain, Bonger sampai pada’ kesimpulan

hahwa:

Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah terbukti sangat besar -
asal saja, yang dimaksud dengan kesengsaraan bukan hanya ‘hampir mati karena
kelaparan. ... gerak umum (trend) dari kejahatan ekonomi yang paling banyak
disebabkan karena kesengsaraan, yaitu pencurian biasa yang berkurang sejak
penghabisan abad ke-19, sesuai dengan berkurangnya kemiskinan di kalangan
rakyat jelata.3¢

Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk mencari sebab-sebab kejahatan. Dengan
menyadari kelemahan statistik kriminal seperti dikemukakan terdahulu, penelitian ini
mencoba mendeskripsikan fakta perkembangan pertumbuhan ekonomi dan industri
yang dipersandingkan dengan fakta perkembangan kejahatan, baik total maupun jenis
tertentu, secara statistikal. Dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier
sederhana/berganda, hubungan antara variabel-variabel tersebut tergambar seperti
pada tabel 10. Dengan Koefisien yang mendekati angka satu (dicetak tebal)

mencerminkan korelasi positif antara variabel-variabe! tersebut.

* Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen dan B.M.
Reksodipoetro, P.T. Pembangunan/ Ghalia Indonesia, Cetakan keenam, Jakarta, 1982, hal.
134.

36 1bidl, halaman 106.
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. Tabel 10
" Korelasi Antara Perkembangan Kejahatan 77
Dengan Pertumbuhan Ekonomi/ Industri, Tahun 1987 - 1991

| Variabel Deperden(y) - | Variabe Independen (¥ | PersamaanRegresi _}:(%‘ﬂ’;gf;i? |
-~ [Jumiah Kejahatan (Crime Total) |Ekonomi - - Y=163820+6313x| 085

Jumlah Kejahatan (Crime Total) {ind ustr Y = 225669 + 2261 ¥ 025
Jurmlah Kejahatan {Crime - |X1=Ekonomi, Y = 198300 + 6758 x1 0.93
Total) X2 = Industri - 3560 x2 ’
Jumlah Kejahatan bidang gy o 1 omi Y=-98+82x| 0,97
Ekonomi

aprian Kejahatan Pemalsuanl  |pe mbunan Industr Y=22+44x 03
Jumlah Kejahatan Tertentu Jumlah Proyek PMA/

=23 + 0,156 0,8

di bidang Ekonomi PMDN yang disetujui Y =23,14 y 0
Jumiaj EREEBank kareng Y A A B dhadaidn BB} Y=49+04| 076
kejahatan

Keterangan: 1. Data observasi sebagaimana diutarakan sebelumnya
2.Rumus: Y=a+bx1 +cx2 (Berganda)
Y=a+ bx {Linier Sederhana)

Gambaran merigenai persamaan regresi antara pemogokan dan kebakaran dengan
variabel [ain belum dapat disajikan, karena kesulitan memperoleh data yang penad.
Seharusnya perkembangan pemogokan dikaitkan dengan perkembangan jumlah
industri terutama olahan (manulaktur) padat karya, sedangkan kebakaran dikaitkan
dengan perkembangan  jumlah tempat usaha seperti pabrik, gudang dan pusat
pertokoan/perbelanjaan.

Berdasarkan uraian di atas, tidak berkelebihan kiranya untuk menyatakan bahwa
pertumbuhan industri berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan dan gangguan
keamanan [ain khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Berapa besar
korelasi antara kedua gejala sosial tersebut tidak dipersoalkan, karena sekali lagi di
sini bukan berbicara mengenai sebab - akibat, melainkan dampak yang satu terhadap
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_.8int bukan berbicara mengenal sebab - akibat, melainkan dampak yang satu terhadap

yang lainnya. Senada dengan ilu, Kongres ke-6 PBB mengenai ”Crime Trend and
Crime Prevention Slrateg;es“ antara lain menyaiakan ' '

. the correlauon bctween deve!opmen! and mcreasmg cnmmahty could not be

':_'ac ctplc,d as.a principle . . development was not criminogenic per se, but could

~‘became such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values
and did not include integrated social defence strategies.3’

‘Dari Seminar Analisa Dampak Sekuriti ke-2. tahun 1990 yang diselenggarakan oleh
PT?K (Perguruan Tinggi llmu Kepolisian), antara lain dikemukakan bahwa pada
dasarnya dampak industri terhadap sekuriti dapat berupa dampak fisik dan dampak
sosial. Keduanya dapat berpotensi unluk menghasilkan baik suatu  bencana

{kecelakaan), kerusuhan ataupun suatu tindak kejahatan.

Proses industrialisasi mempunyai potensi untuk mengakibatkan suatu ketegangan
(tension). Ketegangan didefinisikan sebagai suatu  kesenjangan (gap) antara
pengharapan (expectation) dengan pencapaian (achievement). ... makin tinggi
tingkat (index) industrialisasi makin besar ketegangan yang akan muncul.
Peningkatan ketegangan ini akan mencapai puncaknya pada momentum khusus
misalnya pada saat tinggal landas atau pada saat genjotan besar ("big push*).38

Dari sudut pandang sosiologi, industri :

merupakan sebuah faktor yang penting dalam membentuk masalah-masalah sosial
yang kompleks pada zaman kita. Hubungan buruh manajemen walaupun tidak
seperti pada masa lampau, permusuhannya masih membentuk suatu bidang
permasalahan dalam kehidupan Amerika. ... Akhirnya, industrialisme menciptakan
masalah-masalah etis dan bahkan filosofis berkenaan dengan hubungan manusia
dengan pekerjaan, dengan organisasi dan bahkan dengan seluruh masyarakat.
Keprihatinan zaman kita akan "pengasingan diri* mencerminkan sifat dan masalah-

*7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Penataran Kriminologi, di
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1991, halaman 9.

38 Farid Ruskanda, Analisa Mengenai Dampak Sekuriti {Amdas) Terhadap Pelita Lima : Sudut
Pandang Iptek dan Industri, Makalah Pada Seminar Analisa Dampak Sekuriti 1, di Perguruan
Tinggi Hmu Kepolisian, Jakarla, 27 Desember 1989, halaman 4.
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“masalah masyara!\at mdusm 39

Berdasarkan pembahasan d| atas, sebagal temuan kedua, dapat  dikemukakan

' bahwa pertumbuhan industri dan ekonom: pada umumnya memberikan dampak bagi
' ___'perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan Iam khususnya yang berkenaan _

dengan akhwtas bisnis.

BQrkenaan dengan dalil yang menyatakan korelasi negatlf antara kejahatan

' (ekon_oml) dengan kesejahteraan/pertumbuhan ekonomi nampaknya memang perlu

~diteliti lagi. Dahulu pelaku kejahatan bermotif ekonomi adalah mereka yang

sengsara, letapi pada masa sekarang ternyata tidak sclalu demikian. Pelaku kejahatan
adalah orang berdasi, terpandang, berkedudukan, berpendidikan, berpekerjaan

tetap, dan lain lain. Keserakahan nampaknya dapat dipandang scbagai motif yang

“penting dalam banyak kasus yang dijumpai, mulai dari pelaku kelas bawah sampai

tingkat tinggi. "White collar crime®, persaingan curang, kejahatan korporasi, dan fain
lain merupakan bukti bahwa kesengsaraan bukan lagi faktor yang banyak mendorong
orang melakukan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan
pergeseran korelasi antara kejahatan dengan pertumbuhan ekonomi dari yang negatif

menjadi korelasi positif.

PROSPEK USAHA PELAYANAN JASA SEKURITL.

Berbicara mengenai prospek usaha, di samping berbicara mengenai "supply”, yang
lerpenting adalah berbicara lentang "demand". Berbicara tentang "demand" berarti
harus terlebih dahulu mengkaji "marketing”. Konsep "marketing" tidak hanya
mencakup “demand” yang sudah dikaitkan dengan "purchasing power" tetapi juga
mencakup latar belakang pendorongnya yaitu "want” dan "need". Untuk memperoleh
gambaran mengenai "need” dari suatu pangsa pasar, maka terlebih dahulu harus
diketahui  kepentingan yang mendorong seseorang atau - sekelompok orang
membutuhkan sesuatu. Seseorang butuh makan karena lapar atau akan kelaparan jika

ERIS IR PRl Jyrepavu Peaes b | 3 2 % P R S S Y B 2, o d
SRR R AU RS PR TR S T am alravdtr i lia i e/ dl ald U I\L.Icl?Jcl.lcl]l.

Kepentingan dari para pengusaha adalah profit. Walaupun ada dua konsep

39 Eugene. B. Schneider, Sosiologi Industri, Alih Bahasa : J.L. Ginting, Aksara Persada, Edisi
kedua, Jakarta, 1986, halaman 3.
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mengenai profit, yaitu "profit maximazation" (old concept) dan "customer- creation” -
~ (Peter F. .Drucker), tetapi .béigaim.énapu.n setiap korporasi yang ‘"economically
motivated" harus "profitable” atau minimal tidak merugi. Kerugian perusahaan dapat
_ ._cfiséil.)ébkan_karcna berbagai fakior; salah satu di antaranya adalah karena kejahatan
' termasuk gangguan keaman_an'_iainnya yang menimpa perusahaan. Dan kenyataannya

~tidak ada perusahaan yang bebas dari ancaman kejahatan.

Pada paragraf di atas telah diulas mengenai perkembangan kejahatan, yang
merupakan obyek dari sistem sekuriti. Timbul pertanyaan, apakah dengan metode dan
kekuatan (subyek) sekuriti yang dimiliki saat ini kalangan bisnis memandang sudah

mampu mengalasi obyek ¢ Jawabannya dapat disimak dari hasil angket penelitian.

Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Dewasa ini. Dari jawaban angkel ternyata 55
% responden “"mengaku" telah mampu memanajemeni pengelolaan sekuriti dengan
baik. Ada faktor yang mempengaruhi jawaban sehingga perlu diperhitungkan dalam
menilai data dimaksud. Bahwa sebenarnya jawaban angket diharapkan diisi oleh
pimpinan perusahaan/atasan dari manajer sekuriti yang sekaligus memberikan
penilaian atas kemampuan manajer sekuritinya. Tetapi diduga kebanyakan angket
diisi oleh manajer sendiri (terlihat dari beberapa disposisi dan laporan peneliti
lapangan). Karena itu faktor subyektivitas diduga ikut menyusup dalam jawaban
tersebut. Dugaan tersebut diperkuat lagi oleh data 55 % yang menyatakan bahwa

sistem sekuriti belum terjamin sepenuhnya.

Demikian pula halnya dengan jawaban mengenai penerapan konsep perlindungan
informasi, instalasi komputer dan personil, yang diduga karena kekurang-pahaman
yang mendalam mengenai konsep dimaksud. Sekitar 70 % responden menyatakan
telah mengembangkan konsep pengamanan obyek-obyek tersebut. Sampai di mana
keampuhan konsep tersebut belum teruji atau teruji lagi oleh kejahatan atau setidak-
tidaknya belum dapat diketahui melalui penclitian ini. Tetapi dari hasil survei
mahasiswa PTIK angkatan XXVI tahun 1990 terhadap beberapa Hotel di Jakarta

menjelang "Tahun Kunjungan Indonesia 1991" ternyata sebagian besar (75 %) masih
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mengandung berbagai kelemahan; itupun baru dari segi-pengamanan fisik. 40 - -

Dari segi obyek, terungkap bahwa lebih dari 61 % responden menyatakan "pernah"
."'_mengalamx kerugian karena masalah sekuriti 1ermasuk pefecehan dampak sekuriti dari
'. '."'suatu kepulusan Memang dari jawaban angket jarang yang menyatakan "senngka!l"
"."'alau ”l«:ac:iangJ -kadang". . Hai tersebut dapat  dimaklumi karena jarang orang yang
_.terbuka den;:,an probiemnya Hambatan demikian pada umumnya dihadapi dalam
penelitian kriminologi (lihat paragraf 1 bab Ii). Karenanya, dari jawaban demikian
sebenarnya telah mencerminkan indikasi mengenai problem sekuriti pada banyak

perusahaan.

Ulasan di atas menggambarkan kondisi dewasa ini. Timbul pertanyaan, bagaimana
halnya dengan masa-masa mendatang, termasuk dampak percepatan pertumbuhan

industri yang kemungkinan semakin dipacu oleh kehadiran AFTA,

Tabel 11.

Kecenderungan Perkembangan Kejahatan/ Gangguan Lain

No Observasi Variabel Dependen {Y} Persamaan Regres|

1 1887 - 1991 [Jumlah Kejghatan (Crime Total) .Y = 193.858 + 3.930 x

2 1883 - 1991 |Tindak Pidana di bid Ekonomi Y =34,1+ 59,6 x

3 1583 - 1981 |Kejghatan di bidang Perbankan ¥ =355+33x

4 1983 - 1991 |Kejahatan Pemalsuan Merk Y=0,8+73%

5 1983 - 1991 |Kejahatan Hak Cipta Y =-13,98 + 10,13 x
6

1983 - 1891 |Kejahatan Lain-lain (ekonomi) ¥Y=-1,13+8,12x

Jumiah Kejahatan tertentu di
bidang Ekonomi

Kebakaran tempat usaha di dasrah
Palda Metro Jaya

Pemagokan di Tangerang, Bekasi
dan Jakarta Barat

7 1083 - 1991 Y =1811+293x

8 1987 - 1992 Y =17,95 + 12,5

8 1690 - 1952 Y=4+78%

Kelerangan @ 1. Data Obseryasi sebagaimana dintarakan sebelurnya

2. Variabel independen (X) adalah periode waktu
3. Rumus 1 Y = a + bx

0 Perwira Mahasiswa Perguruan Tinggi llmu Kepolisian, Angkatan XXVHI, Laporan Hasil
Survei Terhadap Holel dan Obyek Wisata Menyongsong Tahun Kunjungan Indonesia
1991 fakarta, 1990,
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Kecenderungan Perkembangan Kejahatan. Dari tabel 10 di atas memberikan
gambaran mengenai hubungan positif antara perkembangan industri dan kejahatan.
.' -Deng,an mengjg,unakan rumus regresi linier sebagaimana hasilnya lerlera pada tabel
11,7 maka . ‘pada - masa mendaiang, kecenderungan - perkembangan kejahatan

' :-..:dtperi\srakan terus mengikuti arab grafik yang menaik; sudah barang tentu jika semua

' -faklor yang mempengaruhmya -baik pendukung maupun penghambat- bergerak

- secara konstan 5c,p<:rE| pada masa-masa sebelumnya. Catatan tersebut pertu diberikan
ni_engingat kejahatan dipengaruhi oleh berbagai fakior yang sukar diidentifikasikan
secara pasti. Berbeda dengan pembangunan yang dihasilkan melalui  proses
perubahan yang direncanakan maka kejahatan bukan saja tidak direncanakan tetapi
juga lidak diinginkan.

- Kemungkinan semakin melajunya perkembangan kejahatan dikuatkan pula oleh
dampak ‘pembangunan dan indusui sebagaimana dikemukakan di atas. Tetapi
nampaknya, perkembangan kejahatan tidak hanya meningkat sccara kuantitatif letapi

juga secara kualitatif di samping perkembangan jenis-jenis kejahatan baru.

Dari segi kualitas, perkembangan kejahalan menyangkut pengelompokan pelaku
(menjurus ke "organized crime”) dan penerapan konsep manajemen (rata-rata 36,25 %
setahun dengan peningkatan 0,27 % tiap lahun); semakin meningkatnya jumlah
pelaku wanita, pelajar/mahasiswa (5,26 %), pengusaha (13,22 %), dan pegawai
negeri/anggola ABRI (1,08 %). Penggunaan sarana berkembang ke arah penerapan
teknologi  antara  lain penggunaan sarana komunikasi, komputer, transportasi,
senjata api, bahan peledak, dan bahan kimia. Dari segi modus, kualitas kejahatan
berkembang dengan penggunaan alal kekerasan -bukan sekadar untuk membela diri-

dan taktik yang jitu, serta penggunaan nama, gaya, dokumen, dan pejabat palsu. 41

Dari scgi jenis, berkembang kejahatan baru atau berdimensi baru terutama yang
berkenaan dengan  aktivitas. bisnis. Dalam hal ini, Kongres ke-5 PBB lentang

Penanggulangan Kejahatan pada tahun 1975 di Jenewa meminta perhatian Lai

il

terhadap :

1 Kepala Kepolisian R, Kecenderungan Perkembangan Keiminalitas dan Konsep
Penanggulangannya dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, makalah pada Seminar
Lustrum VII jurusan Himu Sosiarti Fisipo! - UGM Yogyakarla, 1992, halaman 7.
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"crime as business” yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan materiil
melalui kegiatan dalam bisnis dan industri, yang pada umumnya dilakukan secara
terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang
dalam masyarakat; lermasuk dalam kejahal_ah ini a.l. yang berhubungan dengan
'-pén_cféf'naran lingkungan, _pérlin_dwi_gan konsumen dan dalam bidang perbankan, di
" samping kejahatan- kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "organized crime”
"white collar crime" dan korupsi.+2

Berkenaan dengan kejahatan perbankan, sebuah seminar menyimpulkan bahwa
sebagian besar kejahatan perbankan selalu melibatkan orang dalam, sehingga dunia
- perbankan nasional diminta waspada terhadap kemajuan teknologi dan perekrutan

tenaga profesional. Di samping itu dikemukakan pula bahwa :

... problema paling besar yang dihadapi Indonesia di masa depan, adalah
kehadiran organisasi kriminal yang memiliki_reputasi internasional seperti Mafia
dari Amerika Scrikal dan Yakuza dari Jepang. Menurut Barry A.K. Rider, pengamat
dari Cambricge University, Inggris, oiganisasi  kriminal tersebut mempunyai
Jaringan kerja sangat rapi dan memiliki hubungan dengan sekitar 98 % perusahaan
publik yang tercatat di Tokyo, Nagoya dan Osaka,*3,

Mengenai  kejahatan  yang  memanfaatkan  komputer,  Kongres ke-8 PBB

mengemukakan berbagai perlimbangan antara lain

the growing utilization of computer technology and world-wide computer and
telecomunication networks as_an integral part of contemporary international
financial and banking operations can also create conditions that greatly facilitate
criminal eperations within and between countries.

Prakiek terorisme nampaknya tidak hanya sekedar sebagai alat politis letapi juga
merasuki aklivitas dan kepentingan ‘bisnis. Perkembangan demikian memungkinkén
berkembangnya "the business of counter terorism" di negara-negara maju. Pada masa-

masa mendalang, kejahalan 1erorisme bukan tidak mungkin teriadi di Indonesia vang

dapat mengancam para miliuner dalam kaitannya dengan persaingan bisnis.

2 Barda Nawawi Arief, On.Cit., halaman 16.
43 Bisnis Indonesia (Ed), Kejahatan Bank Libatkan Qrang Dalam, 16 September 1992,
4 Barda Nawawi Aricf, Op.Cit., halaman 20,
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Pencurian di pasar-pasar swalayan ternyata menyedot kerugian yang tidak kecil di-
Amerika Serikal; sistem pendataan kejahatan di Indonesia belum memungkinkan
mengungkapkan tabir kejahatan dimaksud. Peluang bagi timbulnya kejahatan
pencurian barang di toko/pasar swalayan nampaknya semakin terbuka. Untuk masa-
masa mendalang jenis kejahatan tersebut bukan tidak mungkin terjadi dan bahkan

B mungkin sudah sering terjadi tetapi tidak diperlaporkan kepada polisi di Indonesia,

- Pemogokan merupakan taktik scrikat-buruh untuk menckan majikan. Tidak ada
taktik lain yang dapat membuat kerugian yang begitu besar bagi manajemen dalam
waktu begitu cepal, selain pemogokan. Pemogokan langsung menghentikan produksi
dan penciptaan laba, memutuskan majikan dari pasar dan sumber bahan mentahnya,
bahkan acapkali dapat mengancam eksistensi suatu perusahaan. Lebih parah lagi
risikonya, jika ditkuti dengan tindakan kekerasan seperti yang terjadi beberapa kali di
Tangerang ‘dengan kerugian milyaran rupiah (bab 1l). Dengan hembusan angin
kebebasan, demokrasi dan hak azasi yang dipancarkan dari negara-negara liberal,
maka pemogokan atau ancaman pemogokan akan tetap merupakan taktik yang

sewaktu-waktu digunakan oleh serikat pekerja di masa-masa mendatang.

Kecenderungan perkembangan beberapa jenis kejahatan tersebut di atas
merupakan "sample" yang dapai mencerminkan gambaran perkembangan kejahatan
secara menyeluruh. Prediksi demikian dikuatkan lagi oleh kemungkinan, baik dampak
kebijakan AFTA termasuk PMA maupun, akibat transparansi dunia karena pengaruh
globalisasi.  Senada dengan itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia
mengemukakan:

Dipacu oleh berbagai faktor, terutama pertambahan penduduk, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, maka perkembangan kejahatan
yang akan kita hadapi dalamy pembangunan jangka panjang kedua akan semakin

besar jumlahnya, semakin canggih dan kompleks kualitasnya serta difakukan
secara profesional. 46

Lebih dari itu, dengan semakin ketalnya persaingan bisnis, maka praktek spionase

pada wakiunya diduga bisa hadir pula di Indonesia, seperti yang terjadi atas Mitsui

43 Eugene V. Schneider, Op.Cit., halaman 338.
6 Kepala Kepolisian R, Qp.Cit., halaman 23.
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kontra Nomura selama Perang Dunia 1, dan Motorola Inc. kontra perusahaan-
-.perusahaan elekironik Jepang pada tahun 1987. Bahkan polisi Jepang menggerebek
kantor Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Toyo Umpanki C. Lid. untuk mencari
~dokumen yang dituduh dicuri oleh Kiyoshi Ohta (1991).47 Demikian pula halnya
dengan taktik pengecohan dalam kerangka intelijen bisnis juga diduga akan semakin
fneiﬁingkat. Peranan organisasi-organisasi kejahatan yang berpraktek di Amerika dan

Jepang bukan mustahil merambat ke dalam dunia bisnis Indonesia.

Walaupun perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas cenderung
meningkat  tetapi sebelum  sampai pada  kesimpulan mengenai prospek usaha
perlu diwaspadai bahwa persoalan kejahatan bukan persoalan bisnis. Kejahatan akan
merupakan permasalahan bisnis jika akibatnya dapat membawa kerugian bagi

perusahaan.

Kerugian Perusahaan. Setiap perusahaan akan menghadapi ancaman baik berupa
kejahatan maupun gangguan ~dan kelalaian yang merugikan. Jenis kejahatan yang
biasanya menimpa perusahaan adalah penipuan dan penggelapan, termasuk "white
collar crime”, pemalsuan merk, pencurian mulai dari yang dengan kekerasan (robbery)
sampai “éhoplifting“, hak cipta, dan lain lain, baik yang dilakukan oleh orang luar
maupun karyawan sendiri. Belum lagi akibat gangguan keamanan lainnya seperti
kebakaran dan pemogokan. Semua itu akan membawa kerugian yang tidak kecil bagi

perusahaar.

Kerugian lain yang mengancam perusahaan juga dapat bersumber dari pelecehan
dampak sekuriti dari setiap kebijakan pimpinan perusahaan, seperti kebocoran
informasi, pembajakan karyawan, kredit macet, komputer sampai pada spionase
bisnis. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa perkembangan
ekonomi khususnya industri membawa seria dampak bagi timbulnya kejahatan dan

gangguan keamanan lainnva,

Sisterrperekararndata—kepolistannampaknya - belum remungRInikan ™ uniur
mengetahui berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan/gangguan

keamanan khususnya yang berkenaan dengan aktivitas bisnis di Indonesia. Tetapi di

47 John thalauw, Business Intelligence : Suatu Alat Manajerial Untuk Keunggulan Kompetitif,
(Bahan Kuiiah), halaman 36
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Amerika, seseorang yang membeli selembar baju seharga $ 20 pada toko pengecer
pakaian harus membayar lebih $ 3, untuk menutupi kerugian akibat pencurian
sebelumnya. Karena i.u_j "the cost of economic crime" sangat besar (astronomical).
- Pengusaha Amerik_a _ke_hifangan sampai lebih dari $ 114 mi.lyar setiap tahun, atau
Safné dengan pengeluaran _faerusahaan .f.\rr.x_e.rika dalam usaha biro perjalanan (travel)
: .d_an hiburan {entertainment).® Atau seperti dikemukakan Post {bab 11}, bahwa "cost of
~ crimes” mencapai US § 137 perkapita.

Berkenaan dengan kensep pembebanan risiko kejahatan kepada pelanggan,
nampaknya dipraktekkan pula oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Hal tersebut
terlihat dari selisih bunga kredit dengan bunga deposito, yang menurut Kamardy4?
minimal harus 5 % yaitu untuk menutupi "overhead cost” dan jaminan risiko (kredit).

Sebagaimana dikemukakan dalam bab I, jumlah kerugian bank akibat kejahatan

rata-rala Rp 210 milyar setiap tahun.

Terhadap fakta dan pertimbangan di atas, pangsa "pasar yang kritis sudah barang
tentu akan berkomentar bahwa sistem sekuriti yang diterapkan dewasa ini ternyata
"ampuh" untuk menghadapi dan "mencegah" segala gangguan. Telapi bagaimana

sebenarnya ¢

Kemampuan Pengelolaan Sekuriti. Sistem sekuriti yang diterapkan dewasa ini
mungkin saja dapat dipandang "mampu® menghadapi segala ancaman masa lalu dan
dewasa ini karena problematiknya yang belum begitu kompleks; itupun kemungkinan
karena diambil alih instansi berkompeten. Sedangkan untuk "mencegah® kejahatan
mungkin saja karena belum teruji kemampuannya, atau karena memang belum
pemah terjadi gangguan. Tetapi untuk menghadapi kejahatan seperti digambarkan di

atas pada masa-masa mendatang, kemampuannya masih diragukan.

Menteri Pariwisala, Pos dan Telekomunikasi ternyata juga menemukan hal yang

sama dengan hasil survel mahasiswa PTIK seperti diutarakan di atas, yaitu meragukan

sislem pengamanan hotel, selelah sistem Holel Bali Beach teruji "kemampuannya®

khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Karena itu Menteri

* William C. Cunningham, dengan kawan-kawan, Private Security Trends 1970-2000,
Butterworth-Heinemann, Stoneham, 1990, halaman 17,
# Dikemukakan dalam forum "Dialog Ekonomi" RCTI, tanggal 2 Januari 1993,
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- menginstruksikan kepada semua pengusaha hotel agar memeriksa kembali sistem

‘pengamanannya masing-masing.>?

Dewasa Ini posisi - manajer atau "chief* sekurili pada umumnya diisi oleh

--'f:.iurha_\.«)i_rayj.fan' bahkan - anggo_ta' organik ABRI (50 % responden). Seorang

w pljrhaw_iraw'a:} p'erw'ira tinggi ABRI yang fnegijadi konsultan pada sebuah perusahaan

: ba'han':"pakaian dan garmen di Tangerang vyang mempekerjakan sekitar 20
- purnawirawan ABRI yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa kemampuan
fenaga dimaksud sangat rendah. Penggunaan "power" sangat menonjol sedangkan
kendali lemah; jika membuat laporan cenderung berisi "aman TKA (Tidak ada
Kejadian Apa-apa} dan "sense of security” lemah. Pernyataan tersebut juga didukung
oleh salah seorang direkiur pada suatu perusahaan konstruksi dan sekaligus konsultan

untuk pemasangan peralatan sekuriti.

Kasus pemogokan yang menimpa PT. Timur Kencana menguatkan penilaian

penggunaan "power" yang berlebihan oleh anggota/purnawirawan ABRI.

Menurut mereka, saat meninggalkan tempat kerja menuju kamar kecil, mereka
selalu diawasi dan dijaga oknum ABRI yang merangkap kerja di perusahaan. ...
bahkan ada yang dipaksa ‘push up’ ... karena terlalu lama di WC. ..... general affair
manager mengatakan .."saya minta bantuan mereka karena pernah lerjadi
pencurian hasil produksi yang dilakukan karyawan,!

Berdasarkan ulasan di atas, maka pada masa-masa mendatang, yang dibutuhkan
adalah tenaga sekurili yang profesional; bukan berdasarkan kekuasaan. Di Amerika,
pemberian kelengkapan senjata -di indonesia kebijaksanaan demikian sangat selektif-
untuk personil sekurili semakin berkurang secara dramatis dalam 20 tahun terakhir.
Dengan estimasi sekitar 50 % personil sekuriti yang dipersenjatai pada tahun 1970
turun menjadi sekitar 10 % pada tahun 1980 dan mungkin hanya sekitar 5 % pada
tahun 2000.52

0 Suara Pembaruan {Ed), Sermua Hotel Diinstruksikan Periksa Sistem Penpamanannya, 23
januari 1993.

St Kompas {Ed), ke WC pun diawasi, 1500 Pekerja Mogok, 30 Desermber 1992.
32 William C. Cunningham, Op.Cit., halaman 321.
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L Dari.-scgi kekuatan, jumlah anggota Salpam seluruh Indonesia 134.668 orang
{1991/1992) ditambah tenaga manajet/pimpinan sekuriti pada semua perusahaan
menengah sekitar 30.000 orang, berarti berjumlah sekitar 165.000 orang; hampir

- sama dengan kekuatan Polri (1 : 1), Di Amerika Serikat jumlah kekuatan “private

"3.:'s_c_ec:u'_afi_t}_f_‘;_'-_.se'ki_ta_r; 1,5 juta orang (1990) atau. sama d'engan 3,4 : 1 dengan kekuatan
' "p.'ub'lic _Se_éurity". Dibahdingkan dengan populasi, maka kekuatan "private securuily” di
sana 6 orang di antara 1000 penduduk atau 12 orang di antara 1000 tenaga kerja. %3
”'Seda_ng_‘kan di Indonesia sama dengan 9 di antara 10.000 penduduk atau 2 di antara

1000 tenaga kerja.

Mengenai kebutuhan tenaga manajer sekuriti di Amerika cenderung semakin
meningkal. Pada tahun 1982 perbandingan manajer dengan anggota "Satpam" adalah
17 1 100 sedangkan tahun 1990 adalah 25 : 100.(Composition of proprielary security
organization}.*

Prospek. Dari rangkaian telaahan yang diutarakan di atas, dapat dipetik beberapa
sari yailu ¢
1} perkembangan kejahatan/gangguan yang menimpa perusahaan terus

meningkat dalam beberapa tahun terakhir;

2) walapun para pengusaha cenderung ‘“mengaku" mampu menangani
pengelolaan sekuriti dewasa ini, tetapi kemampuan dimaksud diragukan
keampuhannya untuk menghadapi ancaman pada masa-masa mendatang;

3) kecenderungan perkembangan kejahatan akan terus meningkat, baik dari segi
kuantitas terutama kualitas dan jenis-jenisnya, jika perkembangan faktor-faktor
penghambat dan pendukung bergerak secara konstan seperti pada tahun-

tahun sebelumnya;

4) dampak pertumbuhan industri termasuk kebijakan AFTA diduga akan terus

maninaleatlam morleamabhansan leaisthabame
& PerieifoaRgalti-weamiawai)

5) ‘cost of economic crimes" cukup tinggi sehingga jika menimpa sesuatu

perusahaan dapal mengakibatkan kerugian yang cukup besar;

bid., halaman 32.
ibid,, halaman 210.
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6) pekerjaan sekuriti {private} pada masa-masa mendatang lebih membutuhkan

tenaga profesional dari pada yang berdasarkan "power".

Oleh karena itu, jika telaahan di atas dikaitkan lagi dengan teori Maslow tentang
‘hirarkhie kebutuhan yang diutarakan dalam bab |l, maka sebagai temuan ketiga dapat
- disimpulkan bahwa berdasarkan kajian “marketing" khususnya dari aspek
kepenﬁngan dan "need" yang ditinjau dari segi obyek, metode dan subyek sekuriti,
prospek usaha pelayanan jasa sekuriti secara potensial cukup cerah untuk
dikembangkan.

. KELAIKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKURITIL

Dalam konteks "marketing", uraian di atas telah memberikan gambaran mengenai
"need" dan kepentingan yang melatar belakanginya, sehingga sampai pada temuan
mengenai prospek usaha yang cukup cerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai
"demand" pangsa pasar maka selanjutnya perlu ditelaah mengenai "want" atau minat
calon konsumen. Dari sudut "supply" perlu dibahas mengenai minat calon peserta

sekaligus sebagai pemasok.

Dengan memperhatikan data “demand" dari calon konsumen maka dapat
dikatakan bahwa jasa yang ditawarkan cukup "feasible" untuk dipasarkan; tercermin
dari jawaban mengenai minat untuk menseleksi hasil didik, baik tenaga sekuriti (77,7
%) maupun karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas (83,3 %). Dari
jawaban angket bahkan diperoleh masukan baik mengenai bentuk program
pendidikan maupun materi dan kemampuan yang diharapkan dari hasil didik sebagai
bahan penyusunan kurikulum.

Ditinjau dari sudut "supply", walaupun hanya sekitar sepertiga responden yang
menyatakan berminat, tetapi separuh yang lainnya juga dapat dipandang sebagai
"simpatisan” yang sewaktu-waktu dapal mengalihkan minatnya; mereka menempatkan

peluang pendidikan ini pada prioritas yang lebih rendah. Responden dari kalangan -

pelajar/pencari kerja dan anggota Satpam juga memberikan masukan mengenai
bentuk program pendidikan yang disarankan. Dalam hal ini para pelajar/pencari kerja
justru mendukung program diploma bahkan program gelar. Mereka yang mampu
membaca situasi dan memprediksi masa depan sudah barang tentu mempersoalkan

profesionalitas dalam pengelolaan sekuriti.
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Berdasarkan gambaran minat (want) baik dari aspek "demand" calon "user" maupun
.'dari_aspek "supply” calon peserta {pemasok) tersebut di atas, maka sebagai temuan
-keempat dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek "marketing"
. gagaSar_; pémbentﬁkan lembaga pendidikan manajemen sekuriti cukup laik (feasible)

o untuk _dik?m_bangkan.

Sisi lain yang perlu dipertimbangkan berkenaan dengan gagasan ini adalah
mengenal kemungkinan mengadakan sinergi-dengan instansi yang berkompeten

- khususnya Polri.

. SINERCI.

Walaupun sesungguhnya konsep sinergi sebagai wujud kerja sama saling
menguntungkan antara dua pihak telah lama dikenal, tetapi menjadi populer setelah
dipublikasikan oleh Kenichi Ohmae. Ohmae menggambarkan konsep sinergi dengan
rumus ‘cross vertilization of strength”. Contoh : 2 + 3 = 5 Plus. Penggabungan ini
memberikan "synergistic effect. Sinergi dapat dilakukan pada tahap pendahuluan
(start up) maupun pelaksanaan (operating) dan dapat memberikan "sinergistic effect”

dalam fungsi manajemen, penjualan, pembiayaan maupun investasi.

Selama hampir 20 tahun Polri menghadapi permasalahan mendasar dalam
mendidik (pre-service training) calon personil, khususnya untuk bintara dan perwira
yang berasal dari sarjana. Pada periode Pelita kedua -pembangunan ABRI yang
pertama atau disebut periode perencanaan strategi {(Renstra) 1- alokasi anggaran
pembangunan khususnya pendidikan pembentukan bintara dan perwira (sarjana) Polri
disamakan dengan TNI yaitu masing-masing empat bulan. Keterbatasan masa
pendidikan tersebut antara lain mengakibatkan merosotnya sikap dan tindakan
anggota Polri di lapangan yang populer dengan masalah “citra" pada sekitar akhir
tahun  70-an. Untuk mengatasi masalah tersebut Menteri Pertahanan

Keamanan/Panglima ABRI antara lain menegaskan ;

.......... menuntut agar setiap anggota Polri mahir dalam bidang hukum dan tunduk
terhadapnya. Oleh  karena itu, pendidikan dan latihan Polri tidak boleh
sepenuhnya dilaksanakan seperti dalam TN.L" 55

33 Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI, Kata Sembutan Pada Rapat Pimpinan ABRI,
di Dilly, 27 Maret 1979.




Sebagai tindak 3an;u1 dan kebijakan tersebut maka sistem pendidikan Polri ditata
8 kemball antara lain dengan memperpanjang masa pendidlkan bintara dari 4 {empat)
'-'_bu]an menjad: (sembilan) bulan kemudian 11 bulan dan pendldtkan perwira

'. .Z -(sarjana) dan 4 (empat) bu!an menjadi 9. (sembilan) bulan. Tetapl permasalahannya

'i_'{-?-sumber anggaran udak memungkmkan untuk mendukung program tersebut.. Oleh

karena itu, blaya pendidzkan seleiah masa 4 (empat) buian dlata51 dengan gaji peserta

' '-_dlcilk sendiri -secara formai dlangkat sebaga: anggota Poiri setelah 4 (empat) bulan
masa pcndidxkan

_ _Ke_b_:jakan tersebut masih berjalan hingga dewasa ini, karena kendala anggaran
masih ;juga belum terpecahkan. Di samping para anggota Polri tersebut mendapat
pertakuan yang berbeda dengan rekan-rekannya dari angkatan/TNI, kebijakan tersebut
jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen personil dan pengembangan
sumber daya manusia karena biaya pendidikan seharusnya dianggarkan oleh
‘organisasi.

- Kendala yang dihadapi Polri tersebut dapat dirubah sebagai peluang dalam
gagasan ini dengan jalan mengadakan sinergi. Dalam hal ini Polri dapat merekrut
persbsaii dimaksud dari keluaran pendidikan ini. Lulusan program D 1 diarahkan untuk
mengikuti seleksi bintara sehingga dengan masa pendidikan selama 4 {empat) bulan
sesuai alokasi anggaran yang tersedia dipandang cukup untuk mendapat bintara yang
diharapkan. Kurikulum program D | dirancang sedemikian rupa sehingga mampu

mengakomodasikan "requirement" yang dituntut Polri.

Untuk fulusan program akademi (D 1ll) dan program gelar (S- 1} nampaknya tidak
dapat diatasi dengan konsep tersebut di atas, karena masukan bagi pendidikan
perwira (sarjana} direkrut dari berbagai disiplin ilmu. Tetapi apabila dibicarakan
dengan pimpinan Polri, bukan tidak mungkin lembaga pendidikan ini merancang

program  khusus untuk kepentingan dimaksud. Artinya, lembaga pendidikan ini

menyelenggarakan program. khusus_pra_pendidikan Sekolah. Perwira. Polri,.selama
enam sampai sembilan bulan. Lulusan program inilah yang diseleksi oleh Polri untuk

dididik lanjut selama 4 (empat) bulan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.
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Di samping itu, masih ada kemungkinan lain, yailu dengan mengusahakan agar
- lulusan program D Iil dan program S 1 juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi.
Dengan demikian sefain’ bersumber dari disiplin hukum, psikologi, kedokteran, fisika,
':éd_an-_ja_i;1 lain, "in take" perwira Polri juga dapat _b__e_réumber dari disiplin manajemen
‘khususnya -sekuriti. -Perwira dimaksud dapai--diat&ahkan ~untuk fungsi Bimbingan

Masyarakat khususnya pembinaan Kamtibmas datam lingkungan usaha.

Sinergi tersebut sudah barang lentu akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

Bagi Polri, manfaal yang dapat dipetik anlara lain :

1) pelurusan kembali kebijakan pendidikan sehingga tidak lagi “mengalihkan" gaji
' pérsonilnya untuk keperluan pendidikan, tanpa harus "mendambakan® lagi
penambahan anggaran negara; secara psikologik hal tersebut tidak lagi
membebani perasaan personil dimaksud dengan perlakuan yang "tidak adil"
yang dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan

lugas mereka;

2) perangkal pendidikan yang selama ini dioperasikan secara penuh selama
hampir satu tahun dapat dikurangi menjadi 4 {empat} bulan; kekosongan
waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan-pendidikan
kejuruan (in-service training) yang selama ini seringkali sukar dilaksanakan

karena kendala daya tampung fasilitas pendidikan;

3)  personil dan purnawirawan Polri dapat diikut sertakan dalam "usaha" ini baik
untuk tenaga-tenaga manajemen maupun pendidik.

Dari pihak penyelenggara pendidikan, sinergi tersebut jelas akan memberikan
manfaal yang cukup besar. Dengan leori "economy of scale! maka perluasan pangsa
‘pasar" lersebut akan menekan biaya sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan
"revenuc™,

ﬁlhn)::an clari ;’nh'\!( !"’Ug’i, sinergi-ters st
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Mereka yang berhasil lulus seleksi -sudah barang tentu harus diperketat- mempunyai

peluang yang cukup besar untuk mengabdikan diri dalam pekerjaan kepolisian.

Tetapi kalaupun gagal, mereka masih memiliki peluang untuk melamar sebagai

pekerja/pejabat sekuriti pada  perusahaan, lembaga pemerintah non fungsional
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. keamanan, dan lembaga-lembaga lain seperti rumah sakit, kampus pendidikan, dan

1ain lain.

‘Berkenaan dengan "puchasing power" (tingkat daya beli) calon peserta nampaknya
-'-_udak u_rlalu mcng,khawauri\an sebag,a:mana uiasannya yang disajikan pada paragraf

berlkul ini, sub~paragraf analisis titik impas khususnya mengenai rencana "harga jual”.

Sebaga; gambaran bahwa jumlah penerimaan personil {in take) Polri setiap tahun
sekitar 5.900 bintara dan 100 perwira (sarjana). Dengan demikian tingkat kelaikan
pembentukan lembaga pendidikan ini akan semakin tinggi jika sinergi antara

pemrakarsa/penyelenggara dengan Polri berhasil dibangun.

. TELAAHAN ASPEK KEUANGAN.,

Telaahan aspek keuangan akan meliputi analisis mengenai biaya investasi, biaya
tetap {fix cost), biaya tidak tetap (variable cost), titik impas (break event point), laporan
rugi laba (income statement), penilaian investasi, dan penanggulangan risiko.
Pemikiran untuk mengadakan sinergi dengan Polri belum diperhilungkan secara

kuantitatif dalam telaahan ini.

Biaya investasi. Luas lahan yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah tinggi minimal
5.000 M2. Dengan perlimbangan arah pengembangan kota khususnya bagi fasilitas
pendidikan beserta daya dukung seperti tenaga pendidik maka lokasi yang dipandang
tepat adalah di wilayah Depok. Di wilayah Depok harga tanah relatif masih lebih
murah, yailu rata-rata sekitar Rp. 100.000,- perM2. Dengan demikian biaya investasi
untuk lahan mecapai sekitar Rp. 0,5 mityar.

Sehubungan dengan kebutuhan fasilitas latihan maka luas lahan untuk kampus
induk dapat dibatasi menjadi sekitar 3.000 M2. Untuk fasilitas latihan dibutuhkan
sekitar 2,5 ha di luar kola sekitar Jakarta dengan perkiraan harga tanah masih sekitar
Rp 20.000 perM2. Dengan demikian biaya pengadaan lahan = 3.000 x Rp. 100.000,-

+ 22000 X Kp. 20.000,- = Kp. U,8 Milyar. Ditambah biaya pembebasan, perataan,
administrasi pengalihan hak, dan lain lain dibulatkan menjadi Rp. 1 milyar.

Luas bangunan yang dipersyaratkan bagi suatu sekolah linggi minimal 700 m2.
Fasilitas bangunan di tempal latihan yaitu untuk kantor, ruang kelas, dan asrama

sekitar 300 M2, sehingga luas bangunan seluruhnya menjadi 1.000 M2. Index biaya
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~ bangunan sekitar Rp. 350.000,- perM2. Dengan demikian biaya investasi untuk

bangunan berkisar antara Rp 350 juta.

. Dl_sampmg itu masih dibuluhkan prasarana lain seperti listrik, lelepon, air, pagar,

o }'a:lah' ha’léman upacara/parkir selokan, dan prasarana latihan. Biaya yang diperlukan

S unluk I\ebuluhan tersebut, ‘secara’ sederhana diperkirakan sekitar Rp. 350 juta.

o Dr_ngan demikian tolal biaya investasi prasarana minimal mencapai sekitar Rp. 1, 7

‘milyar.

Kebutuhan sarana untuk sualu fasilitas pendidikan yang memadai dapat mencapai
sekitar Rp. 280 jula, termasuk untuk fasilitas penunjang seperti perpustakaan,

komputer, contoh peralatan sekuriti, dan lain lain. (Rincian pada Lampiran VI1).

Di samping untuk aktiva tetap berwujud, biaya investasi juga perlu dianggarkan
‘untuk aktiva tetap lak berwujud. Biaya persiapan untuk aktiva tetap tak berwujud

melipull :

1) studi kelayakan (lanjutan) serta penyusunan rencana terinci, dan piranti lunak
' fainnya sekitar Rp. 3 juta;

2} proses peridzinan sekitar Rp. 4 juta yang melipuli persetujuan pembentukan
perguruan linggi (Ditjen Dikti) dan izin kursus (Ditjen Luar Sekolah);

3)  penyusunan kurikulum, silabi dan bahan ajaran untuk program diploma/gelar
Rp 4 juta;

4) penyusunan modul-modul bahan ajaran untuk program kursus Rp. 6 juta;

5) Penyiapan lembaga yang meliputi rekrutpelatihan tenaga, pencarian
peralalan, koordinasi dan lain lain sekitar Rp. 3 juta.

Jumiah biaya persiapan sekitar Rp. 20 juta.

Dengan demikian keseluruhan biaya investasi untuk suatu sekolah tinggi dapat
mencapai sekitar Rp 2 milyar.

frogram jangka Pendek. Ditinjau  dari  ketersediaan modal dan  proses
pembangunan, biasanya investasi untuk prasarana belum mungkin dilakukan pada
tahap awal pembentukan suatu lembaga pendidikan. Karena itu dalam praktek pada
umumnya, operasionalisasi sualu iemimga pendidikan tidak menunggu tersedianya

prasarana maupun sarana secara lengkap, tetapi dipenuhi sambil berjalan. Suatu
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lembaga pendidikan sudah dapat dioperasikan dengan prasarana dan sarana -minimal
untuk tahap awal- yang memadai. Dengan perkataan lain konsep pembangunan suatu
_le!nbaga pendidikan harus disusun dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka
- paﬁjang__. _ | '

'."'-.':-_Kc')nsép investasi yang diuraikan di atas merupakan rencana jangka panjang,
kecuali mengenai akiiva tetap tak berwujud. Untuk jangka pendek, prasarana
diadakan dengan sistem sewa kontrak yang dalam konsep ini dianggarkan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperhitungkan dalam biaya tetap. Pada tahun ketiga
pembangunan jangka panjang seyogyanya telah mulai direalisasikan sehingga pada
‘tahun kecnam seluruh perangkat pendidikan sudah dapat dipindahkan ke lokasi

dengan prasarana dan sarana tetap.

Kebutuhan sarana pada tahap awal, dengan prasarana sewaan, lercantum pada
Lampiran Vi Jumlah biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 50 juta. Dengan
demikian total biaya investasi jangka pendek mencapai Rp. 70 juta. Dengan estimasi
bahwa usia pakai (usefull life) sarana sekitar 5 {lima) tahun, maka biaya penyusutan
aktiva tetap berwujud adalah 20 % atau Rp. 10 juta setiap tahun. Semetara itu
untuk aktiva telap tak berwujud diperhitungkan dengan penyusutan 10 % atau Rp. 2
juta sctiap tahun karena adanya kemungkinan pembaharuan perijinan  atau

penyesuatan piranti lunak fainnya.

Biaya Tetap (Fixed Cost). Fasilitas gedung yang dibutuhkan pada tahap awal adalah
dengan luas sekitar 250 M2. Lokasi seyogyanya tidak di pusat keramaian/perbelanjaan
, karena di samping nilai komersialnya yang tinggi juga dapat mempengaruhi
ketenangan belajar. Di lokasi demikian, indeks biaya sewa sekitar Rp 120.000,-
perM2 pertahun, atau sekitar Rp. 30 juta termasuk fasilitas pekarangan. Dengan
demikian, biaya sewa untuk jangka waktu lima tahun adalah Rp. 150 juta,-. Prasarana

dimaksud sudah barang tentu harus direnovasi sesuai kebutuhan pendidikan dengan
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hiaya epbiiar Rp 1.0 j]lla r){\ng":r'\ H!:nmil/‘n::r;' E"’“‘"!L‘ﬁ.ﬁh aya dam-renevash

adalah sckitar Rp. 160 juta untuk selama lima tahun, atau Rp.32 juta pertahun.

Biaya tetap fainnya adalah :
1) gaji tenaga letap (lihat Lampiran 1X) Rp.49,8 juta;

2) biaya daya (listrik, air dan telepon) diperkirakan sekitar Rp. 1 juta x 12 bulan =
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Rp. 12 jula;
alal tulis kantor diperkirakan sekitar Rp 100.000,- x 12 bulan = Rp 1,2 juta.

biaya pemeliharaan prasarana/sarana sekitar Rp. 2 juia.

biaya asuransi. kerugian atas sarana sekitar 1,5 permil sementara

“dikesampingkan.

Jumlah biaya tetap diperkirakan sckitar Rp. 97 juta pertahun, untuk tahun pertama,

' Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perlu diadakan penambahan biaya karena

pertambahan  jumlah - program - dan  peserta pendidikan; kecuali unluk  gaji,

diperhitungkan dengan kenaikan 10 % tiap tahun. Sedangkan untuk biaya gaji

diperhitungkan dengan pengisian jabalan terutama lenaga staf sesuai standar upah.

Biaya Tidak Tetap (Variable Cost).

Biaya tidak tetap meliputi:

1)

administrasi/persiapan, = seperti ~ regisirasi,  pembukaan,  penulupan,
ijazah/sertifikat, danlain lain;

publikasi;

honorarium pengajar/pembicara dan kepanitiaan;

latihan fisik (fasilitas dan tenaga pelatih);

operasi pendidikan dan bahan ajaran;

konsumsi selama latihan fisik dan prakiek lapangan, termasuk bagi peserta
kursus;

pakaian seragam;

tranportasi ke dan dari tempat latihan/prakiek.

Nomor 5 sampai dengan 8 diperhitungkan dengan indeks perpeserta. Rincian

biaya tercantum pada Lampiran X.

Biaya listrik, air dan telepon untuk operasi pendidikan telah diperhitungkan

selatious dal-nmy hinva totsan
& , &

Jumlah biaya tidak tetap :

1)

2)

program D-I sckilar Rp. 20 jula dilambah Rp. 475.000,- kali jumlah
mahasiswa;

program D-Il/D-1ll dan S-1 sekitar Rp. 15,3 juta ditambah Rp. 225.000,- kali
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~jumlah mahasiswa;

3) . program kursus smgkat sekitar Rp. 4. 550 000,- d:tambah Rp. 60.000,- kali
Jumla"apeseria S

) program Lursus k;lat sek:lar Rp. 4.300.000,- dilambah Rp. 130.000,- kali -

;um!ah peserta

PaJak d:hnungj sesua: l<eteniuan yang berlaku.

- Ana!;sw Titik lmpas (Break Event Point).

_Unluk perhitungan titik impas maka perlu diletapkan terlebih dahulu biaya

B pen_d_ic_i_éka_n ("Harga jual").

1} Berdasarkan data yahg diperoleh dari beberapa lembaga pendidikan setingkat
(D 1), biaya pendidikan yang dibebankan kepada masing-masing siswa berkisar
anlara Rp. 1.250.000,- sampai Rp. 2.000.000,- tanpa pakaian serégam. Dalam
konsep ini biaya pendidikan diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000,- termasuk
untuk pakaian seragam, biaya pendaftaran/administrasi, bahan ajaran (diktat),
biaya latihan/prakiek lapangan, dan lain lain, Berkenaan dengan "purchasing
power” ({tingkat = daya beli) calon peserta nampaknya tidak terlalu
mengkhawatirkan. Sebagai gambaran bahwa penghasilan orang tua responden
pelajar/pencari kerja pada umumnya di atas Rp. 250.000,- (55,3 %) bahkan
14,7 % di atas Rp. 500.000,- Hanya sekitar 44,7 % yang di bawah Rp.
250.000,5 itupun biasanya ada saja jalan keluar yang diupayakan untuk
mengatasi masalah biaya pendidikan anak bagi kebanyakan orang tua di
Indonesia. Estimasi tersebut dikuatkan dengan fakta mengenai besarnya minat
para pelajar yang melanjutkan pendidikan pada program diploma sebagaimana
dapal disaksikan pada hampir semua lembaga pendidikan tinggi di Jakarta

dewasa ini.

2) Biaya pendidikan pendidikan untuk program D-Il/D-lll dan S-1 (tahun kedua

dan seterusnya) sudah barang tentu lebih rendah dari tahun pertama karena
beberapa item biaya tidak letap tidak diperjukan lagi. Di samping itu, dalam
konsep ini seluruh biaya tetap dibebankan pada program D-l. Dengan
mengacu pada biaya beberapa lembaga pendidikan yang berkisar antara Rp.
750.000 sampai Rp. 1.250.000,- maka ditenlukan biaya tahun kedua dan
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seterusnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- term_a_suk_ tambahan pakaian seragam

' dan Iain-iain seperti pada tahun pertama.

3
L -i'soriiftiaat (sama dengan mdeks Fakullas Hukum Umversxtas Pancas:ia) untuk

Bxaya kursus smg,kat Rp. 750.000,- termasuk - "snack”, bahan ajaran -dan

i solama :>ebuian

_'_:Bzaya kurcsus ks!at Rp 600.000,- termasuk “snack"/makan bahan ajaran dan
sertifikat (relatif lebih murah chbandmgkan dengan yang dilaksanakan
“beberapa lembaga) untuk selama tiga hari bertempat di hote! atau lempat

representalif fainnya.

~Dengan rumus @ Jumlah biaya = Harga “Jual® x Jumlah Peserta (X) maka,

- berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran XI, BEP untuk program D-l adalah 86

peéerla, program DH/DII dan S-1 20 peserta, program kursus singkatl 7 peserta dan

“ program kursus kilat 10 peserta.

Perkiraan Laporan "Rugi/Laba“, Untuk keperluan membuat perhitungan laporan

"rugi/laba” terlebih dahulu harus diestimasikan rencana "penjualan®.

1)

Dengan memperhatikan minat para para pelaja/pencari  kerja yang
dihadapkan dengan keterbatasan daya tampung pendidikan tinggi di satu
pihak, dan dengan memperhatikan "demand" dari "user" dan yang dikaitkan
dengan pertumbuhan industri dan dukungan kebijakan pimpinan Polri di lain
'pihak, maka dengan pendekatan yang optimistik penawaran program ini akan
mendapat sambutan yang cukup besar dari "pasar”. Sebaliknya, dengan
memperhitungkan  berbagai kendala yang mungkin dihadapi terutama pada
tahap awal pengoperasiannya, termasuk keterbalasan daya tampung fasilitas
sewaan, maka rencana "penjualan” disusun dengan pendekatan yang
moderat. Dalam hal ini jumlah mahasiswa yang direncanakan diterima untuk

program D I adalah 100 peserta; untuk tlahun-tahun berikulnya sementara

dihitung sama dengan tahun pertama. Tetapi untuk program jangka panjang
dengan fasilitas yang lebih memadai, serla dengan semakin solidnya lembaga
pendidikan dan memasyarakalnya "private security", maka rencana penerimaan

dapat ditingkatkan.
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2} Rencana penerimaan untuk program D Il dan seterusnya ditentukan 50 peserta
untuk seliap tingkat. Estimasi tersebut didasarkan atas perhilungan bahwa
program D Uil dan S-1 memiliki daya tarik yaitu peluang mengikuti seleksi
masuk Sckolah Perwira Polri, bahkan mungkin saja Sekolah Perwira Militer
' Wéjib..Angkatan Darat. Di samping itu, dengan Sistem Kredit Semester (SKS)

- jumlah peserta tetap diperhitungkan sama vyailu masing-masing 50 orang.
Dengan demikian jumlah selurub mahasiswa sampai tahun keempat maksimal
250 orang. Sudah barang tentu pelaksanaan kuliah diatur pagi sore karena

fasilitas dan sarana yang tersedia dianggarkan untuk 200 peserta.

3) Penyelenggaraan kursus singkat bagi komuniti sekuriti merupakan hal yang
baru. Karena itu pencrimaan peserta direncanakan 20 orang scliap kali kursus

sekali setahun.

4} Penyelenggaraan loka karya, di samping seminar, nampaknya cukup intensif
dewasa ini. Bahkan, lembaga amatiran-pun "ikut-ikut" menyelenggarakan loka
karya sekuriti; telapi nyalanya mampu menarik peserta sampai 40 - 50 orang.
Dengan pendekatan yang moderat, penerimaan peserta direncanakan 30
orang. Pada tahun perlama dilaksanakan 1 (satu) kali sedangkan tahun

berikutnya 4 (empat) kali.

Biaya investasi dan modal kerja dapal bersumber dari dana sendiri atau pihak
ketiga. Dalam konsep ini disusun dengan perhitungan modal dari bank dengan bunga
sebesar 20 % pertahun. Pinjaman dilakukan dengan sistem "plafond” sehingga bunga

diperhitungkan berdasarkan jumlah pinjaman perperiode.

Berdasarkan "Perkiraan Aliran Kas" (cash flow) dari rencana anggaran (cash budget)

pada Lampiran XII, seluruh biaya investasi dan modal kerja yang dibutuhkan adalah -

sebesar Rp 225 juta (plafond). Memasuki tahun ketiga seluruh pinjaman sudah dapat
dikembalikan  bahkan terjadi - surplus  yang dapat didepositokan sehingga

memungkinkan penyelenggara memperoleh bunga sebagai pendapatan lain-lain.

Gambaran terinci mengenai "Perkiraan Laporan Rugi/Laba® dapat dilihat pada
Lampiran berikutnya (Xill). Berdasarkan perhitungan tersebut maka pada tahun kedua
penyelenggaraan program ini diperkirakan sudah dapat diperoleh penghasilan bersih

setelah pajak sckitar Rp. 66 juta lebih; walaupun dari sudut aliran kas masih terjadi
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defisit.  Pada  tahun-tahun berikutnya aliran kas menunjukkan surplus dan
penghasilan bersih terus meningkat sampai pada akhir tahun ke lima mencapai Rp.

1127 juta lebih, tanpa beban pinjaman lagi.

: Pe_;ﬁi_l_a:ia_n Investasi. Pertama, penilaian invetasi dilakukan dengan Metode "Average
- Rate of Return” alau "Acccounting (Simple) Rate of Return (ARR)".

1) Berdasarkan laporan rugi/laba di atas, maka rala-rata laba pertahun adalah

sebesar Rp. 75,6 jula.

2} Jika dibandingkan dengan biaya modal, baik untuk investasi maupun modal
kerja, sebesar Rp. 225 fjuta, maka "rate of return® setiap tahun adalah sekitar
33,6 %. '

3) Dengan menggunakan metode ARR juga diperoleh hasil yang hampir sama.
Rata-rata aliran kas masuk (lihat Lampiran XIV) Rp 98.847.900,- dikurangi
penyusutan Rp. 12.000.000,- = Rp. 86.847.900,- dibagi investasi dan biaya
modal Rp 225.000.000,- sama dengan 38,6 %.

Metode "Net Prasent Value (NPV)Y,

1) Sehubungan adanya nilai wakiu uang (lime value of money), maka metode ini
menghitung selisih antara nilai sekarang investasi (1) dengan nilai sekarang
aliran kas masuk (cash inflow) di masa masa mendatang (PV - present value).
Rumus P NPV =PV -,

2) Berdasarkan perhitungan pada Lampiran XIV maka NPV = 268.995.713,- -
225.000.000,- = + 43.995.713,- yaitu dengan tingkal bunga 20 % selama 5
(fima) tahun.

Dengan penggunaan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa investasi dapat

diterima karena tingkat pengembalian modal mencapai sekitar 35 % dan ditinjau

Investasi Jangka Panjang. mveslasi jangka panjang sudah barang tentu tidak
mungkin dilakukan dengan modal pihak ketiga -bunga belasan sampai 20 %- karena

tidak ada keseimbangan antara modal dan bunga dengan penghasilan bersih. Dalam

hal ini "cash flow" akan selalu dalam keadaan defisit.
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Sebagaimana diutarakan terdahulu, proyek ini menuntut keikutsertaan investor
dalam yayasan. Alternatif lain adalah dengan jalan pembangunan secara bertahap.
Prioritas perlama adalah mengadakan lahan untuk kampus, kemudian pembangunan
sebagian prasarana, sehingga secara bertahap fasilitas dipindahkan ke kampus baru.
' Pé-mba'ngunan s'elanju'lny'a'disesuaikan perkembangan penghésiian. Datam hal ini
pula yayasan dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada instansi yang
berwenang. Pola semacam ini dipergunakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan
(tinggi) seperti Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus, Sekolah Tinggi Hmu

Administrasi, dan lain-lain, setelah berusia belasan tahun.

Analisis Risiko. Kemungkinan risiko bisa terjadi jika jumlah peserla lidak mencapai
tingkat BEP. Jika jumlah peserta program D- tidak mencapai BEP maka untuk
mengalasinya adalah dengan  memperbanyak - penyelenggaraan kursus.  Dengan
mengamati animo peserta pada pelaksanaan berbagai seminar/lokakarya dalam
beberapa tahun terakhir, kecil kemungkinan tidak mencapai BEP yang hanya sekita 10
orang. Walau demikian, pengalaman berbagai lembaga pendidikan menunjukkan
bahwa biasanya pada tahap-tahap awal pengoperasiannya menghadapi keadaan
demikian. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang yang berpengalaman atau
mengetahui menyatakan bahkan dalam fima tahun awal operasinya, lembaga

pendidikan biasanya menderita kerugian.

Karena dapat mengurangi biaya terutama sewa dan pengadaan sarana, maka kerja
sama dengan salah satu lembaga pendidikan yang sudah memiliki fasilitas merupakan
langkah yang tepat. Di samping secara psikologis dapat mempengaruhi "pasar” sinergi
dengan Polri merupakan salah satu kiat untuk mengurangi kemungkinan risiko. Di
samping itu, unluk mengendalikan biaya direkomendasikan penggunaan pola
‘organisasi lumbuh"; arlinya bahwa rekrut karyawan dilaksanakan secara bertahap

sesuai tingkat kemajuan "usaha,

Keberhasilan setiap usaha lerletak pada kualitas "produk® dan pelayanan. Di
samping itu, faklor-faktor lain vyang juga tidak kalah pengaruhnya terhadap

keberhasilan adalah masaiah publikasi, penampilan, pendekatan dan lain fain.

Kunci keberhasilan "usaha" ini lerletak pada kemampuan “after sale service" yailu

tingkat peluang untuk memperoleh kesempalan kerja. Semakin besar peluang yang
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tersedia maka akan semakin tinggi pula minat calon peserta. Oleh karena itu perlu

“dilakukan p'éndekatan dan kerja sama dengan badan-badan usaha sebagai calon

tyser” atau melalui APSSI {Asoslasi Profesi Sekuriti Swakarsa Indonesia) dan instansi

o terkait.

S ';:l_'?é_ngargh' pesamg “hampir tidak .'.bégiiu berarti karena iembaga. pehdidikan ini

menawarkan program baru. Kecuali-dalam penyelenggaraan kursus karena sudah ada

- lembaga yang bergerak dalam bidang yang serupa yaitu manajemen proteksi. Tetapi

_ nampaknya program-program lembaga tersebut lebih dititik beratkan pada aspek

malerial. Karena itu untuk menghindari persaingan frontal disarankan agar program-

- program pendidikan ini difokuskan pada aspek "human resources",

. TELAAHAN ASPEK SOSIAL - EKONOMI.

Proyek ini jelas dapat membantu mengatasi masalah nasional di bidang pendidikan
dalam ‘rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dengan obyek sludi

‘manajemen sekurili, pendidikan ini secara konkrit menjawab kebutuhan atas program

pendidikan yang berorientasi pasar dalam arti secara nyata diperfukan untuk salah
satu lapangan p'ekerjaan. Pada masa-masa mendatang kebutuhan terhadap hasil didik
ini akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri yang membawa
serta berbagai permasalahan sekuriti yang semakin kompleks.

Karena itu, dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, program ini sekaligus
membuka peluang bagi lapangan kerja yang biasanya kurang begitu diabaikan oleh
pengusaha. Bagi para anggota Salpam, pendidikan ini merupakan peluang untuk
pengembangan dirl dalam peningkatan karier mereka. Di samping itu, program ini
juga berfungsi sebagai wahana pengembangan kemampuan sumber daya manusia
khususnya bagi para karyawan yang karena sifat tugasnya membutuhkan wawasan
sekuriti.

Hasil didik lembaga ini memungkinkan persebaran tenaga- tenaga terdidik datam

bidang sekurili pada berbagai segi kehidupan khususnya dalam dunia bisnis. Dengan
semakin banyaknya tenaga kerja berwawasan sekuriti diharapkan akan semakin
melicinkan jalan bagi upaya pembinaan Kamlibmas menuju masyarakat yang ™ata

tentram kerta raharja",
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Yoo - 'Dari segi manajemen, proyek ini dapat menampung tenaga kerja dan sekaligus
| - meningkatkan kesejahteraan mereka.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN,

Kata akhir dari kehadiran AFTA pada dasarnya adalah persaingan. Jika pengusaha
Indonesia mampu memenangkan persaingan melalui keunggulan kompetitif maka
kehadiran AFTA akan semakin mendorong kemajuan perusahaan melalui pembesaran
skala produksi dan peningkalan kualitas produk sehingga secara keseluruhan semakin
menunjang percepatan pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia. Seiring
dengan itu pula, pertumbuhan industri akan semakin didorong oleh peranan investor
asing yang diduga akan meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia karena
daya tarik perdagangan bebas melalui AFTA, kemudahan-kemudahan melalui
kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, serta potensi pasar dan sumber daya yang
tersedia.

Schatiknya, kegagalan dalam persaingan akan dapat mengantarkan perusahaan
pada kondisi yang tidak menguntungkan bahkan bisa “gutung tikar". Jika hal demikian
terjadi maka risiko yang akan dihadapi bukan saja bernilai ekonomi tetapi juga
berdampak sosial, mulai dari masalah kesejahteraan karyawan sampai pada gejolak
sosial. Kehadiran AFTA juga membawa konsckuensi merasuknya nitai-nilai budaya
yang tidak selalu menguntungkan. Oleh karena itu, jika tidak dikendalikan secara
tepat, kehadiran AFTA juga dapat membawa serta perbenturan nilai, persaingan

curang bahkan gejolak sosial dan lain lain dampak sekuriti yang merugikan.

Baik melalui pengukuran statistikal maupun secara deduktil berdasarkan teori-teori
ilmu-ilmu sosial tercermin adanya korelasi positif antara pertimbuhan industri dan

bisnis dengan perkembangan kejahatan dan gangsuan keamanan lainnya..Karenanya,

pertumbuhan industri dan ekonomi umumnya memberikan dampak bagi
perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan lain khususnya yang berkenaan

dengan aktivitas bisnis.

Jika semua faktor penghambat dan pendukung bergerak konstan maka pada masa-

masa mendatang, perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan yang menelan
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- - kerugian dan biaya yang tidak kecil cenderung meningkat dan bahkan akan semakin
-_._menmgkat sebagal akibat pengaruh pertumbuhan industri dan kehadiran AFTA.
;Semenlara ftu, kemampuan penge!olaan sekuriti pada banyak perusahaan masih
“belum ¢ dapat drandaikan sepenuhnya apalagi umuk menghadapl pola kejahatan yang

: fsemakm komp[eks dan profesuonal Karena ltu dlka:tkan dengan teori kebumhan
o .' .Maslow maka berdasarkan telaahan "marketmg" khususnya aspek kepentingan dan
'need" yang ditinjau dari segi obyek, metode dan subyek sekuriti, prospek usaha.

- -pelayanan jasa sekuriti secara potensial cukup cerah untuk dikembangkan.

Karena kecerahan prospek usaha yang dipadukan dengan hasil penelitian lapangan

-menganal minat  calon pemakal/konsumen (sisi "demand") dan minat calon

peserta/pemasok (sisi "supply"), maka ditinjau dari aspek "marketing", gagasan
pembentukan lembaga pendidikan ~manajemen sekuriti cukup laik = untuk

dikembangkan. Dari aspek legalitas, konsepsi tersebul dimungkinkan oleh peraturan

- perundang-undangan khususnya di bidang pendidikan bahkan terdukung oleh

kebijakan pengembangan Siskamtibmas swakarsa sebagaimana ditetapkan oleh MPR.
Tingkat  kelaikannya akan semakin tinggi jika sinergi antara pemrakarsa/

penyelenggara dengan Polri berhasil dibangun.

Model lembaga pendidikan yang dikonsepsikan adalah suatu sekolah tinggi yang
menyelenggarakan program diploma (DI) sampai akademi (Dill) dan gelar (S-1) bagi
para lulusan 'SMTA, sebagai program utama. Di samping itu juga dapat
menyelenggarakan  program - kursus/penataran/lokakarya bagi komuniti sekuriti
maupun karyawan lain yang membutuhkan wawasan sekuriti, sebagai program
tambahan.

Ditinjau dari aspek keuangan, gagasan ini sangat laik. Untuk jangka pendek (lima
tahun pertama), dengan modal investasi dan modal kerja sekitar Rp. 225 juta

(plafond) program ini dapat menghasilkan "laba" rata-rata Rp. 75,6 juta setiap tahun;

tngkat pengembalian modal (rate of return) sekitar 35 % dengan perhitungan nilai
waktu uang (time value of money) yang positif. Dengan gambaran penghasilan
tersebut maka investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan membangun suatu

fasifitas pendidikan yang mernadai.
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- Dari sudut sosial - ekonomi proyek ini juga dapat membantu mengatasi masalah
-'nasiona! di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Di samping itu, melalui program
ini_diharapkan akan semakin banyak tenaga-tenaga terdidik yang berwawasan
: s_eklirité yang .menyebar._pa_da berbagai segi kehidupan khususnya dalam dunia bisnis.
Semoga déngan jalan demikian akan semakin melicinkan upaya besar bangsa dan
"n'elg'a.r_a_ }neWUjudkan masa depan masyarakat Indonesia yang “tata tentram kerta

raharja".

2. SARAN.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan disarankan untuk juga membentuk
lembaga -"konsultasi ‘manajemen sekuriti sebagai salah satu bagian dari lembaga
pendidikan. Lembaga ini berfungsi memberikan koreksi dan saran dalam rangka
pemecahan masalah  sckuriti atas permintaan sesuatu  perusahaan,  Usaha ini
"consentric" dengan "Product Market (PM) Scope" karena berangkat dari landasan

yang sama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sekuriti.

Untuk menjamin keberhasilan usaha ini khususnya atas kemungkinan tidak
tercapainya BEP (Break Event Point) maka dalam segala hal "sinergi" merupakan kata
kunci. Pertama dengan pihak Polri, sebagai penanggung jawab pembinaan
Kamtibmas swakarsa, baik dalam hal dukungan atas kelancaran penyelenggaraan
pendidikan dan "penciptaan" peluang “pasar’ maupun terhadap kemungkinan
penycsuaian  kebijakan “in lake" dan pendidikan bintara dan perwira ({sarjana)
schingga keluaran pendidikan ini juga bisa tertampung; selama ini, karena kendala

anggaran ABRY, pendidikan tersebut sebagian dibiayai dengan gaji para siswa sendiri.

Kedua, sinergi perlu dilakukan dengan konsumen terutama perusahaan-
perusahaan besar atau melalui APSSI baik dalam rangka penyaluran hasil didik
maupun penawaran program khusus pendidikan karyawan. Berkenaan dengan itu

pula, masalah penyaluran hasil didik merupakan tolok ukur keberhasilan lembaga

ini. Kendala yang dihadapi dewasa ini adalah kecenderungan "pasar" yang lebih
berorienfasi pada penggunaan tenaga purnawirawan ABRI. Kendala dimaksud
seyogyanya dimanfaatkan sebagai peluang dengan kiat penawaran program kursus
bagi anggota/purnawirawan ABRI sebelum lerjun ke dunia sekuriti bisnis. Hal itu

semua menuntut penyelenggara pendidikan untuk terus memasyarakatkan konsep
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- '.:_::- pnvai secun[y“ deng,an 1unlutan profeslonaliiasnya

K[al lam untuk mencef_,,ah l<<,mungkman nsxko antara Iam dengan menerapkan

'"-"'."_'"._orgamsaSI “tumbuh" ‘dan - menckan baaya sewa melalua kerja sama dengan

enyefeng,g,a_ra pend:chkan yang sudah memiltkt fas:hias Di sampmg |lu Juka untuk:

___nembiayal proyek ini, meng&unakan sumber dana p:hak ketxga (bank), seyogyanya o
="diiakukan dengan sastem “plafond" 'dan sebahknya I(Qieblhan kas agar senantiasa

: '.'dadeposuokan -Jlka tidak dzgunakan untuk mvesiasn jangka panjang karena aliran kas

".:.-yang, rclm:f komlan dan Eorkcndah Wa!aupun demikian, berdasarkan pengalaman:

j '-bebcrapa iembaga pendtcirkan yang blasanya merugi dalam tiga sampai lima tahun

"'_periama pada a!\harnya 'usaha" di bidang pendidikan akan cukup "provitable®.

U_pa_ya_ lain y_ang perfu dirintis oleh penyelenggara adalah mengadakan pendekatan
- dengan instansi. perpajakan dalam rangka permohonan pembebasan pajak. Hal
' tc,rc,ebul dimungkinkan oleh karena badan hukum  ini bcrg,erak dalam bidang

- pend:dxl\an terutama jika dikailkan dengan kepentingan investasi jangka panjang. Jika.

o Iang,i\ah tersebut berhasil berarti sekitar Rp 35 juta dana scliap tahun dapat dihimpun

untuk i<¢p_erluan investasi dan kegiatan sosial.

.{}htuk investasi jangka panjang -modal sampai Rp 2 milyar- seyogyanya tidak lagi
~menggunakan modal pihak ketiga (bank) karena penghasilan bersih tidak seimbang
dengan besamya modal dan bunga, telapi mengusahakan keikutsertaan investor
~dalam yayasan. Alternatif lain adalah dengan menerapkan pola "kampus tumbuh’;
artinya 'pembaﬂgunan dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang dilakukan olch

kebanyakan lembaga pendidikan tinggi.

Berkenaan dengan hasil penelitian, khususnya yang menyangkut korelasi antara
perkembangan kejahatan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri terutama atas
variabel-variabel yang diduga saling mempengaruhi, kiranya dapat digunakan sebagai

salah salu acuan unluk diteliti lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan,

81




A nanpulra Ahmad S MA M'S; D. BA.__- Bmmq & Kewa‘;padaan Makaiah pada”_.""_-_

:'_Scmmar EMC (Indones;a Managaers Club) di Hotei Hsiion Jakarta 30 April ]992

L Eiska B:sms Uraian teniang Knmmahtas Korporat Konsep konsep dan K’ISUS G
) ';'_;Indonesm Maka!ah pada “Globai Theme Programme - Pane[ Dlscuss:on" AIESEC s

'_'Universstas Indonesna Jakaria 30, Nopcmber 1991

".'__'_'-Awaloedm DR Keteramptlan Manag{ement dan Penszembangan Sumber Dava

7 Manusia, Bahan Kuliah "Ogamzauon Slralcgy & Human Resources Deve!opment"r RRt

'Pada Program Studt MBA IBMJ jakarta 1992

Barda Nawawn Anef S H., DR Kebnakan Knmanai (Crtmtnal Policy), Bahan
' .'-"-.Penataran Krlmmo!ogt, di Faku!tas Hukum Umvers:tas Katoilk Parahyangan Bandung, _
27 Desembemgga N ' |

- --BasuL[ jD Soediono S.H., S.E., Partisipasi tnvestor Asing dan Perusahaan PMA

""dalam Perusahaan PMDN dan Perusahaan Nasional lain, Makalah pada Serninar PP
_ _No_. 17 Tahun 1992, Keppres No. 32, 33, 34 Tahun 1992 dan Dampaknya Terhadap
= Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19 - 20 Agustus 1992

r_._.B:Hy Tunas Drs., M.5c., Management Sc:ence, Bahan Kuliah Program Studi MBA -
.'.'VIBMJ jakarta 1991

‘Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi : Buletin Statistik_Bulanan, Oktober 1992,
Jakarta, 1992.

Indikator Kesejahteraan Rakyat 1991, Jakarta, 1992,

Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen dan B.M.
Reksodipoetro, PT. Pembangunan/Ghalia Indonesia, Cetakan Keenam, Jakarta, 1982.

Cunningham, William C., Strautchs, John J., Van Meter, Clifford W., Private Security
" Trends 1970 -2000, Butterworth-Heinemann, Stoneham, 1990,

Dispullzhia Polri, Poiri Dalam Angka 1991/1992, Jakarta, 1992.

Fahey, Liam, The Strategic Planning - Management Reader, Prentice Hall, New Jersey,
1989.

82




:-'-"';'_Second Edmon Butterworths Pubhshers Sloneham, 1989

~ - New York, 1988,

S :j._'f_”_m - 18 Seplcmbu 1991, hal. 8.

Fennetiy, Lawrence} (Ec{itor) Handbook of Loss Prevennon and Crlme Prevennon o

.:'._-':':G:llad Benyamm dan G:]Iad Tamar The Busmess !nteih,qence Svstem Amacom_.

fr'Harknslun SH DR lndika!or«-!ndlkalor Peng,ukuran Perkembaman Ke ahalan di
Indonesta; Makaiah pac!a Seminar Knmmologi Vl Umversnlas D;ponegoro Semarang,

_3ha!auw john Ph D., Busmess lnteE!Ience Suaty Alal Manajerial Untuk Keunggulan
' :'.'_'Kompclmf 3ahan Kuhah Pada Pro;aram Studi MBA 1BM), Jakaria 1991.

.'_'Kepala.::Kepoilssa_n ‘RI., Kecendemmzan Perkembangan Knmmalttas dan Konsep'
Penanggulangannya dalam Pembangunan_Jangka Panjang Kedua, Makalah pada
1Semi'ﬂar Lustrum V11 Jurusan ilmu Sosiatri Fisipol - UGM, Yogyakarta, 1992.

Mardjono Reksodiputro, Metode Penelitian_dalam Kriminologi, Makalah pada

“Penataran Kriminologi, Universitas Andalas Padang, 30 Oktober 1989, hal. 2,

_TMenterz Par;wnsata Pos dan Teiekomumkasa Rl., Globalisasi dan Prospek Pariwisata
- Indonesia dalam Dasawarsa Mendatang, Naskah Ceramah pada Mahasiswa Program
: _MBA—ei\skutaf IBM, Jakarta, 23 Oktober 1991, hal 6-7.

Menlen Perindustrian Rl., Kebijaksanaan dan Perkembangan Pembanpunan Industri
 Nasional, Naskah Ceramah pada Kra XXV Lemhannas Jakarta, 28 Juli 1992, lampiran
i 2ea.

- .'Ohmae, Kenichie, Ph.D., The Mind of The Strategist, Penguin Books, New York,
- 1988.

Perwira Mahasiswa Perguruan Tinggi lmu Kepolisian, Angkatan XXVIHi, Laporan Hasil
Survei Terhadap Hotel dan Obyek Wisala Me:wonszsong Tahun Kunjungan Indonesja
1991, Jakarta, 1990.

Polak, j.B.A.F. Major, Drs., Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas, PT. Ichtiar Bary,
Jakarta, 1976.

Perterstviichact E-Competitive Stratepy, THe Free Pross, New Yok 1y8s:

Post, Richard 5., Ph.D., dan Kingsbury, Arthur A., Ph.D., Securily Administration : An
Introduction, Edisi ketiga, Charles C. Thomas - Publisher, Springfield Hlinois, 1977.

Ries, AL, dan Trout, Jack, Markeling Walfare, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1986.

83




'Ruskanda S. Farid, M.Sc., Analisa Mengenai Dampak Sekuriti (Amdas)

' '.-_'.lerhadap Pelila Lima_: Suciul Pandam Iptek dan Industri, Makalah Pada Seminar
'_..Anailsa Dampak Sekurlt: I, di Perguruan_Tlngg: Hmu -Kepolisian, jakarta, 27 _
'ﬁ_-.'Desember1989 P o : ' L

______.___'Sadono Sukarno Drs,, M_.S_c., 'P_e'hﬁah_ta_.r-T_eori M:al{_ro_ekom_)_r_ni',_Bina GCrafika, Jakarta,
77”[198] RS So canerae AR _
'Sanyoio Sasirowardoyo Ir., Kepala BKPM, Deregulasi Penanaman_Modal Asing

o Meialu: PP _No. 17 Tahun 1992 dan Paket Deregulasi fuli (Pakjul) 1992, Makalah
~pada seminar PP No. 17 Tahun 1992, Keppres No. 32, 33, 34 Tahun 1992 dan

'Dampaknya Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta, 19 - 20 Agustus
1992,

.-Schnetder, Eugene V., Sosiologi Industri, Alih Bahasa : J.L. Ginting; Aksara Persada,

Edisi Kedua, Jakarta, 1986.

- Shim, jae K., dan Siegel, Joel G., Ph.D., CPA , Schaum’s Qutline of Theory and

Pro_biems of Managerial Acounling, McGraw-Hill Book Company, New York USA,

1984,

- Soerjono Soekanto, S.H., M.A., DR, Sosiologi - Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Edisi

Baru Keempat, Jakarta, 1990.

Suad Husnan, Drs.,, M.B.A., dan Suwarsono, Drs., Studi Kelayakan Proyek, BPFE -
LMP2M AMP, Yogyakarta, 1984.

Supranto, }., M.A., Statistik : Teori dan Aplikasi, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga,
Jakarta, 1991,

Ulbrich, Hoiley, International Trade & Finance : Theory and Policy, Prentice-Hall,
Inc., New Jersey USA, 1983.




e :._Ar_tikéi_/Kat_a _Sambhtan‘."-.-

e :BiSﬂl‘} indonesxa (Ed) Keiahatan Bank Labalkan Orang. DaEam 16 Sepkember 3992
e Ko_mpas _{Ec) Ke WC pun d:awas; .'1__500 Deker;a Moeok 30 Desember 1992 '

_:f\/ enierl .P

érda;)an(gan RI aml)uhn Pada Pemasvarakalan Hns:l KTT A‘%EAN IV'

: '-:'_-'_'ng‘kaz Escion | Pusal, Jakarla 17 Jum 1992

L '_Mcnlcn Purmdusi:mn RE, ambuian Pada Ac ara Wasuda lnstitut BISHIS & Manajemen
__ -'?_; ;gai\arl jakar[a 1 Oktober 1992 ' '

'.-'_".-__Muum Perlahmmn Kcamanan E\!/ Pan&hma ABRI, Kala Sambulan Pada Rapal
.-'-_'-megalnan ABRE dz DiEiy, 27 Maret 1979. . 7 2 B

' .'Praa Taixan Utama, Antara Prem: Laba dan Pasar Majalah InfoBank nomor 155,

- jakarta, Nopcmber 1992, hal 64.

 Suara Pembaruan {Ed), Qcmua Hotel dtmsiru!\sikan Periksa Sistem Pengamanannya, 23
: :"Januan 1993 '

Dokumen.

'- Ketetapan MPR RI Nomor : IV/IMPR/1988 lentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
-Undang—Undang RL. Nomor : T Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan In'dué.tri. _.
_ Undnng) Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
-Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
' Perat_uran Pemerintah RI. Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 17 Tahun 1992 tentang Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri. Nomor : 0686/U/1991 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Singapore Declaration 1992.

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperalion.

85




e | LAMPIRAN 1

“. . BATASAN PENGERTIAN
1. SEKURITL. e | |

: .ISGkL.I.i‘;_li merupakan peng'indonesia’an istilah “security’ dalam bahasa Inggris.

B Ac__i_a ._y.'a'ng mengartikan '_s'ekuriii secara sempil, yailu hanya yang berhubungan

. dengan u;ﬁa_ya pena'ng.gu__léngan (pencegahan dan penindakan) kejahatan dalam

"'.f'ahgk_a_ .'mewujudkah sitasi dan kondisi aman (secure). Post  dan  Kingshury

: '.(Se_c:uri;y._ A_dx_ninistraliom 1977) ‘mengemukakan - bahwa "securily" mempunyai

-banyak  pengerlian, tergantung dalam konteks apa term tersebut dipergunakan.

: V_a_r_iasirl'ipe dan tingkatan sekuriti melahirkan pengertian  tersendiri. Misalnya,

~"national security”, “international  security", “internal security", "private security",

Cretail seeurity", "physical - security”, dan “industrial  security”,  diartikan sendiri-

sendiri dalam Percakapan sehari-hari serla kadang-kadang tidak jelas dan digunakan

secara bergantian. Dikeinukakannya bahwa "security" berasal dari bahasa Latin

. "securus"  yang berarti "safe, free from danger'. Terjemahan aslinya meliputi

sembilan area pengertian :

| 1) safe,
'2)  free from danger,

3} feeling no care or apprehension,

4) protected from or not exposed to danger,
5) guardianship,

6) free from risk,

7)o satisfy,

8) to protect,

9) take effective precautions againsi.

Berangkat  dari penjelasan Post, maka dalam  penelitian  ini istilah sekuriti
mencakup pengerlian pencegahan kejahatan (crime prevention) dan pencegahan
kerugian (loss prevention), dalam rangka perlindungan materil/ fasilitas/ peralatan,
personil, informasi dan pencegahan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan atau

melawan  hak dan mengganggu pencapaian  tujuan organisasi. Dalam  hal ini
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'-'-_.__._'penyl'apan ‘maupun pengembangan kcmampuan: tenaga kerja dalam bidang o

teru{ama meilpuu keperiuan 0rgamsasn b:sms (busmc.ss security) mdustn (mdustna] S

: "'secuniy) dan 3cmba5a !embaba iam (ms{iiuilonat prolecl;ve suwccs)

'}ASA SEKURm. s |

Yang ____drmaksud dengan Jasa sekuriu da!am peneliltan cind adalah berupa

._sekuntl pengemban&an wawasan sekunl: - bagi tenaga kerja non-sekuriti, dan_ _

’ '-'-'ﬂpembenan baniuan pemlklran daiam pemecahan masalah masalah sekuriti,

. _USAHA.

alam konscp Lkonoml kegiatan usaha mencakup pengertian segala  upaya

yang mendatangkan profit. UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan  Industri

'_'meng}mkan usaha seba&,at solmp tindakan, pcrbualan atau kegialan apapun

- -dalam ' bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan

"-fi_munp(,roloi"l Lcunlun&an dan/atau laba.

_ P_eng_u_saha adalah seliap orang perseorangan alau  persekutuan atau badan hukm

“yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk

- usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus

.:'yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik

Indonesia untuk lujuan memperoleh keuntungan dan/alau laba.

Dalam penelitian ini, pengertian demikian tidak  digunakan sepenuhnya,

-mengingat. permasalahan yang digarap  adalah  lembaga pendidikan yang

menyandang . missi sosial; lembaga yang nirlaba. Tetapi dalam banyak kasus
biasanya suatu lembaga pendidikan tidak mungkin "exist" tanpa mengabaikan aspek
ekonomi/  keuangan;  artinya  sualu lembaga  pendidikan  juga  harus

mempertimbangkan profitabilitas dari misi sosialnya.

PERTURMBURARN TNDUSTI:

Industii - pada hakekatnya adalah agregat perusahaan sejenis (John thalauw).
Arlinya sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang berkenaan

dengan satu alau sekelompok jenis produk tertentu.

Industriatisasi pada hakekalnya merupakan proses pembangunan  masyarakat
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"_mdusln yang mcnyan&kul pentng,kalan ‘kualitas . serta pendayagunaan potensi
'-manu5|a Indonesia {Tap. MPR nomor : i/MPR/ 1988 tentang GBHN, bab IV D -
Ekonomz buier hurufa) ' o B ' ' '

Deng)an dc_mlklan konsep "yang, berkenaan dengan pertumbuhan lndustrl“ tidak = -
3'_'ihanya sokac{ar Ia)u perlumbuhan sektor mdustrl ietap| mencakup pengert:an yang”
lehih luas yakm peranannya sebabal penggerak ulama dalam peningkatan  laju
.'-:pertumbuhan ekonom: -antara - lain_dunia usaha- yang mmerupakan titik berat

' ..._'_pemb_a_ngu_nan nasu)nal. :
- 5. MANAJEMEN,

- Pengertian manajemen dapat merupakan proses, pengetahuan dan lembaga, yang

- pada dasarnya dan secara umum diterima adalah "getling thing done through other
peopie“ Sebagai suatu  proses manajemen  memiliki  sejumlah fungsi  (basic
-'-fun_cuons) yailu perencanaan ~ (planning), pengorganisasian (organizing),
pelak_sanaan (actualization), dan pengendalian (compok pejabat dalam suatu
organisasi yang mengatur penyelenggaraan segala aktivitas mentroling). Sedangkan
sebagal suatu lembaga, manajemen terdiri atas sekelonuju sasaran dan tujuan

yang diinginkan.
6. PENDIDIKAN.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalu kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan
datang (Pasal 1 UU No. 2/1989). Lembaga Pendidikan adalah wadah yang
menyelenggarakan pendidikan yang terorganisasikan secara rasional.

7. AFTA

AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah salah satu bentuk blok perdagangan dunia

yarg el puth-suats kawasan erlentl “dalam hal ihi Kawasan Asia Tenggara (South-
East Asian)- yang menyepakali penghapusan tarif termasuk hambatan noN-tarif
lainnya antar sesama anggolA bagi komoditi yang disepakati, telapi masing-masing

- negara tetap mempertahankan tarifnya sendiri terhadap negara lain.
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LAMPIRAN 1}
2 KO,NSEPPERDA_GANGAN BEBAS

= __A!a'é_a.n yéhg'_pé_léﬁg_'ﬁtéma b_agi _t.er'j_a'dinya 4p'_er_ciagan.gan' internasional _ada]ah karena -

lidél{ éeliap negara marhpu menghasilkan sendi:r_'i semua barang yang dibutuhkannya,

Indonesia, misalnya, tidak mampu  menghasitkan:_sendiri  mesin-mesin  industri

~sehingga harus mengimpor dari negara-negara maju. Sebaliknya, negara maju tidak
rﬁampu menghasilkan sendiri kayu lapis atau karet alam, misalnya, schingga
indonesia berpeluang mengekspor.

‘Schagaimana dijelaskan Adnanputra %, bahwa konsep perdagangan internasional
pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith (1776), dengan teori “absolute
advantage” (keunggulan absolut). Dikemukakannya bahwa untuk mencapai
kemakmuran maka suatu negara harus melakukan spesialisasi dalam menghasilkan
produk dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari pada negara lain. Melalui
keunggulan absolut, kelebihan produksi suatu negara dapat diekspor ke negara lain
yang membutuhkannya. |

Teori Smith dikoreksi oleh David Ricardo (1817) dengan teori “comparative
advantage" (keunggulan komparatif)-nya. Dalam hal ini suatu negara dapat memiliki
keungguian dengan melakukan spesialisasi dalam menghasilkan suatu produk dengan
harga yang relatif lebih rendah dari pada di negara lain.

Contoh & suatu negara menghasilkan satu unit suatu produk dengan
jumiah jam kerja (labour hours) sebagai berikut :

Bahan Pakaian (Cloth) Minuman {(Wine)
blogara-A : 06 T2

MNegara B : 90 80

56 Adnanputra, Kuliah “Marketing Economic & Global Stratesy® pada Peserta Program MBA -
Eksekulif Batch IV D IMB}.
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_ Dengan ieon Smsih maka neg,ara B dxpandang lebih efisien karena dapat
o 'menghasﬂkan satu unit kam dengan 90 jam kerja dan satu unit minuman dengan 80

. -'.'Jam kerja Teiapi dengan teorf Ricardo kedua negara dapat memiliki keungguian

' "».":_'komparal:f Jika seandamya A menukarkan satu umt bahan pakain dengan salu unit

'"-"'-:'-:'_'_'_'_m:numan B (Jlka seanciamya B mau) maka berarla satu_unit minuman bag: A menjadl

:'-"Eeb:h ef;s:en 20 jam kerja (120 - 100} Sebahknya juga menguntungkan B karena jika

' -"m_embua__l sendiri satu unit’ bahan pakain membutuhkan 90 jam kerja kerja tetapi

: c}eﬁgan }a!an penukaran hanya membutuhkan 80 jam kerja; menghemat 10 jam kerja.

B Tetapl ternyata teori Ricardo yang hanya memperhitungkan nilai tenaga kerja
.' -._(human resources) dipandang oleh Eli Heckschuer dan Bertil Ohlin belum sempurna
-~ karena belum memperhitungkan semua faklor produksi. Menurut Heckschuer - Ohlin
" bahwa keunggulan komparatif berdasarkan atas "faclor intensities" antar komoditi
dan “factor endowment" antar bangsa/negara. "Factor intensily refers to the relative
_ proportioﬁ_of capital to labor required 1o produce a particular commodity. Factor

‘endowment is the relative amounts of the factors of production that a country has", 57

Misalﬁya, untuk produksi 1 (satu) unit baja membutuhkan modal (K) dan tenaga
kerja (L) dengan rasio 4 K1 1 L sedangkan 1 {salu) unit bahan pakaian dengan rasio 1
Kt 2 L. Ini berarti bahwa baja adalah intensif (padat) modal sedangkan pakaian
intensif tenaga kerja (padat karya). Biaya tenaga kerja dapat dihitung berdasarkan
- gaji/upah sedangkan biaya modal berdasarkan tingkat bunga. Misalnya, pada negara
A biaya tenaga kerja $ 20 perhari dan biaya modal $ 10 dari $ 100 (10 %) atau 2 : 1.
Di negara B masing-masing $ 40 dan $12 dari $ 100 (12 %) atau 3 1/3 : 1. Berarli
negara A relatif memiliki faktor endowment dalam hal tenaga kerja dan negara B
dalam hal modal.

Preposisi dasar yang digunakan Heckschier - Oblin bahwa eksport adalah

komodilas yang lebih intensif dalam fakior prodiuksi yang berlimpah sedangkan

mmport-dalam—faktor-produkstyarg-tangka:~Sesuatu-negara etk Keurggutan

komparatif atas sesuatu komoditas jika biaya produksi lebih murah dari negara lain.

37 Holley Ulbrich, Op.Cit., halaman 85.
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Contoh : (currency umum)

" Negara : Negara | Negara Il
Komoditas :  pakaian  baja  pakaian baja
. ."Mdcf_ai/un_ii 2 [ 2 ' 4
CTiKerjafunit 5 Ty 5 2
- Biayamodal : $3 $6
‘Biaya T.Kerja : $5 $2
Biaya/unit : $ 31 $22 $ 22 $ 28

- Dari contoh di alas, pakaian -padat karya- lebih murah di negara I dengan tenaga

“kerja berlimpah sedangkan baja lebih murah di negara | dengan modal berlimpah.

Landasan berpikir dari teori Heckscher - Ohlin adalah "abondancy" (berlimpah)
dan "scarcity" (kelangkaan} yang merupakan faklor “endowment”. Teori ini disebut
modem karena sudah dinamis, yaitu berpikir ke masa depan dengan
memperhitungkan faktor "endowment”. Tetapi kelemahannya masih dibatasi pada
pembandingan'_aﬁtar dua-dua saja {two-ness); kalau banyak tentu sulit. Selain itu

hanya melihat satu sisi saja yaitu "supply®; belum meperhitungkan aspek "demand".
y jay PPy \ P g P

Leontin, mengajukan konsep penyempurnaan atas preposisi Heckschler - Ohlin.
Ada 5 (lima) hal yang dikemukakannya :
1) pola perdagangan sesualu komodilas di samping ditentukan oleh faktor

tenaga kerja dan modal, juga dilentukan oleh faktor ketiga yaitu tanah
dan sumber alam alau resources:

o

modal tidak hanya pabrik, mesin, alat dan [ain lain, tetapi juga pengetahuan,
ketrampilan, dan lain lain;

3) faktor berlimpah mungkin saja tidak murah jika pasar tidak sempurna atau
lerjadi kemerosotan "demand™

4} kalau sesuaty barang menjadi padat madal pada.suatu negara,-makajuga

berfaku di mana-mana;

51 pola perdagangan juga bisa didekati dari beberapa hal seperti "economy of
scale", kemajuan leknologi, "Product Life Cycle (PLC)", dan keaneka-
ragaman kebutuhan.
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_ Pemleran Leontm mengawah iahlmya konsep "'Cor_npét_iti_ve-._a.d\_rant__agefi..'_ | ;
(keungguian kompelmf/cfayasamg) S ' P

GLOBALISASi . REGiONALlSASI. S

Memﬁgkamya voiume perdagangan mtemaszonai dan makin pent;ngnya_
& :._.-:"pudag,'m&an mlemswnai ba;_,: bangsa«bangjsa di duma mcmbuat kita percaya
'_.'5-bahwa pcrdagangan bebas (free trade) adaEah sesuatu yang ttdak dapat
dlhmdarl bahkan merupakan sesuatu ‘yang didambakan bangsa-bangsa. Terlalu
"-.'banyak ns:ko sr_perll -penciutan kegialan ekonoml keresahan politik, bila
o o 7'perkembangan perdagangan bebas dibendung atau dikurangl’* 58 _

Menyadan kclemahan sistem 1anf maka selelah Perang Dunia 1l timbul pemikiran
“untuk menghapuskan tarif. Pemikiran ‘demikian melahirkan kesepakatan beberapa

' neg,ara untuk men;,adakan ”Genera[ Agreement on Tarifls and Trade" (GATT).

'P_u_taran _Kennedy y_ang_ber[angsung antara’ 1963 - 1967 telah menghasilkan
' penurunan tarif sehesar 50 % atau lebih yang meliputi sekitar dua-pertiga
.produ_kfproduk negara maju. Putaran Tokyo (1973 - 1979) menghasilkan

péngurangan dampak hambatan non-tarif (non tariff barriers) terhadap
- perdagangan internasional", 3

' Kepenlingan untuk mewujudkan perdagangan dunia yang benar- benar bebas
- semakin populer dengan kehadiran konsep globalisasi. Seperti dijelaskan Adnanputra
"50, globalisasi sebagai istilah ekonomi -walaupun sudah terjadi sejak hadirnya agama-
mulai populer dengan adanya tulisan Theodore Levitt "The Globalization of Markets"
(H‘arvard Bussines Review, May - June, 1983).

Levitt. mengemukakan bahwa produk yang dibuat oleh suatu negara dapat
dipasarkan di negara-negara lain tanpa perubahan yang berarti mengenai desain

{global product), karena pada dasarnya selera atau kebutuhan manusia adalah sama

\ne global communality). Contoh, woikman, sony, levis, sepatu bally, dan fain lain.

3% Hadi Satyagraha, Berpacu dalam AFTA : Dari Keunggulan Komparatif ke Unggulan
Kompetitif, Majalah Usahawan No, 12 th XX| Desember 1992, halaman 8.

39 ioc.Cit

80 Adnanputra, Loc.Cit.
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=5 Giobahsaa beriandaskan pada snkap bcrplklr “globailsm" GATT pada dasamya B
: :_mengacu pada konsep globahsas: Walaupun banyak kema;uan yang dlcapa: tetapl S
'."nyatanya GATT dxpandan‘g udak berhassi men;alankan mlsmya meWUJudkan-

| .pérdag "ngan dunia yang _' enar-benar bebas. Hal demakaan mudah difaham: karena_.'f

"o_ ep“pemecahan_jl 'rhadap sesualu masaiah yang d:!lha! dan berbagal sudut yang-'_"

: --:berbeda kadangka!a memmbulkan ”confltctmg oplmon“ KOndiSl demsklan meiahlrkan

S .konsep reg:onahzairon ya% bcrlandaskan pada sxkap berplkir "reg,ionalzsm“ sehagai

i -_suatu "controversnal |55ue" Konsep reg:onahsasn melah:rkan “reg:onai trading blocks".

."“Reglonal tradmg oncs" ‘mengacu pada konsep "economy mtegrallon" Ada 4

_._(empal; benluk mtq,rasa ckonoma yang, d:dasarkan aia__:_._‘-cepatflambamya proses

s m__tlegrasx yaitu @

1) "free trade area” : bea masuk sesama anggota dihapuskan untuk komoditi
yang disepakati, tetapi masing- masmg negara tetap mempertahankan tarif
lerhadap negara lain;

- 2) "customs union” : di antara sesama anggota tidak ada tarif letapi terhadap
‘negara lain dikenakan tarif yang sama/seragam untuk komoditi yang sama
(pada abad 19 terjadi di Jerman yang disebut Deutche Zoolverein, dan abad
modern lahir : Benelux yaitu Belgia, Nederland dan Luxemburg);

3)  "common market" : kesepakatan mengenai ketentuan kompensasi terhadap
Ppengangguran, "exchange rate", pasar tenaga kerja dan pasar modal, bahkan
membenluk semacam parlemen bersama (dipraktekkan oleh Masyarakat
Ekonomi Eropah - MEE);

4) “economic union" : mengatur semua masalah ekonomi (supranational
governing) termasuk mata uang dan kebijakan- kebijakan yang bersifat
global (dalam proses yang terjadi di Eropah Barat dewasa ini).

Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa :

Sepedidimaklumi, Putaran Liruguay. yang dimulai-pada.tahun-1986-belum
menciptakan suatu sistim perdagangan internasional yang bebas dari terlalu
banyak hambatan baik tarif maupun non tarif. Proteksionisme dalam berbagai
bentuk masih banyak menghambat perdagangan internasional, Perkembangan
politik dan ekonomi  yang terjadi di Rusia dan Eropa Timur pada umumnya,
merosolnya  pertumbuhan ckonomi dan bertambahnya jumlah pengangguran di
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_negara majy, ‘serta perbedaan perkembangan ekonoml Ulara - Selatan .yang. -
- semakin besar tefah menambah rum:tnya upaya. penerapan sistim perdagangan
mtemas;onal yang dapat Ieb:h mendorong perkembangan ekonomi dunza 61 .

;i . Hal uu scmua nampaknya teiah semakln memberlkan angm bagl tumbuhﬂya blok-

e :_"_""::"':_;blok pcrda;,wngan <Di: sampm;_., £EC (European Commumly) yang dalam proses, lahir - .
o erAFTA (Norlh America Free Trade Area) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area). o

81 Menteri Perdagangan R, Loc.Cil.
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LAMPIRAN HI

PETIKAN DARI BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKENAAN
DENGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN

. UU. NOMOR 2/1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,

Masyarakat ‘sehagai milra pemerintah berkesempatan yang scluas-luasnya
untuk berperan serla dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 47).
Penyelenggaraan pendidikan ditaksanakan melalui dua jalur yaitu pendidikan
sekolah dan pendidikan luar sekolah {pasal 10).

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan  sckolah terdiri  atas
pendidikan : umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademik
dan profesional.

1} Pendidikan akademik  diarahkan terutama pada penguasaan ilmu

pengelahuan,

2) Pendidikan profesional diarahkan terutama pada kesiapan penérapan

keahlian tertentu (pasal 11).

Jenjang pendidikan yang termasuk jatur pendidikan sekolah terdiri atas

pendidikan : dasar, menengah dan linggi (pasal 12).

satuan. pendidikan yang menyelenggarakan  pendidikan tinggi  disebut
perguruan linggi yang dapal berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut atau universitas {pasal 16).

Kelentuan pidana hanya mengalur mengenai masalah gelar dan kewajiban

menjadi tenaga pendidik (pasal 55 dan 56).
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1. PP. NOMOR 30/1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGL.

a.

Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri alas Program Sarjana
dan Program Pasca Sarjana; dan pendidikan profesional terdiri atas Program
Diploma dan Program Spesialis (pasal 5).

Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional  dalam satu
cabang atau sebagian cabang itmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian
tertentu (pasal 6).

Politeknik menyelenggarakan program = pendidikan profesional dalam
scjumlah bidang pengetahuan khusus (pasal 6).

Sekolah Tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau
prolesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu (pasal 6).

Institul menyelenggarakan  program  pendidikan  akademik  dan/atau
profesional  dalam  sekelompok  disiplin ilmu  pengetahuan, - teknologi,
dan/atau kesenian sejenis (pasal 6).

Universitas menyelenggarakan  program pendidikan akademik dan/atau
profesional dalam sejuinlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
kesenian tertentu {pasal 6).

Penyclenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang
disusun oleh masing-masing perguruan linggi sesuai dengan sasaran Jprogram

stucli {pasal 13).

Hi. PP. NOMOR 73/1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

a.

Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di fuar
sekolah baik ditembagakan maupun tidak. Kursus adalah satuan pendidikan
luar  sckolah yang lerdiri atas = sekumpulan warga masyarakat yang

memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental lertentu bagi warga

belajardpasaldl-ayat-t-dan-4)

Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas pemerintah, badan,
kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis
pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya (pasal5).

Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal unluk

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah danfatau melanjutkan ke
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d.

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.(pasai 14).
Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 {tiga) tingkat kemampuan yaitu, tangkat
dasar lmgkat menengah dan lmgkat atas (pasal 15).

lv KEPUTUSAN MEND!KBUD NOMOR 0686/U/1 991 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN
B PERGURUAN TiNGGI ' '

Coa

b.

- Akademi wrdm alas satu jurusan alau lebih yang menyelenggarakan program
- DL, DI, dan/atau D 1L

Politeknik terdiri atas liga jurusan atau lebih yang menyclenggarakan program

D1, DL DI, danfatau D IV,

Sekolah tinggi terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan
program D1, D I, D I, dan/atau D IV, dan yang memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan program Spi, Sp I, S 1, S 2, dan/atau § 3.

Institut terdiri atas liga fakultas atau lebih yang menyelenggarakan program
ST dan/atay program diploma dan terdiri atas dua jurusan atau lebih yang
masing-masing menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan yang
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program S2, S3, Sp | dan Sp 1.
Universitas terdirt atas beberapa fakultas yang menyelenggarakan program §1
dan/atau  diploma dan terdiri atas dua jurusan atau lebih yang
menyelenggarakan salu atau lebih program studi dan yang memenuhi syarat
dapat menyelenggarakan program S2, S3, Sp | dan Sp 1.

Usul ‘pendirian perguruan linggi disampaikan kepada Dirjendikti melalui
Kopertis bagi PTS dengan melampirkan persyaratan dan hasil studi kelayakan.
Dalam waktu 6 (cnam) bulan Dirjen memberi pertimbangan dan dalam
waktu 3 (tiga) tahun pemrakarsa sudah harus mengajukan usul persetujuan
pendirian kepada Mendikbud melalui Kopertis dan Dirjendikti bagi PTS.
Lampiran  Keputusan  Mendikbud nomor : 0686/U/1991 mengenai

persyaralan minimal unsur pelaksana  akademil,. .sarana..dan prasarana,

jumlah dan kualifikasi dosen, serta tenaga administrasi dan penunjang

akademik, dituangkan di belakang lampiran ini.

Catatan @ Ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pembahasan

tetapi belum dikutip dalam lampiran ini, dicantumkan dalam teks naskah.

@7




€

A AL cmn m e b w e

l: 51 'PERSYARATAN MINIMAL UNSUR PELAKSANA BKADEMIK

fﬁmgf R -  :-']”"-f'- - .SUBLAMPmANznA.

Cet

iﬂHPERAH KEPUTUSAN ﬁEKTERl PEHDIDIKAN DAN KEBUDAYAAﬂ
HOHOR 0686/U/1991 KAHGGAL 30 DEoEﬂBER 1991

-ffﬂq;;m;u“w~“_#m__w_uM__fuf_,m__uu_~~m~h__fu“w-ﬂ_ — Pp e
: Bentule PU : 3 ! o ' i
: N : i  ,! v Uniwversitus 1.
fUﬂSUrT~ S .;Akadgml:Peliteknik} tlnggl'lnatxtut: ~~~~~~~~~~~~~~ &f%{
ipelaksana H ‘& " i i 1 Kelom-{ Kelom=!
takademik : : : b ! pok IPB.POk IPS’

B e e Rt s T ~~~——~~"+*~—~—*"%"*"*“*"“+****"*“+~--~~~—{
i | 3 2 El N ] [ 4

'l 8 ] ¥ ] 1 . RO |

Fakultas : 4 : - ; - 1 AR\ I S <
) t 1 . t i 1 1 BT

L] . i . ] t t ' Sk

Jurusan‘ ; 1 : 3 : 2 i 6 ; 6 : 4 1
: : : ' ; L i

Bagian H Jumlah dldasarkan atas program Btudl : 3
: ) ' ' e

] 1 B

Laboratorium/ | Jumlah didasdrkan atas bidang 11mu ; i
unit komputer | H H H ; : 3
ST TR N M v 1 ¢ [ iy

: " 1 ] 1 ] ¥ H H )
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu -F---«-------—--—------—--.—..-_-—-«-ﬁ--._-—-——-——-.—...—“—-_..../

/ ________________________________________ — g e - i e e v b e s g —
v Bentukx PT ! Akademi/ : Sekolah ! Ingtitut/ ?
: : ; Politeknikx | Tinggi ¢ Universitus |
: e R T T ~ e
- \ H RS H : ' H i
Prasarana: © i Kelom—~! Kelom-! Kelom-! Kelom-! Helom-! Eolom—!
idan savann (M2} ipok IPA|pok IPS!pok 1PAlpok IP‘S;pok {PAlpok IPg:
e lob ~-*+*"~—*-"%-““~~~-!“"*“"—“+-" oo i e = b |
: } . i . : j ;
: 1. Ruang Rulieh ¢ 100 | 100 ! 100 i 100 0 200 1 zhg
; N : : % ] L ] : .
E 2.‘Ruan9 Nantor ! 100 ; 160 E 2&0 s
! : : 1 ¥ i 8 ¥
. i 3. Buang Per-  } | ' f E : : ;
T pustabaan ) ) : ! : ! ' :
: dan unit Yo : H b : : :
: homputer ¥} o ' ' H : ; X
: P} 500 : B0 : 1000 f
f A | 434‘.’} .:-r_ g } : : : : ‘ : : ;
g e ; N o é
P ; ! : ; : : :
: 5. Texneah ; 5060 ; Enao ! in0go !
' ' s ' t o
K : 1 s t 1 s H

98




s

Ill!l!'llllill e e lilllll!(l’llill#l]l

Eaa R WS Fa R e Tan
=N <t o™
[¥a] St e bt Nt s St s

LN - Pl Nm

pok z:z?*r .

TN A e s M e R ST R TR e B M e w M Sm e M R R e e M W En e vman

Institut/ -~
Univeraitas
t
[3

Lo W O e Ty ——
TN | R L o
- s ) LS S T

1o LA e S A N 15

ke PS8 i e ek b o e

pok IPA
PR |

SN OB SRR MR o A ML R e MR R e s T M be e Mk e e mr e o e e e

L]
1
]
¥
t
¥
1

Kelom—{ Kelom—! Kelom-

L R W 8 L Wan L on

t
’
PR &

]
]
E)
1
i
¥
i
¢
1
1
3
]

o e o s e e T o e o e e e L S U

I

=
WMV
I
Vi
MA ~
= - Ea | 0N
= B R ol .
= |+ b=t ot <t o
3 - I W et N : e et et
3 b o . PN g i~ o
< o W :
- o I
[ . h - w..lllll__lll.llll(Illllll..vi.ll,llllll.lll.il.»lllllilltlll............
. AR P <
3 120D et bl YR Al 8V |
fon s S T e t 48] Nt N N o S o
: {1 MR S 1 LY. | PN boed oM
0 142 ERRN A -~ W - i
.w “
W m e e e i e e e e o e e e e e e o e e A e e e a2 an e oo e e
ol R RN ¢ I
- - L= SV
D Qg .
I B ] i t Pt % il oy
2 a5 8% |
S g8 R
Yt o @ B it Lk i U S
o oI N R A T |
—t LI SRS R ~ B+ TR
x A O e ]
L S e | w LI S| b ~i i)
= SR e
oo . DR B m {
coE { |
o
2
Sy
A
o

-

N

i
]
t
1
a
1
t
I
)
L]

i I Pl
i [wiis} e H 0 %
: g 1 [ g o i D e RRE R
. : ! TRV T K T SR R R
S | | @g e g s < Dagad
{=3 . o nmy % ..M
2 B o L BEERERRY s 2 Aas% o
= IR i I g R SR i R IR I PR S ol
o k oo i B R RYC B B S i RS .1...«321 o Ok OO =
88 3 e Lo oD SNy At PP i
L 2 HIH S Ha T B TR ] bt vt G U+ T AL B T
o RO AT Y e | T imuheﬁﬁes
[} ST O . . i 00 [ TP B P
o I N T i) ' u [ JtS
N s R I =L o e S v b
: SR I B : w30 L0 g
ua f. i ¥
& V‘Ln _ i ™

B Y S
kurung untuk Program S52/Program Sp I

G9

atatan : Nilai dalam tanda

[
~

o«




. \
B?ﬂka B H ) ! Politeknik/ b Tnntitu»/ i
: : Akademi 1 - Sekolah binggi] Universitas '
1 - - [ . - [ - ' .
t ] . 1 r
;M_”Hm*_m___,um_+_mm__QMk_u_~m_;+,-;~,ﬂ”n__Wf_,~;
+ Kelom-! Ke:lom-{ Relom-! Kelom-| Kelom~} Kelope “
Tenaga y ok IPA{pok IP%'pok IPA ! pok- IP3 | pok IPA pox IR
I S .__,.__......_._‘..-,..._,.i — e e ot ..,_.........n--.{..,..._-_-~..-..‘.._-...-,,.~,. :
_ .o H ‘ ‘ '
1. Tenaga admi- ! ' : ) :
. nistrasi - ! ‘ e : :
a. Jumlah ' 3 ! 3. B 5] 1
b. Kualifikasi:! H . ] ‘ !
81 ; = : . H 3 '
D III ! 1 I 1 St ] ;
SHTA : 2 : 2 ] 3, :
! : - ; bY
2. Tenaga Penun- | i ’ i §
dang Akademlk: 1 ' : ‘ ! ' 4
a. Jumlah : 3 ! G H 20 ]
“b. Kualifikersi: ) R ! H T !
i B Iii ‘ 3 i fi i - H
sSMTa f 2 ) 4 i SR & H
i T =l 4 ;
SNV . T T T AR T e e e Ll e/

uallnan sesuul’ dengan aslinya

4. PERSYARA'TAN H[NIMAL wOUMLAH DAN KUALIPIKASI
TENAGA ADMINISTRAS! DAN PhNUNJANG AKADFHIK

HKNTFHI PFND}DIKAN DAN KBBUQ&YQAN
h?d

Fuad Hnnﬁan-

Biro Hu gan Hasyarakal, '“g;"'

- Departer K dan Kebudayaan, - O :
Kepala ¢ ancangan Peraturan
verund

[
[
o

. \‘"‘"‘[%a.i L ey L;a’-..i“r ) R
3:1—}3 “', 1 758

00




LAMPIRAN IV

MODEL ANGKET KELAIKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
~ MANAJEMEN SEKURITI DI JAKARTA

Pengantar.

Mengingat permasalahan mengenai sumber daya manusia khususnya vyang
berkailan dengan lenaga kerja dan pendidikan yang dihadapi bangsa kita dewasa ini
di satu pihak, dan tuntutan profesionalisme termasuk dalam pekerjaan sekuriti
khususnya yang berkailan dengan dunia bisnis di lain pihak, maka perlu dijajagi
kemungkinan mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi swasta datam bidang
sekuriti. Untuk maksud tersebut dipandang perlu lerlebih dahulu mengadakan suatu
penelitian {feasiblity study) guna memperoleh informasi sampai di mana kebuituhan
perusahaan terhadap lulusan pendidikan tinggi dimaksud. Di lain pihak juga perlu
diketahui sampai di mana minat para pemuda lulusan/calon lulusan SLTA termasuk
mereka yang sudah bekerja seperti Satpam (Satuan Pengamanan) terhadap pendidikan
tinggi sekuriti.

Hasil penelitian ini, setelah dikaitkan dengan berbagai faktor lain, akan dapat
digunakan sebagai bahan perlimbangan baik bagi badan-badan sosial yang berminat
sebagai  penyelenggara maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam

mengambil kepulusan mengenai penyelenggaraan pendidikan dimalksud.

Dalam proyek penelitian ini, bapal/sdr. telah dipilih sebagai salah secrang
responden. Harapan kami kiranya, dengan kehormatan ini, bapal/sdr. berkenan ikut
serta dalam proyek penelitian ini dengan memberikan jawaban yang sebenarnya atas

pertanyaan yang diajukan pada lembar berikut ini.

Terima kasih atas kesediaan bapak/sdr. berperan serta dalam proyek penelitian ini.
Penjelasan (Substansi)

Istilah sekuriti dalam penelitian ini adalah pengfindonesiaan dari “security” dalam

bahasa Inggris yang biasanya diterjemahkan dengan keamanan dan ketertiban;
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sehingga karenanya seringkali hanya dikaitkan dengan angkatan bersenjata termasuk

kepolisian, Sebenarnya tidaklah demikian.

Sekuriti ternyata tidak hanya sesempit yang digambarkan di atas. Abraham
:_; Maslow,- pakar dalam ilmu-ilmu  sosial/psikologi misalnya, menyusun hirarkhi
- kebutuhan manusia dalam beberapa kategori, antara lain adalah kebutuhan "securily'.
Kebutuhan ini mencakup pula, misalnya jaminan hari tua atau "job security” yaitu
jaminan tidak akan mendapat perlakuan tidak manusiawi atau diberhentikan semena-
mena dalam pekerjaannya. Karena itu pengertian "security" menjadi lebih Juas. Ada
“international  security", "national  security”,  social security”, "inlernal security”,

"industrial security”, "business security”, dan lain lain.

Pada tingkat "social securily’, di samping “crime prevention", bahkan juga
mencakup segenap hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerugian (loss
prevention). Berkenaan dengan itu pula maka pendidikan sekuriti akan berkaitan
dengan lebih banyak lagi bidang pekerjaan, baik datam hal keamanan dan kelertiban
perusahaan, masyarakat dan negara maupun analisis dan pencegahan kerugian pada
umumnya.

Satpam sebenarnya hanyalah bagian kecil dari fungsi "industrial security" yang
dipimpin oleh "chief security” atau "securily manager” pada setiap perusahaan. Di
negara-negara maju lerdapat program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
untuk memenuhi kebutuhan tenaga dimaksud, Kecuali pendidikan Satpam, di

Indonesia belum ada program studi demikian,
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MODEL M-1

| DIIS! OLEH PIMPINAN/STAF YANG MEMBAWAHI
B - PIMPINAN (CH]EF/MANAGER) SEKURITI
Data Umﬁm.-‘_ |

(Pilih salah satu alternalif jawaban yang tersedia dengan cara melingkari
huruf di depannya, atau mengisi jawaban pada baris kosong yang tersedia
(tanda .....), atau coret jawaban yang lidak tepat jika terdapat tanda *).

a. Nomor e {dikosongkan).

b.  Tanggal Pengisian  : ..o

C. 'Tempat Pengisian ...,

d.  Perusahaan
1) status : Swasla/ BUMN/ Koperasi/ Patungan*
2) modal 1 PMAS PMDIN/ Non-PMA-PMDN*

3) bidang usaha/industri : pertanian/ manufaktur/ jasa*
4) bidang kegiatan DRSS I o trxy..

Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti.

1. Apakah perusahaan bapak/sdr. pernah mengalami kerugian karena gangguan
keamanan dan ketertiban yang bersumber dari luar perusahaan 2
a. Seringkali. b, Kadang-kadang.  c. Pernah.

d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.

2. Apakah perusahaan bapak/sdr. pemah mengalami kerugian karena gangguan akibat
kelalaian karyawan sendiri 2

a. Seringkali. b, Kadang-kadang.  c. Pernah.
d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.
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3

. Apakah perusahaan bapak/sdr. pernah mengalami kerugian karena kekurang-
tepatan atau kekurang-jelian dalam mempertimbangkan akibat/dampak dari suatu
keputusan ?

A Seringkali. b. Kadang-kadang.  c. Pernah.

~.d. Tidak pernah. e. Belum diketahui.

. Apakah pimpinan perusahaan sudah merasa yakin bahwa seluruh mekanisme
keluar masuknya barang lerjamin dari penyelewengan dalam tubuh perusahaan ?

a. Yakin. b. Masih belum yakin benar.
c. Diragukan. d. Belum terjamin.

- Apakah perusahaan bapalk/sdr. sudah mengaplikasikan taktik pencegahan kerugian
yang mungkin bersumber dari mantan karyawan yang berhenti/diberhentikan ?

a. Sudah. = b. Belum sepenuhnya.,
¢. Sama sekali belum tetapi sudah terpikirkan d. Belum terpikirkan.

- Apakah biodata seliap karyawan sudah terhimpun dan senantiasa dimutakhirkan ?

a. Terhimpun dan senantiasa dimutakhirkan.

b. Terhimpun tetapi tidak senantiasa dimutakhirkan.
c. Belum terhimpun tetapi sudah terpikirkan.

d. Belum terpikirkan.

- Apakah pejabat sekurili atau karyawan lain yang ditunjuk benar-benar sudah
memahami mengenai seluk-beluk asuransi sehingga perusahaan dijamin tidak
dirugikan jika terjadi klaim ?

a. Sudah. b. Baru secara umuim. c. Masih diragukan.

- Apakah perusahaan bapal/sdr. telah merumuskan konsep perlindungan informasi

untuk mencegah kebocoran 2

a..Sudah.. b.Belum.ada.tetapi.sudah dipikirkan.c.-Belum terpildrkan

£ o S

Apakah perusahaan bapalk/sdr. telah membuat sisiem perlindungan instalasi
komputer ?

a. Sudah. b. Belum ada tetapi sudah dipikirkan. c. Belum terpikirkan.




10.  Manajemen scekuriti pada perusahaan bapak/sdr. mencakup bidang kegiatan apa
saja ?

 a. Pengamanan fisik/material/fasilitas;
b. Pengamanan personil;
c. Pengamanan informasi dan kegiatan;
d. Sistem Intelijen Bisnis;
e. Analisis kerugian;
f. Analisis dampak lingkungan;

g.
h.
(Bisa lebih dari salu jawaban).

11. Apakah perusahaan bapak/sdr. telah mengembangkan konsep sekuriti personil
dalam kaitannya dengan produktivitas dan keberhasilan usaha ?

a. Sudah. b. Belum, tapi sudah dipikirkan. . Belum terpikirkan.
Pertanyaan Bidang Pendidikan,.

12. Di samping anggota dan pimpinan (kepala/komandan) Satpam, apakah ada
jabatan pimpinan (Chief/Manager) "Security" ?

a. Ya. b. Tidak.

13. Jika tidak, dalam perkembangan perusahaan di waktu mendatang, apakah ada
kemungkinan pengembangan/pengadaan jabatan tsb.?

a. Ya. b. Tidak.

14, Persyaratan apakah yang ditetapkan atau sebaiknya untuk jabatan tersebut ?

15.  Apakah pejabat sekarang telah memenuhi nersyaratan.tersebut.?

a. Ya.
b. Belum, yaitu persyaratan nomor 14 :a/b/c/d /e *.

16.  Pejabat sekarang berasal dari :

a. TNI; b.Polri; c¢. Selain a dan h.
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b

17. Apakah pejabal sekarang sudah pernah mengikuti pendidikan khusus tentang
"Industrial Security” dalam bentuk seperti tersebut di bawah ini ?

a. penalaran;

“b. kursus;
- ¢. pendidikan diploma @ /11
- pendidikan akademilk/gelar.

{.l.

. belum pernah.
(Bisa lebih dari satu jawaban, untuk a s/d d).

18. Jika sudah pernah, di mana personil tersebut mengikuti pendidikan 2

a. Dalam negeri; b. Luar negeri.

19. Kapan pendidikan tersebut ditkutinya 2

a. Schelum menjadi karyawan;
b. Setelah menjadi karyawan.

20. Bagaimana pemahamannya mengenai tugas-tugas sekuriti 7

a.Sangat baik; b. Baik; c. Cukup; d. Sedang; e. Kurang. . I S

21. Bagaimana kemampuan/ketrampilannya memanajemeni sckuriti ?
a. Sangat baik; b. Baik; c. Cukup; d. Sedang; e. Kurang,

22. Bagaimana pemahamannya mengenai fungsi-fungsi bisnis (produksi, pemasaran,
finansial, dan lain lain) ?
a. Sangal baik; b. Baik; ¢. Cukup; d. Sedang; e. Kurang.

23. Menurut bapaly/sdr. apakah pemahaman umum  mengenai fungsi- fungsi bisnis
juga perlu dimiliki oleh pimpinan sekuriti 2

a. Sangal diperlukan; b. Diperlukan; ¢ Kurang diperiukan.

24. Apakah bapak/sdr. sependapat jika pimpinan/pembantu pimpinan sekuriti harus
memahami pengelahuan  sekuriti dan mampu/trampil  melaksanakannya,
memahami pengetahuan manajemen dan mampu/trampil memanajemeni sekuriti,
serta memahami pengetahuan bisnis ?

a. Ya, sependapat; b. kurang sependapat; ¢. Tidak sependapat.
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25 Untuk mendapatkan tenaga sebagaimana dimaksud butir 24 perlu mengikuti suatu

pendidikan, yang memberikan pengetahuan teorilis dan latihan praktek.

a. Kapan sebaiknya pendidikan tersebut diikuti 2
n Sebelum menjadi karyawan;
2) Setelah menjadi karyawan,

b Bagaimana scbaiknya jenis pendidikan tersebut ?
1) Kursus (sekitar tiga bulan);
2) Pendidikan Diploma : I/ *
3) Pendidikan Gelar (5-1).

c.  Jika lowongan untuk jabatan pimpinan/staf sekuriti tersedia di waktu
mendatang, apakah perusahaan bapal/sdr. berminat menseleksi lulusan
pendidikan tersebut ?

1) Ya; 2) Tidak; 3) Belum terpikirkan.

26. Kemampuan/ketrampilan apa saja yang sebaiknya dipahami/ dikuasai oleh lulusan
pendidikan tersebut ?

a. Kepemimpinan; b. Manajemen;

c. Administrasi Bisnis; d. Pengetahuan hukum/peraturan.

e. Taktik/teknik Sckuriti; - f.Tindakan kepolisian;

g- Pengetahuan Sosial (psikelogi, sosiologi, komunikasi/ hubungan masyarakat);
h. Teknologi Sekuriti; 1. Bahasa Inggris;

j- Komputer (dasar); k. Administrasi Umum (laporan, surat menyurat, dl).
Lo 1 OO

(Bisa lebih dari salu jawaban).

27. Promosi personil yang dipandang berhasil dalam manajemen sekuriti dapat
diarahkan pada fungsi:

a. Personalia;

b. Lithang (R & D);
. Logistik;

d.

e.

(Bisa lebih dari satu jawaban).
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28. Di samping untuk lenaga Manajer Sekuriti, apakah perusahaan bapak/sdr. juga
mempertimbangkan kebutuhan karyawan yang berwawasan sekuriti dalam arti luas
(pencegahan kerugian) ?

ei._Ya. b, Tidak. c. Mungkin.




MODEL M-2

DS OLEH ANGGOTA SATPAM
LULUSAN SMTA

" Data Umum.

(* coret yang tidak sesuai atau isi dengan jawaban anda sendiri apabila ada

tanda .............. A
a. Nomor .. (dikosongkan).
b. Tanggal pengisian L etiebrrsamsa e ne e bt e s nenans
c. Jenis kelamin : Laki/ Perempuan *,
d. Umur HRUR - tahun.
e. Agama : Islam/ Katholik/ Protestan/ Budha/ Hindu «.......co......... *
f.  Rata-rala seluruh penghasilan sebulan:  Rp 150.000;- ke bawah/

di atas Rp 150.000, di atas Rp 250.000,-*
g. Pendidikan (SLTA):

1) jenis I SMA/SMEA/STM/........ *.

2} jurusan R o R SN,

3) hoby olahraga ...

4) hoby kesenian ;...

5) aklivitas dalam organisasi di sekolah; pernah menjabat sebagai & ...cevrevienennn.
6) peringkat kenaikan kelas/penilaian semester biasanya tergolong : di bawah

rata-rala kelas/ rata-rata kelas/ di atas rata-rata kelas *
7) kelulusan SLTA  : Lulusftidak lulus/sedang sekolah *.
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Pertanyaan.

- (Pilih salah satu yang dianggap tepal di antara jawaban yang tersedia dan lingkart
e huruf d; depannya)

:1 ag,almana penciapat anda terhadap rencana pembentukan lembaga pendidikan
-~ tinggi dimaksud ?

‘a. Perlu segera direalisasikan.
~ b. Bisa saja kalau cukup laik dan bermanfaat.
c. Belum waktunya.
. Tidak perlu pendidikan.
e. Cukup lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada.

2. Bagaimana sebaiknya jenis pendidikan dimaksud ?

a. Kursus (sckitar tiga bulan).
b. Pendidikan diploma.
¢. Pendidikan Gelar (5-1).

3. Jika telah terbentuk, apakah anda berminat mengikuti seleksi masuk pendidikan
dimaksud ?

a. Sangat berminal.

b. Berminat.

. Masih pikir-pikir dulu (bagaimana nanti).
d. Tidak berminat.

4. Bagaimana pendapat anda untuk mengikuti seleksi masuk pendidikan dimaksud ?

a. Harus ditugas-belajarkan oleh perusahaan.

b. Kalau tidak mungkin ditugas-belajarkan, yang penting
diizinkan oleh perusahaan.

¢. Kalaupun tidak memperoleh tugas-belajar atau izin, tetap

nmrlrr i R ko o W7
&

ek unhu‘yuubi vk I\u,puluubcua i_)uibtlili)clnbcln i
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- MODEL M-3

DIISI OLEH SISWA KLAS 111 SMTA
- ATAU PENCARI KERJA LULUSAN SMTA.

' Dat_a' Umum.

- (* coret yang lidak sesuai atau isi dengan jawaban anda sendiri apabila ada

tanda .......).
a. Nomor D {dikosongkan).
b. Tanggal pengisian e
c. Jenis kelamin : Laki/ Perempuan *,
d. Umur RPN o 3 tahun,
e. Agama 2 slam/ Katholik/ Protestan/ Budha/ Hindu/ ....ooceen.. ... *
i.  Orang tua/wali :

1) pekerjaan : Pegawai Negeri/ ABR/ Karyawan Swasta Wiraswasta/ Petani/

2) rala-rata penghasilan sebulan : Rp 250.000,- ke bawabh/ di atas Rp 250.000,-
di atas Rp 500.000,/ di atas Rp 1 juta.*

g. Pendidikan (SMTA) :

1) jenis. : SMA/SMEA/STM/....... .

2) jurusan RN

3) haoby olahraga o

4) hoby kesenian A . el .

5) aklivilas dalam organisasi di sekolah; pernah menjabat sebagai : ......cccoeven,

6) peringkat kenaikan kelas/ penilaian semester biasanya terealong - di bawah rata-

rata kelas/ rata-rata kelas/ di atas rata-rala kelas *.

7) kelutusan SLTA : Lulus/ tidak lulus/ sedang sekolah *.




Perfanyaan.

(Pilih salah satu yang dianggap tepat di antara jawaban yang tersedia dan lingkari
- huruf di depannya). '

1. Bagaimana peﬁc{apat anda terhadap rencana pembentukan lembaga pendidikan
tinggi dimaksud ?

a. Perlu segera direalisasikan.

b. Bisa saja kalau cukup laik dan bermanfaat.

¢. Belum waktunya.

d. Tidak perlu pendidikan.

e. Cukup lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada.

2. Bagaimana sebaiknya jenis pendidikan dimaksud ?

a. Kursus (sekitar tiga bulan).
b. Pendidikan diploma.
¢. Pendidikan Gelar (5-1).

3. Jika telah terbentuk, apakah anda berminat mengikuti seleksi masuk pendidikan
dimaksud 2

a. Sangat berminat.

b. Berminat.

. Masih pikir-pikir dulu (bagaimana nanti).
d. Tidak berminat.
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LAMPIRAN VI

o : KONSEP STRUKTUR ORGANISASI
_'_-"'_'SEKOLAH TlNGGi iLMU MANAIEMEN SEKURITI INDUSTRI (STIMS))

BADAN PENYELENGGARA/
YAYASAN PENDIDIKAN SEKURITI

KETUA
ISENAT
PUKET PUKET PUKET
! H i
| ] — !
BAG BAG BAG PERPUS PUSAT STUDIO

BINWA MINDIK/ WA MINU TAKAAN| |KOMPUTER| |SEC. DEVICES

PUSLIT JURUSAN 'POK DOSEN! JURUSAN PUSDIANMAS

I S

s

#  Untuk Konsep Jangka Panjang
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REKAPITULASI JAWABAN ANGKET/KUISINAIR

~ MODEL M-1 (Responden = 36)

' JAWABAN
No. A1) B2) | C(3)] D| E F
1. - 4 22 8 2 -
2, - 4 22 6 4 -
3. - 14 8 8 6 -
4. 6 18 4 8 - -
5. 14 10 10 2 - -
6. 16 18 2 - - -
7. 16 18 2 - - -
8. 26 10 - - - -
9. 21 14 - - - -
Ia. 34 34 24 - 10
I1. 24 Io 2 - - -
12. 28 8 - - F 4
I3. 6 2 - - - -
15. 28 8 - - - -
16. 4 14 18 - - -
17. 32 22 2 2 2 =
8. 34 6 - - - -
19. 18 20 - - - -
20. 4 22 10 - - -
21, 4 16 14 2 - -
22. 2 14 16 4 - -
23. 10 26 - - - -
24. 34 2 - - - -
25a. 28 10 - - - -
25b. 20 18 - - - -
25c. 28 - 8 - - -
27, 32 18 6 2 - -
28, 30 - 4 - - -

NO. 14

S

Kepemimpinan
Pengetahuan Hukum
Wawasan Security
Komunikatif
Management Skill
Jiwa Litbang
Profesional dalam

Bidang Safety & Security

Jiwa Kejuangan

LAMPIRAN V

Z
©
&
— dad b
= — 00

=
[ IS

U=l

Re—TomMmoow>»
o IN

—
b

MODEL M-2 (Responden = 40)

NO. a b c d e
%r 20 14 - 2 4
2. 20 20 - - -
3 8§ 28 4 - -
4 26 12 2 - -

MODEL M-3  (Responden.=-g331)
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NO.! a b c d e

I. 96 202 4 3 6

2. 113 130 66 - -

3. 17 106 147 | 47 -
_




KONSEP STRUKTUR ORGANISAS] s
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SEKURITI INDUSTRI (STIMSI)

BADAN PENYELENGGARA/
YAYASAN PENDIDIKAN SEKURITI

LAMPIRAN VI

KETUA
JSENAT
PUKET PUKET PUKET
| il M
l ] = N
BAG 7 BAG BAG PERPUS PUSAT STUDIO
BINWA T TMINDIK/ WA MINU TAKAAN| |KOMPUTER| |SEC. DEVICES
|
PUSLIT JURUSAN[ 'POK QQSEN' JURUSAN! | PUSDIANMAS

e

*  Untuk Konsep Jangka Panjang
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LAMPIRAN VII

DAFTAR KEBUTUHAN SARANA
(PERALATAN) JANGKA PANJANG

1. Meubeler Kantor/Pendidikan Rp.
2.- Mesin Tulis/Hilung Rp.
3. Alat Instruksi/Penolong Instruksi Rp.
4. Air Condition (AQ) Rp.
5. Perpustakaan (Buku/Meubeler) Rp.
6. Kompuler {20 unit x 3.000.000,-) Rp.
7. Peralalan Sekuriti (Contloh/alat instruksi) Rp.
8. Kendaraan Operasional (Minibus) R
9. Lain-lain Rp.

40.000.000,-
5.000.000,-
10.000.000,-
50.000.000,-
25.000.000, -
60.000.000,-
25.000.000,-
35.000.000,-
30.000.000,-

Jumlah Rp.280.000.000,-

Keterangan : 1. Perhitungan perkiraanfancer-ancer dengan mengacu pada

perhitungan kebutuhan jangka pendek (Lampiran VII1).

2. Kebutuhan ini_diperkirakan maksimal sehingga pengadaannya

dapat dilakukan secara hertahap.




LAMPIRAN Vili

R S DAFTAR KEBUTUHAN PERALATAN (SARANA)
c b o n ) PROGRAM JANGKA PENDEK )
TR : . : FUNGS! / HARGA JUMLAH
N . ; S WGA : KET
MO JENIS AARG/ KANTOR | PENDIDIKAN

I. MEJA TULIS
a. HBiro 200,000 2% = 400,000
b. Sciengzh Biro 125.000 $x = 625.000
c. Biasafra at 75006 4% = 300.000 4% = 300.000
d. Ketik (IBM) 100,000 Xz 100000

2. KURS! ;
1. Pimpinan 135.000 2X = 270.000
b. Staf/Dosen 100,600 $% = 500.000 2% = 200,000
c. Hiayz/Rapat 25.000 10X = 240.000 Bx = zoo.o60
di Kuliah 50,0000 200X = 10.000.000

3 SOFA 00,000 tX = 500,000

4. FILING CABINET $67.000 1 = $67.000

5. LEMARI ARSIP 547.000 1IX % 547000

6. MESIN TIK

: 3. [BM (Elektrik} 1.087.500 Xz 1.017.500
b, Besar (Manual) 411.000 1% = 431.000
€. Sedang {(Manual) 275.650 1X = 275.650

7 MESIN HITUNG P
a. Biasa 31300 1X = 31t.300 f'
b. Kalkulator 37-600 1% = 37-600

8. GHP 860,000 2X = 1.720.000

o WHITE BOARD
1. Standard 160,600 IX = 160.000 ix = 430.000
b, Gantung 43.250 2% = 86.500

To. GAMBAR GARUDA/PRES/
WAPRES. 8b.000 X e 160,000

1. BENDERA/TIANG
(Mecah Putih/Lambang) 120.000 IX = 120.000

12, TAPE RECORDER 160,000 Ix = 160.000

13. WIRE LESS/SOUND SYSTEM 800.000 2% = 1.600.000

14, BRANKAS 135,000 X2 135.000

13. AR CONDITIONER
2. Split 2 PK 2.500.000 IX £ 2,500,000 X = 4.000,000
b. Sedang 1,5 PK 2.100.000 1X = 2,100,000 1X = 2.100.000

16, KOMPUTER 3.500.000 IX = 1.500.000

7. PERANGKAT DERPUSTA-
KAAN MiN] $.000.000 1X = 5,000.000

15, PEMASANGAN TELEPON 1.250.000 Ix = 1.250.000
JUMLAH Rp 16.343.500 Rp 26960000

19, Lain-Lain (Pembuiatan) Rp  6.896.450

‘ TOTAL Rp $0.060.000,-
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DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA

LAMPIRAN IX

Jangka Pendek Jangka Panjang
Standar . ;
No | Jabatan Gaji Tenaga PeBr:ﬁn Tenaga Pfri:;iaun
Perbulan

T |Ketua 1,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000
2 |Pembantu

Ketua 600,000 2 14400000 3 21,600,000
* |kabag 400000 2 9600,0000 3 14,400,000
4 Kapusliy/

Dianmas/

Studio 500,000/ 0 o 3 18,000,000
S |Ka Pustaka/

Ruang

Komputer 400000/ O 0] 2 9,600,000
6 |staf/ Pelaksana

Administrasi 250,000 4 12,000,000 12 36,000,000
7 |Pegawai

Harian 150,000 1 1,800,000 5,400,000
8 IKetua Jurisan 500,000 0 0 2 12,000,000
9 |sekretaris

Jurusan 350,000 0 0 2 8,400,000
10 |Dosen Tetap 300,000{ No 1 & 2 ol 4 14,400,000

Jumlah E 10 49,800,000] 35 151,800,000

Terhadap kemungkinan kenaikan gaji sudah barang tentu harus dikaitkan dengan

perkembangan "usaha®.

Jumlah maksimal (Penambahan tenaga untul jangka Panjang dilalukan secara

bertahap sesuai perkembangan "usaha®).
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DAFTAR KEBUTUHAN BDIAYA TIDAK TETAP

LAMPIRAN X

NO.

PROGRAM D-f

PROGRAM D:INI/S-1

PROG. SUS SINGKAT

PROG. SUS KILAT

JERNIS BIAYA (TAHUN 1) (TAHUN I/DSTNYA). | (75 JAM PELAJARAN) | (3 HARN/Z SESS)
b Admiaistrasi/persiapan 500000 390.000 300,000 300.000
2. | Publikasi 2.000.000 - 1,000,000 1.000.0G0
3. Honorarium ;
1. Pengajar/Pembicara 14.000.000 14.000.000 2.250.000 2.060.C00
‘ (700 jam x 20.000)* {75 x 30.000) (8 x 250.c00)
b, Kepanitiaan 2.000.000 “ 1.000.000 1.000.000
4. | Biayz Lat. Hisik/prakrek lapangan 1.500.000 1,000,000 - -
20.000.000 15,300,000 4.550.000 4:300.000
5+ | Biaya dihitung per peserta
2. Operasi dik & bahan ajaran 160.000 100.000 10.000 10,000
b. Konsumsi selama fat/prakeek/sus 130,000 £5.000 50,000 120.000
{20 hari x 6.500) {25 hari x 2.000/snack) | (termasuk tempat
i . di hotel).
¢. Pakaizn seragam/perlengkapan®* 225.000 40.000 - -
d. Trans i:tih:n/pr:ktckflapmg:n 20.000 20.000 - -
475.000 225.000 60.000 130.000

untuk perhitungan satu kelas {so orang) Indeks honor pengajae

pada perguruantinggi swasta rati-rata Rp 135.000,~

"* 3 pasang PDH/PDL {dan Atribur)
2 pasang sepatuy
1 buah topi
1 lembar jaket
Ransel, Kopelrim dan sabuk

Rp 120.000,
Rp 40.000,-
Rp z20.000,-
Rp z0.c00,-
Rp 235.000,-
Rp 225.000,-
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LAMPIRAN Xl

PERHITUNGAN TITIK IMPAS
(BREAK EVENT POINT)

RUMUS : JUMLAH BIAYA = HARGA “JUAL" X JUMLAH PESERTA.

Jumlah Peserta = X.
Program D-l.

97.000.000.- + 20.000.000.- + 475.000,-X = 2.000.000,-X
17.000.000,- = 1.525.000,-X

X =767

dibulatkan 77 peserta

Karena jumlahnya lebih dari 50 orang maka harus dijadikan dua kelas dengan

konsekuensi penambahan biaya honorarium mengajar sebesar Rp. 14.000.000,-

117.000.000,- + 14.000.000,- = 1.525.000,-X
137.000.000,- = 1.525.000,-X

X =859

dibulatkan 86 peserta

Program D-H/ll dan S-1.

15.300.000,- + 225.000,-X = 1.000.000,-X
15.300.000,- = 775.000,-X

X =19,7

dibulatkan 20 poserta

Program Kursus Singkat.
4.550.000,- + 60.000,-X = 750.000,-X

4.550.000,- = 690.000,-X
X =66
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o | LAMPIRAN XIV

PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG
(TIME VALUE OF MONEY)

TAHUN ALIRAN KAS MASUK "PV FACTOR" PADA 20 % PV
l 35.875.000,- 0,833 29.883.875
- H 91.989.500,- 0,694 63.840.713
m I01.575.000,- 0,579 58.811.925
v 125,120,000 ,~ 0,482 60.307.840
v 139.680.000,- 0,402 5§6.151.360
Total 494.239.500,- - 268.995.713

Keterangan :

1. Aliran Kas masuk (Operasional) =

Laba setelah pajak + penyusutan + Bunga ( 1 - Pajak)

2. PV (Present Value) adalah nilaj sekarang dari sejumlah
uang tertentu dimasa mendatang, dengan rumus
PV = PV. Factor x aliran kas masuk.

3 "PV Factor” adalah faktor tingkat bunga yang diper-

hitungkan.dalam.nilai sekatang-dengamrumus s
Tm—lfm—)- n, dimana i = tingkat bunga {required
I+ 1}
rate of return) & n = periode waktu

(tahun).
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 DAFTAR RIWAYAT SINGKAT KEHIDUPAN

Tempat/ faﬁggai lahir :'B_i.m.a,_ 17 Oktober 1949,

'A_'I'amat ' o i Tirtéyasa Réya no 6.

Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

.: Pckerjaan : Anggota Polri (Let. Kol. Pol)

Jabatan : a. Kabag Binjuang PTIK
o b. Dosen Kriminologi PTIK

- Keluarga : Istri-dan Tiga 0?ang anak

. Pendidikan (Penting) :

“a. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1972
b Sarjana limu Kepolisian, lulus PTIK, 1981

“¢. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, 1986

: Pengalaman Jabatan (Penting) :

a. Perwira Staf Polres Timor Tengah Selatan, 1973 - 1978

. b. ‘Perwira Staf Perencanaan & Anggaran Polri, 1981 - 1986
¢ Kapolres Cilegon, 1986 - 1989

d. Kapolres Cianjur, 1989 - 1990

Pengalaman Organisasi :

a. Ketua KAPPI Bima, 1966 - 1968

b. Senat Akabri Kepalisian, PTIK dan Sespim Polri
C. Sekretaris I ISIK, 1997 - sekarang

10.

d. Anggota Badan Pembina Pusat APSS|, 1997 - sekarang

Bidang yang ditekuni : Bisnis dan "Security"
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